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ABSTRAK 

 

Nera Henaria. 13321155. KASUS BALI NINE DALAM BINGKAI PEMBERITAAN 

MEDIA ONLINE (Analisis Framing Model Robert N. Entman pada Situs Antaranews.com 

dan Radioaustralia.net.au Tahun 2015). Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 

2017.  

Kasus penyelundupan narkoba di Bali yang dikenal dengan nama “Bali Nine” telah 

membawa nama kedua negara yakni Indonesia dan Australia. Hal tersebut disebabkan oleh 

hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Indonesia pada dua terpidana kelompok Bali Nine 

asal Australia yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Keputusan hukuman mati oleh 

Presiden Indonesia Joko Widodo menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Indonesia dan 

Australia. Peristiwa ini tentunya mempunyai nilai berita untuk diliput media massa nasional 

dan internasional, karena dampak yang ditimbulkan.  

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan 

bingkai pemberitaan eksekusi mati kasus “Bali Nine” di media online antaranews.com dan 

radioaustralia.net.au selama pra dan pasca eksekusi mati dua tersangka kasus “Bali Nine” 

yakni periode bulan Maret, April, dan Mei 2015. Penelitian ini menggunakan paradigma 

konstruksionis dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode analisis yang 

dipakai ialah analisis framing model Robert N. Entman yang digunakan untuk 

menggambarkan proses seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas.  

Hasil temuan penelitian ini disusun dalam dua kategori yaitu penonjolan ketegasan 

hukuman mati terhadap duo Bali Nine dan diplomasi Australia terhadap Indonesia. Hasil 

framing yang dilakukan antaranews.com terhadap berita eksekusi mati duo Bali Nine lebih 

mengarah pada bentuk dukungan terhadap keputusan pemerintah Indonesia untuk menghukum 

mati para pengedar narkoba. Pemberitaan radioaustralia.net.au lebih mengarah pada penolakan 

hukuman mati yang dinilai tidak adil dan melanggar HAM. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa pembingkaian berita dapat dibentuk melalui pemilihan narasumber yang 

dilakukan oleh wartawan dengan berusaha memberitakan peristiwa seobjektif mungkin tanpa 

terlihat memihak siapapun.  

 

Kata Kunci: Bali Nine, hukuman mati, media online, analisis framing  
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ABSTRACT 

 

Nera Henaria. 13321155. THE CASE OF BALI NINE IN THE FRAME OF ONLINE 

MEDIA PROVIDING (Framing Analysis Robert N. Entman Model on Antaranews.com 

and Radioaustralia.net.au Sites 2015). Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, 

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 2017. 

Cases of drug smuggling in Bali known as the "Bali Nine" has brought the two 

countries, namely Indonesia and Australia. It is caused by the death penalty Indonesian 

government on two convicted Australian Bali Nine group namely Andrew Chan and Myuran 

Sukumaran. Sentence of death by Indonesian President Joko Widodo raises the pros and cons 

in the people of Indonesia and Australia. These events certainly have covered the news value 

to national and international mass media, due to the impact.  

Based on the above purpose of this study was to describe the news frame of 

execution cases "Bali Nine" in the online media and radioaustralia.net.au antaranews.com 

during pre and post execution of two suspected cases of "Bali Nine" the period of March, 

April and May 2015. This study uses a constructionist paradigm of qualitative descriptive 

approach. The analytical method used is the analysis of Robert N. Entman framing models 

used to describe the selection process and the issues protrusion certain aspects of reality.  

These research findings are organized into two categories: the firmness protrusion 

death penalty for duo Bali Nine and Australian diplomacy towards Indonesia. Results framing 

is done antaranews.com to the news of execution of Bali Nine duo is more directed to 

supporting the Indonesian government's decision to execute drug traffickers. Preaching 

radioaustralia.net.au more lead to the rejection of the death penalty is unfair and violate human 

rights. The results also show that the framing of news sources can be formed through elections 

conducted by journalists with trying to preach events as objectively as possible without visible 

sides.  

 

Key words: Bali Nine, death penalty, online media, framing analysis  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Hubungan antara Indonesia dan Australia memiliki sejarah yang cukup panjang 

dan tidak pernah terlepas dari beberapa konflik. Mulai dari konflik terjadinya konfrontasi 

antara Indonesia dan Malaysia, dimana Australia ikut campur dengan berpihak kepada 

Malaysia. Konflik saat terjadinya pemisahan Timor Leste (sekarang menjadi Timor Timur) 

pada tahun 1999, dimana hubungan keduanya kembali memanas karena Indonesia 

menganggap lepasnya Timor Leste akibat dari ikut campurnya Australia.  

Tahun 2006, hubungan Indonesia-Australia kembali mengalami ketegangan karena 

43 warga Papua meminta suaka politik ke Australia. Konflik mengenai kasus penyadapan 

yang dilakukan oleh intelijen Australia menyadap telepon seluler milik presiden Indonesia 

Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa menteri. Kasus percobaan penyelundupan 

imigran gelap atau pencari suaka ke Australia kembali menimbulkan ketegangan antara 

Indonesia dan Australia, dimana Perdana Menteri Australia Tony Abbott memperingatkan 

Canberra tidak senang Jakarta menolak menyelamatkan pencari suaka yang terapung-

apung di Samudera Indonesia (http://nasional.inilah.com/read/detail/2048572/inilah-

konflik-indonesia-dan-australia, akses 22 April 2016).  

Dari beberapa kasus yang menyebabkan konflik antara Indonesia dan Australia 

diatas, terdapat kasus yang prosesnya sangat panjang yaitu kasus narkoba di Bali yang 

sering disebut dengan kasus “Bali Nine” oleh media. Kasus Bali Nine awal terjadi pada 17 

April 2005, dimana sembilan orang warga negara asing tertangkap di Bali dengan tuduhan 

berupaya menyelundupkan lebih dari 8 kilogram heroin keluar dari Indonesia. 

Pada 11 Oktober 2005 merupakan awal dimulainya persidangan untuk kesembilan 

orang warga asing yang menyelundupkan narkoba tersebut. Setelah melaksanan proses 

persidangan dengan beberapa kali persidangan, kesembilan anggota kelompok narkoba 

tersebut mendapatkan hukuman oleh pengadilan Denpasar, Bali. Hukuman yang diberikan 

kepada para tersangka ialah hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati. Dimana 

terdapat dua orang warga negara Australia mendapatkan hukuman mati yakni Andrew 

http://nasional.inilah.com/read/detail/2048572/inilah-konflik-indonesia-dan-australia
http://nasional.inilah.com/read/detail/2048572/inilah-konflik-indonesia-dan-australia
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Chan dan Myuran Sukumaran yang sering disebut dengan duo Bali Nine 

(http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/06330021/Ini.Kronologi.Kasus.Narkoba,Kel

ompok.Bali.Nine, akses 23 April 2015). 

Proses persidangan dengan beberapa kali persidangan tersebut memakan waktu 

yang cukup lama, mulai 11 Oktober 2005 dimana SBY masih menjabat sebagai presiden 

RI hingga masa presiden Joko Widodo. Jalannya persidangan yang lamban, mulai dari 

penjatuhan hukuman kepada para tersangka sampai persidangan pengajuan banding yang 

diajukan beberapa kali oleh para tersangka kepada pengadilan negeri Denpasar, Bali. 

Beberapa kali permohonan grasi terhadap hukuman mati tersangka kasus narkoba pun 

ditolak oleh presiden Joko Widodo. Sampai akhirnya dua orang tersangka yaitu Myuran 

Sukumaran dan Andrew Chan dieksekusi mati pada Rabu, 29 April 2015 dini hari di 

Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sebelum dieksekusi mati kedua tersangka 

tersebut sempat mendekam di LP Kerobokan, Pulau Bali selama 10 tahun 

(http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150427073410-12-49361/tiga-permintaan-duo-

bali-nine-jelang-eksekusi-mati/, akses 22 April 2016). 

Hukuman hingga eksekusi mati pada dua orang terpidana kasus “Bali Nine” atau 

sering disebut dengan “Duo Bali Nine” tersebut menimbulkan polemik di kedua Negara 

Indonesia dan Australia. Selain itu, kasus tersebut juga banyak menimbulkan pro-kontra 

hampir di seluruh masyarakat dunia khususnya masyarakat Indonesia dan Australia. 

Masing-masing Negara saling berargumen mengenai hukuman mati yang diberikan kepada 

dua tersangka kasus narkoba tersebut. Polemik yang terjadi antara kedua Negara dan 

banyaknya pro-kontra akibat hukuman mati yang dijatuhkan kepada dua orang tersangka 

kelompok narkoba, tidak membuat presiden Joko Widodo dan pengadilan negeri Denpasar 

mengabulkan grasi yang diajukan tersangka. Presiden Joko Widodo dan keputusan 

pengadilan akan hukuman mati kepada dua orang tersangka tetap dilaksanakan.  

Kasus kelompok narkoba “Bali Nine” ini tidak pernah lepas dari sorotan media. 

Hampir semua media yang ada di Indonesia memberitakan kasus tersebut, baik itu media 

cetak, media elektronik, maupun media online. Setiap media, khususnya media online 

selalu terus memberitakan terkait dengan perkembangan kasus “Bali Nine” yang sangat 

panjang.  Selain media yang ada di Indonesia, beberapa media luar juga ikut memberitakan 

kasus “Bali Nine” ini, terutama media online Australia yaitu abcnews.au dan 

http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/06330021/Ini.Kronologi.Kasus.Narkoba,Kelompok.Bali.Nine
http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/06330021/Ini.Kronologi.Kasus.Narkoba,Kelompok.Bali.Nine
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radioaustralia.net.au yang merupakan media online Australia berbahasa Indonesia. Berita 

yang cukup menarik perhatian media ialah saat kontroversi mengenai hukuman mati yang 

dijatuhkan kepada dua tersangka kelompok narkoba dan saat eksekusi mati dari kedua 

tersangka kelompok narkoba tersebut. 

Masing-masing media online tak jarang mengaitkan berita mengenai eksekusi mati 

dua orang tersangka kasus “Bali Nine” dengan hubungan antara Indonesia dan Australia. 

Seperti berita okezone news pada Selasa, 24 Februari 2015 sebelum eksekusi yang 

berjudul “JK: Australia Selalu Minta-Minta ke Indonesia”. Dalam berita tersebut disinyalir 

PM Australia Tony Abbott mengungkit-ungkit bantuan negaranya untuk korban tsunami 

Aceh pada 2004. Hal tersebut merupakan bagian dari cara Abbott menekan Pemerintah 

Indonesia agar tidak mengeksekusi mati dua sindikat narkoba asal Australia, Myuran 

Sukumaran dan Andrew Chan.  

Media online lain, merdeka.com yang menyatakan sikap ngambek Australia 

terhadap Indonesia setelah eksekusi mati dua orang tersangka “Bali Nine” dinilai 

merugikan Negara Australia sendiri, judul berita tersebut ialah “Pengakuan akademisi 

Australia: Rugi putus hubungan dengan Indonesia” pada Sabtu, 2 Mei 2015. Kemudian 

berita kompas.com pada 20 Februari sebelum eksekusi mati yang berjudul “Jaksa Agung 

Berharap Tak Tekan Indonesia soal Eksekusi Mati Terpidana Bali Nine” dimana Australia 

mendesak Indonesia agar eksekusi mati dibatalkan.  

Selain beberapa media online di Indonsia, beberapa media online luar pun ikut 

memberitakan kasus narkoba kelompok “Bali Nine” ini. Seperti berita Radio Australia 

milik Negara Australia pada 23 Oktober pasca eksekusi mati berjudul “Menlu Bishop 

Kembali Kunjungi Indonesia Sejak Eksekusi Bali Nine” yang berisi tentang hubungan 

bilateral Indonesia-Australia tetap berjalan untuk pertama kalinya setelah berada dalam 

waktu yang menegangkan saat eksekusi mati “Duo Bali Nine”. Kemudian berita lainnya 

berjudul “Tolak Ampuni Bali Nine, Jokowi Pilih Ampuni 3 Terpidana Mati Kasus 

Pembunuhan” dimana presiden Joko Widodo lebih memilih memberikan keringanan 

hukuman bagi terpidana kasus pembunuhan dan menolak permohonan ampunan bagi 

terpidana kasus narkoba. 
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Dari beberapa judul berita diatas, terlihat seperti adanya pembelaan dan saling 

menjatuhkan Negara lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa berita mengenai kasus 

narkoba kelompok “Bali Nine” ini memang sangat mempengaruhi hubungan antara 

Indonesia dan Australia, serta menjadi sorotan media khususnya media online lokal dan 

media online luar. Kekuatan media dalam penyebaran informasi dapat berpengaruh pada 

pembentukan opini publik. Selain itu, kepemilikan media juga sangat mempengaruhi isi 

dari setiap berita. Masalah tersebut berhubungan dengan sebuah ideologi dan kepemilikan 

media. Kebebasan pers terancam oleh kepentingan si pemilik media (Bajari dan Saragih, 

2011: 478). 

Penelitian ini akan mengangkat topik mengenai pemberitaan kasus narkoba pada 

kesembilan orang yang disebut dengan “Bali Nine” di media massa. Alasan memilih berita 

tersebut ialah peneliti menganggap berita mengenai kasus Bali Nine banyak menarik 

perhatian masyarakat luas dan proses dari kasus Bali Nine sendiri memakan waktu yang 

cukup lama. Dalam penelitian ini peneliti akan memilih media online sebagai objek 

penelitian. Media online merupakan media yang saat ini banyak digunakan masyarakat dan 

penyebaran dari setiap beritanya mudah tersebar luas dengan cepat. Dari beberapa media 

online tersebut, antaranews.com dan radioaustralia.net.au merupakan media online milik 

pemerintah. 

Antara merupakan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) milik pemerintah 

Indonesia. Radioaustralia merupakan media online bagian dari abcnews.au versi bahasa 

Indonesia, dimana abcnews adalah sebuah lembaga penyiaran Australian Broadcasting 

Corporation (ABC) milik pemerintah Australia. Mengutip Antara News 

(http://www.antara.net.id/index.php/2007/12/13/antara-news/id/, akses tanggal 23 April 

2016), portal berita Antara pertama diluncurkan pada bulan Januari 1996 dengan tujuan 

memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, dan bermanfaat 

seketika. Portal ini disajikan dalam dua bahasa agar masyarakat dunia juga dapat 

mengetahui informasi yang utuh dan kredibel tentang Indonesia saat ini. 

Media online antaranews.com dan radioaustralia dipilih sebagai objek dalam 

penelitian ini karena masing-masing media online tersebut merupakan sebuah lembaga 

penyiaran milik pemerintah Indonesia dan Australia. Serta kasus narkoba “Bali Nine” 

merupakan kasus yang membawa kedua nama Negara tersebut, karena terjadi di Indonesia 

http://www.antara.net.id/index.php/2007/12/13/antara-news/id/
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dan dua orang pelakunya adalah warga Australia. Kedua media online tersebut diduga 

memiliki nilai kedekatan berita (geografis maupun psikologis) dengan khalayak kedua 

media, yaitu antaranews.com dan radioaustralia.net.au. 

Penelitian ini penting dilakukan guna melihat sebuah kasus yang melibatkan kedua 

Negara Indonesia dan Australia dalam pemberitaan di media online milik masing-masing 

Negara tersebut. Selain itu, karena penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme 

sebagai tolak ukur pemikiran, agar khalayak media dapat lebih kritis dan tidak begitu saja 

menerima sebuah informasi. Peneliti menggunakan analisis framing sebagai teknik analisis 

yang paling sesuai dengan fenomena ini. Dimana analisis framing merupakan pendekatan 

untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan 

ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Analisis framing secara sederhana digambarkan 

sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau 

apa saja) dibingkai oleh media (Eriyanto, 2002:3).  

Selain untuk menganalisis bagaimana framing dari pemberitaan, penelitian ini juga 

dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, berita tentang kasus Bali Nine banyak menyita 

perhatian masyarakat luas, baik masyarakat Indonesia maupun Australia. Kedua, berita 

tentang kasus Bali Nine juga mencuri perhatian banyak media lokal dan media luar negeri. 

Ketiga, berita tentang kasus Bali Nine ini menyangkut dua Negara yang berbeda, sehingga 

dengan adanya kasus tersebut pasti berdampak pada hubungan antara Indonesia dan 

Australia.  

 

B. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam latar belakang, penelitian ini akan 

berfokus pada konstruksi pemberitaan mengenai kasus narkoba “Bali Nine” di media 

online, yakni pada pilihan berita saat pra eksekusi dan pasca eksekusi mati dua orang 

tersangka kasus “Bali Nine” (Myuran Sukumaran dan Andrew Chan) di situs online 

antaranews.com dan radioaustralia.net.au. Berita tersebut dipilih karena merupakan 

pemberitaan yang banyak menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Selain itu juga 

menimbulkan polemik di kedua Negara Indonesia dan Australia yang masing-masing 

memiliki lembaga penyiaran berbasis media online yaitu antaranews.com dan 

radioaustralia.net.au. Masalah ini penting untuk dibahas guna melihat sebuah kasus 
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narkoba yang melibatkan kedua Negara tetangga yaitu Indonesia dan Australia dalam 

pemberitaan di media online dari masing-masing Negara. 

Terkait dengan kasus narkoba “Bali Nine” ini, dimana melibatkan kedua Negara 

tetangga yaitu Indonesia dan Autralia. Antara merupakan sebuah Lembaga Kantor Berita 

Nasional (LKBN) yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Perusahaan Umum LKBN 

Antara adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan memenuhi hak publik 

untuk mendapatkan informasi yang akurat, lengkap dan bermanfaat seketika. Reputasi 

Antara sebagai salah satu kantor berita terbesar di Asia dan didukung oleh jaringan 

pemberitaan global dengan halaman terakses (pageviews) mencapai 7 juta setiap bulan 

yang sepertiga jumlah pengaksesnya berasal dari mancanegara (Antara, 

http://www.antara.net.id/index.php/2007/12/13/antara-news/id/, akses 23 April 2016).  

Media online radioaustralia.net.au merupakan bagian dari media online 

abcnews.au yang berbahasa Indonesia atau versi Indonesia, dimana abcnews adalah 

sebuah lembaga penyiaran Australian Broadcasting Corporation (ABC) milik pemerintah 

Australia. Lembaga penyiaran milik pemerintah Australia ini sepakat untuk menjalin 

kerjasama dengan Lembanga Kantor Berita Nasional Antara sejak tahun 2013 untuk 

melakukan pertukaran produk berita satu sama lain. Kedua belah pihak akan saling 

mengeksplorasi pengembangan dan produksi sebuah program televisi mingguan 

berdasarkan berita ringan dan menghibur dari Australia serta akan mengeksplorasi 

peluang-peluang bagi ABC untuk menyediakan asupan konten kepada Antara 

(http://indonesia.go.id/in/lembaga-negara/komisi-yudisial/3026-layanan/12962-lkbn-

antara-abc-australia-jalin-kerja-sama, akses 23 April 2016).  

Dibalik hubungan antara Indonesia dan Australia yang sepanjang sejarahnya 

memiliki banyak konflik, tetapi hubungan kerjasama antara kedua Negara tetangga 

tersebut tetap terjalin. Lalu bagaimana kedua media online ini (antaranews.com dan 

radioaustralia.net.au) dalam memberitakan kasus terpidana mati “Duo Bali Nine”, dimana 

kasus tersebut menyangkut masing-masing Negara yaitu Indonesia dan Australia.  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana antaranews.com dan radioaustralia.net.au membingkai kasus Duo Bali Nine 

pada periode sebelum dan sesudah eksekusi mati? 

 

http://www.antara.net.id/index.php/2007/12/13/antara-news/id/
http://indonesia.go.id/in/lembaga-negara/komisi-yudisial/3026-layanan/12962-lkbn-antara-abc-australia-jalin-kerja-sama
http://indonesia.go.id/in/lembaga-negara/komisi-yudisial/3026-layanan/12962-lkbn-antara-abc-australia-jalin-kerja-sama
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bingkai pemberitaan eksekusi 

mati kasus Bali Nine di situs online antaranews.com dan radioaustralia.net.au selama pra 

eksekusi dan pasca eksekusi mati dua tersangka (Myuran Sukumaran dan Andrew Chan) 

kasus “Bali Nine” yakni pada periode bulan Maret, April, dan Mei tahun 2015.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pemikiran dan 

pengetahuan terhadap perkembangan jurnalisme online serta memperkaya konsep 

di bidang analisis framing. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau 

referensi bagi penelitian berikutnya tentang pembingkaian berita yang menyangkut 

dua Negara di kedua media milik pemerintahan yang berbeda.  

 

2. Manfaat Sosial  

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pemilik media sebagai landasan 

dalam pengambilan setiap kebijakan pemberitaan, khususnya pemberitaan 

mengenai kasus yang menyangkut dua Negara berbeda agar menjadi sebuah media 

yang independen. 

b. Bagi Pemerintah diharapkan penelitian ini mampu memperbaiki hubungan antara 

kedua negara Indonesia dan Australia dalam penyelesaian kasus yang menyangkut 

kedua negara tersebut.  

c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelaku media ataupun bagi Asosiasi 

Jurnalis untuk lebih memperkuat kinerjanya menjunjung nilai kebenaran dalam 

setiap pemberitaan, terutama pemberitaan mengenai sebuah kasus yang 

menyangkut dua negara berbeda.  

d. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat tentang 

bagaimana cara media mengemas dan mengkonstruksi sebuah berita, khususnya 

berita kasus yang menyangkut dua negara berbeda.  
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya mengenai analisis framing pembingkaian berita media 

online pernah dilakukan oleh Bafadlol Muksit, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Judul skripsi peneliti ialah “Pro 

dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia (Analisis Framing Hukuman Mati Terhadap 

Terpidana Kasus Bali Nine di Indonesia pada Media Online Tempo.co dan 

CNNIndonesia.com Edisi Bulan Februari 2015).  

Dalam penelitian tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana framing berita 

tentang kasus terpidana hukuman mati “Bali Nine” pada media online 

CNNIndonesia.com dan Tempo.co edisi bulan Feburuari. Peneliti, Bafadlol Muksit 

menemukan bahwa CNNIndonesia.com dalam pemberitaannya lebih menentang 

terhadap eksekusi mati dan kritis terhadap Pemerintah Indonesia terkait kebijakan 

hukuman mati, CNNIndonesia.com lebih menolak hukuman mati. Sedangkan 

Tempo.co pro terhadap Pemerintah Indonesia terkait kebijakan hukuman mati. 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti. Persamaan penelitian tersebut ialah sama-sama meneliti tentang 

kasus eksekusi mati kelompok Bali Nine di media online. Perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah objek penelitian, dimana 

dalam penelitian terdahulu menggunakan media online CNNIndonesia.com dan 

Tempo.co, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan media online milik 

Pemerintah yaitu antaranews.com dan radioaustralia.net.au.  

Selanjutnya skripsi karya dari Vira Vania Setiawa Putri, jurusan Hubungan 

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret tahun 2016. 

Penelitian ini meneliti tentang studi diplomasi pada kasus eksekusi mati Bali Nine 

dengan menghubungkan peran pemerintah dan media massa merupakan strategi 

diplomasi. Problematika yang diangkat menekankan peran pemerintah Australia dalam 

mengkonstruksikan kebijakan pemerintah Indonesia melalui speech acts yang 

diberitakan di media massa. 
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Persamaan penelitian ini ialah mengenai kasus eksekusi mati Bali Nine di 

media yang menyangkut hubungan kedua negara yakni Indonesia dan Australia. 

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yakni mengenai fokus penelitian dan metode 

penelitian yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe 

penelitian deskripsif kualitatif dengan pandangan konstruktivis yang dibentuk oleh 

Nicholas Onuf. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan 

menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman.  

Penelitian lain berjudul “Respon Australia Terhadap Indonesia Terkait Kasus 

Eksekusi Mati Duo Bali Nine Tahun 2005-2015”, yang dilakukan oleh Anif Kusuma 

Ningrum jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini berisi tentang tanggapan serta 

upaya Australia terhadap hukuman mati hingga eksekusi mati yang dilakukan 

pemerintah Indonesia terhadap dua warga negaranya karena kasus Bali Nine. Selain 

itu, penelitian ini akan menjelaskan alasan Australia menentang keras pelaksaan 

eksekusi mati bagi duo Bali Nine. Metode yang digunakan yakni deskriptif analisis dan 

wawancara.  

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan menggunakan metode 

analisis framing model Robert N. Entman dari pemberitaan kasus Bali Nine dengan 

fokus pemberitaan mengenai eksekusi mati duo Bali Nine. Persamaan penelitian yang 

akan dilakukan peneliti dengan penelitian tersebut yakni mengenai pembahasan 

tentang kasus Bali Nine saat eksekusi mati duo Bali Nine.  

Selain itu terdapat jurnal yang dijadikan sebagai penelitian terdahulu dalam 

penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Yusof, et.al (2013) terhadap majalah 

internasional yang memberitakan kasus Osama Bin Laden. Penelitian menyebut bahwa 

meskipun ada klaim yang dibuat oleh Barat bahwa dunia akan damai dan Muslim 

bukan teroris tanpa Osama bin Laden, cakupan yang dilakukan oleh media 

menunjukan bahwa masih ada beberapa pelabelan negatif yang dibuat tehadap Islam 

dalam kaitannya dengan terorisme.  

Pemberitaan media masih bias terhadap Islam meskipun Osama Bin Laden 

telah terbunuh. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti yakni menganalisis mengenai pembingkaian berita. Terdapat perbedaan dalam 
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penelitian terdahulu ini dimana objek penelitiannya ialah majalah, sedangkan yang 

akan dilakukan peneliti ialah media online. Selain itu metode penelitian ini 

menggunakan analisis isi dalam pembingkaian berita, sedangkan metode penelitian 

yang akan peneliti lakukan menggunakan analisis framing model Robert N.Entman.  

Penelitian Wei Peng (2003) dalam tulisannya menyebutkan bahwa insiden 

tabrakan pesawat militer Cina-AS, Koran di Cina dan AS terkemuka dipilih dan 

menekankan fakta-fakta bersaing yang dilengkapi dengan pemahaman masing-masing 

surat kabar tentang realitas dan kepentingan mereka. Dimana frame atau pembingkaian 

kedua suratkabar tersebut mencerminkan posisi politik, ideologi, dan ekonomi masing-

masing surat kabar.  

Terdapat persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni penelitian 

tentang analisis framing dengan menggunakan model Entman. Perbedaannya ialah 

pada objek penelitian serta kasus yang diteliti, dimana penelitian ini meneliti tentang 

tabrakan pesawat militer di suratkabar Rakyat Harian dan New York Times. Berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni tentang kasus Bali Nine. 

Dimana objek penelitian pada media online antaranews.com dan radioaustralia.net.au. 

Sebuah e-Journal Pendidikan Sejaran, Vol.2 No.1 Maret 2014 karya M. 

Handoko dan Sumarno dari Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Kasus Artikel 

After Marcos, Now Soeharto Billions Dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Australia 

Tahun 1986-1989”. Penelitian ini membahasa tentang perbedaan sistem pers masing-

masing negara yang dapat mempengaruhi pemberitaan yang menyangkut kedua 

negara. Perbedaan-perbedaan tersebut terlihat semakin jelas ketika terjadi kasus David 

Jenkins yang melibatkan kebebasan pers. Jenkins menulis artikel opini di surat kabar 

Sydney Morning Herald dengan judul After Marcos, Now Soeharto Billions pada 10 

April 1986.  

Tidak lama setelah munculnya artikel After Marcos, Now Soeharto Billions 

hubungan Indonesia-Australia berada pada titik puncak kemunduran. Berbagai upaya 

telah dilakukan oleh kedua negara untuk memulihkan kondisi retaknya hubungan 

bilateral yang diakibatkan oleh artikel After Marcos, Now Soeharto Billions. Penelitian 

ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik intern, interpretasi, 

serta historiografi dengan merujuk sumber utama yaitu, surat kabar sezaman tentang 



11 
 

kasus artikel After Marcos, Now Soeharto Billions, serta dari bahan-bahan pustaka dan 

referensi lain yang relevan. perbedaan kondisi sistem pers yang dianut kedua negara 

turut mempengaruhi munculnya artikel After Marcos Now Soeharto Billions.  

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti. Melalui sebuah pemberitaan di media dengan latar belakang sistem media 

yang berbeda dapat menimbulkan pemberitaan yang berbeda pula. Selain itu, 

pemberitaan media menyangkut sebuah kasus yang membawa nama kedua negara dan 

mempengaruhi hubungan antara kedua negara yakni Indonesia dan Australia. Terdapat 

perbedaan dalam metode penelitian yang dilakukan, dimana dalam jurnal penelitian 

terdahulu ini menggunakan metode sejarah yang merujuk pada sumber utama majalah. 

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan metode analisis framing 

dengan objek penelitian sebuah situs online milik pemetintah Indonesia dan Australia.  

Jurnl lain yakni milik Yulia Alfeini, jurusan Hubungan Internasional, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Dalam penelitian tersebut 

mengangkat tentang eksekusi mati kasus Bali Nine yang membuat pemerintah 

Australia melakukan berbagai upaya diplomasi terhadap pemerintah Indonesia demi 

menyelamatkan kedua warga negaranya. Penelitian ini juga menganalisis penyebab 

penolakan grasi kasus Bali Nine, yang juga menyebabkan kegagalan pemerintah 

Australia dalam melakukan diplomasi terhadap Indonesia.  

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

yakni mengenai topik tentang kasus Bali Nine saat eksekusi mati duo tersangka kasus 

Bali Nine. Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, berbeda dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni menggunkan pendekatan deskriptif 

kualitatif dengan metode analisis framing model Robert N. Entman. Selain itu, terdapat 

objek penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada situs online 

miliki pemerintah Indonesia dan Australia.  

Jurnal lain yang menjadi penelian terdahulu ialah milik Andis Yuli Pamungkas, 

Jurnal Ilmiah Vol.1 No.1 tahun 2015 dengan judul “Pelaksanaan Pidana Mati Di 

Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia” dari 

Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Dalam penelitian ini mengangkat tentang 

hukuman mati yang terdapat pada pasal 10 KUHP tentang pidana pokok dan Undang-
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undang diluar KUHP sebagai legalitas daripada hukuman mati di Indonesia. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan Pidana Mati ditinjau dari 

prespektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia serta untuk mengetahui Apa yang 

menjadi hambatan terhadap pelaksanaan Pidana Mati.  

Terdapat kesamaan mengenai topik atau isu yang akan dibahas dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni megenai pidana mati. Namun, terdapat 

pula banyak perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya metode yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa yuridis normative dengan menggunakan data sekunder 

melalui berbagai literature. Sedangkan metode penelitian yang akan dipakai peneliti 

ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis framing model 

Robert N. Entman pada pemberitaan kasus Bali Nine dengan fokus penelitian 

mengenai isu eksekusi mati duo Bali Nine.  

Jurnal penelitian terdahulu lainnya yakni milik Nunung Prajarto, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam penelitian ini 

membahas mengenai perbedaan budaya media antara Indonesia dan Australia saat 

menimbulkan masalah dan ketegangan. Sementara media Australia pada umumnya 

dianggap agresif, menyukai konflik, ingin segera menguasai inti permasalahan dengan 

cepat dan memainkan peran "pengawasan", sedangkan media Indonesia digambarkan 

sebagai mikrofon pemerintah dan meninggalkan fakta dan kebenaran. Masalah yang 

akan dibahas berpusat pada bagaimana berbagai pandangan pers negara tetangga 

muncul. Dengan menyisihkan alasan untuk merasionalisasi dan pendapat yang ada, 

makalah ini menunjukkan bahwa baik pers Indonesia maupun Australia telah 

menerapkan standar jurnalistik profesional yang baik.  

Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti, dimana kesamaan terkait kasus yang diberitakan oleh media negara 

Indonesia dan Australia. Pemberitaan tersebut untuk mengetahui bagaimana kedua 

media masing-masing negara dalam memberitakan sebuah kasus yang menyangkut 

kedua negara tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yakni pada metode 

penelitia. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif, sedangkan 

metode yang akan dilakukan peneliti yakni pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

metode analisis framing milik Robert N. Entman.  
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2. Kerangka Pemikiran  

1. Media dan Jurnalisme Online dalam Komunikasi Politik 

Media yang tersaji secara online dengan berbasis internet atau berada dalam 

situs website disebut dengan media online. Selain itu, media online juga sering 

disebut dengan media siber, media internet, atau sering disebut dengan media baru. 

Media online sering menjadi objek kajian teori “media baru” dalam perspektif studi 

media atau komunikasi massa. Hal tersebut terjadi karena dapat diakses kapan saja 

dan di mana saja. Kemudahan media online pada setiap perangkat digital 

menimbulkan umpan balik dari pengguna secara interaktif. Selain itu dapat 

menumbuhkan partisipasi kreatif dari pembentukan komunitas sekitar konten 

media dengan aspek generasi yang real-time (Romli, 2012: 30-31).  

Budiyono (Jurnal IPTEK-KOM, No. 2, 2012:193) menyebutkan bahwa 

media online adalah salah satu media informasi yang menggunakan jaringan 

internet dan mampu memberikan beragam pilihan. Internet di design sebagai media 

komunikasi dua arah dimana masyarakat mampu memproduksi dan membuat 

berita harian menjadi teks interaktif. Media online juga merupakan salah satu 

bagian dari media baru. Menurut Dennis McQuail, new media termasuk jurnalisme 

yang menggunakan media online, dimana media online merupakan media yang 

lebih interaktif dan memberikan otonomi kepada user (publik) untuk menjadi lebih 

aktif, bahkan dalam keadaan tertentu publik memiliki posisi sejajar dengan jurnalis 

(Handarani, 2012: 19). 

Dewan Pers menetapkan bahwa media siber merupakan semua bentuk 

media yang menggunakan jaringan internet dalam melaksanakan praktek jurnalistik 

serta memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Standar 

Perusahaan Pers yang telah ditetapkan (Margianto dan Asep Syaefullah, 

https://aji.or.id/upload/article_doc/Media_Online.pdf, akses 3 Juni 2016). Peneliti 

menyimpulkan bahwa media online merupakan sebuah media baru yang dapat 

memberikan beragam informasi kepada penggunanya melalui jaringan internet 

yang diakses secara online melalui sebuah situs/web. Melalui media online ini, 

pengguna bisa mencari apa saja yang ingin diketahui dan penggunaannya bisa 

dimana saja dan kapan saja asal terhubung dengan jaringan internet.  

https://aji.or.id/upload/article_doc/Media_Online.pdf
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Ada beberapa kategori media online yaitu portal, website (situs web, 

termasuk blog dan media sosial seperti facebook dan twitter), radio online, TV 

online, dan email. Sebuah website berita disebut media online berita (news online 

media), dimana situs berita merupakan media online yang paling umum 

diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern saat ini (Romli, 2012: 31-32). 

Praktik jurnalistik di media online saat ini disebut dengan jurnalisme 

online. Jurnalisme online merupakan bentuk paling baru dari jurnalisme. 

Jurnalisme online disebut juga sebagai cyber journalism, jurnalistik internet, dan 

jurnalistik web. Bentuk jurnalisme online ini adalah generasi baru dari jurnalistik 

setelah adanya jurnalistik konvensional (jurnalistik media cetak, seperti surat 

kabar) dan jurnalistik penyiaran (radio dan televisi). Jurnalisme online adalah 

praktik jurnalistik dalam proses penyampaian informasi melalui media internet, 

utamanya website (Romli, 2012: 11-12).  

Kemunculan jurnalisme online di Indonesia dimulai dengan berita 

berakhirnya era pemerintahan Orde Baru. Dimana saat itu Soeharto mengundurkan 

diri pada tanggal 21 Mei 1998. Berita tersebut menyebar luar melalui milist 

(mailing list) yang saat itu sudah mulai dikenal luas di kalangan aktivis demokrasi 

dan mahasiswa (Romli, 2012: 19-20). Dalam jurnalisme online dan jurnalisme 

tradisional memiliki perbedaan antara sejumlah fitur dan karakteristik keduanya. 

Jurnalisme online memiliki fitur-fitur yang unik karena didukung oleh teknologi. 

Melalui teknologi tersebut mampu menawarkan kemungkinan yang tidak terbatas 

dalam hal mengolah serta menyebarkan berita. Penting dikutip mengenai 

perbedaan jurnalisme online dan tradisonal yaitu: “Deuze menyatakan bahwa 

perbedaan jurnalisme online dan jurnalisme tradisional terletak pada keputusan 

jenis baru yang dihadapi oleh para wartawan cyber.” (Santana: 2005, 136-137) 

Terdapat beberapa hal yang harus ada dalam jurnalisme online yaitu 

mampu menampilkan format media yang tepat untuk mengungkapkan sebuah 

kisah tertentu. Jurnalisme online juga harus memiliki ruang publik untuk 

berinteraksi dan saling menanggapi satu sama lain atau bahkan mampu menyusun 

cerita-cerita tertentu. Dalam menyusun cerita-cerita tersebut, jurnalisme online 

harus mampu mempertimbangkan cara untuk menghubungkan cerita tersebut 
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dengan cerita lain, misalnya dengan menggunakan arsip-arsip atau sumber-sumbe 

lain. Cara menghubungkan cerita-cerita tersebut dilakukan melalui hyperlink 

(Santana, 2005:137).  

Lahirnya sebuah jurnalisme online di era media baru ini menumbuhkan 

semangat baru dalam hal kebebasan pers. Belum adanya aturan hukum yang 

mengatur tentang media online secara lebih spesifik, maka pada awal Februari 

2012, Dewan Pers bersama sejumlah komunitas pers merilis sebuah Pedoman 

Pemberitaan Media Siber. Pedoman tersebut dimaksudkan sebagai pengatur 

penerapan kaidah-kaidah etika jurnalistik dalam ranah dunia maya. Selain itu, 

pedoman tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebebasan berpendapat di 

media siber atau online dengan prinsip-prinsip ruang publik yang beradab dan 

untuk mereduksi potensi kriminalitas terhadap media siber dan para partisipan 

berdasarkan UU ITE, KUHP dan lainnya (Margianto dan Asep Syaefullah, 

https://aji.or.id/upload/article_doc/Media_Online.pdf, akses 3 Juni 2016). 

Dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber, sebuah berita harus melalui 

tahap verifikasi agar berita tersebut lebih akurat dan berimbang. Para jurnalisme 

online dalam melaporkan beritanya terlebih dahulu harus berdasarkan informasi 

dari pihak-pihak yang memang ahli atau kompeten serta memiliki kredibilitas 

tinggi. Pada prinsipnya, setiap berita harus melalui sebuah verifikasi terlebih 

dahulu sebelum dipublikasikan. Selain itu, berita yang dapat merugikan pihak lain 

harus memerlukan sebuah verifikasi pada berita yang sama. Hal tersebut dilakukan 

untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan sebuah berita (Romli, 2012: 

47). 

Menurut Pedoman Pemberitaan Medis Siber, seorang jurnalisme online 

diperbolehkan tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan pihak yang 

bersangkutan, jika berita tersebut benar-benar mengandung kepentingan publik 

yang bersifat mendesak, pihak yang menjadi sumber berita yang pertama 

merupakan pihak yang kredibel dan kompeten, serta pihak tersebut tidak diketahui 

keberadaannya atau tidak dapat diwawancarai. Selain itu, jika berita tersebut 

masih memerlukan verifikasi dari pihak lain, maka media harus memberikan 

penjelasan di bagian akhir dari berita tersebut bahwa berita ini masih memerlukan 

https://aji.or.id/upload/article_doc/Media_Online.pdf
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verifikasi lebih lanjut yang akan diupayakan dalam waktu secepatnya (Romli, 

2012: 47-48).  

Selain aturan diatas, media juga wajib memberikan sebuah hasil berita 

berdasarkan hasil verifikasi dari berbagai pihak yang kredibel dan kompeten. Jika 

berita yang telah ditayangkan belum terverifikasi karena alasan yang mendesak 

dimana sebuah berita tersebut harus segera di informasikan ke publik, maka media 

wajib memberitakan ulang dengan berita terbaru yang sudah di verifikasi. Dimana 

setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi tersebut diacantumkan ulang pada 

berita terbarunya dengan memberikan tautan pada berita yang belum terverifikasi 

(Romli, 2012: 48). 

Dalam ranah komunikasi politik, media tidak hanya menjadi sarana 

komunikasi semata, akan tetapi sekaligus sebagai ruang publik untuk kegiatan 

politik. Seluruh warga negara dapat ikut berpartisipasi secara aktif dalam 

komunikasi politik. Kehadiran media online memunculkan adanya praktik 

jurnalisme baru yakni jurnalisme online. Melalui media, kegiatan komunikasi 

politik dapat dilakukan oleh jutaan orang di seluruh dunia, tanpa adanya hubungan 

yang bersifat pribadi. Adanya media online tersebut mendorong retorika, 

propaganda, kampanye, dan public relations politik untuk berkembang lebih pesat 

lagi. Hal tersebut dapat dilakukan karena media dipandang memiliki pengaruh 

yang kuat dalam membangun opini publik dan pengetahuan bagi khalayak 

(Ardial, 2010: 162). 

Media memiliki peranan yang strategis dalam komunikasi politik, entah itu 

membentuk opini publik ataupun mempengaruhi sebuah kebijakan publik. Dalam 

proses pembetukan opini publik, media melakukan tiga hal sekaligus. Pertama, 

penyampaian pesan media menggunakan simbol-simbol politik (language of 

politic). Kedua, melaksanakan strategi pengemasan pesan atau pembingkaian 

pesan (framing strategies). Ketiga, melakukan fungsi agenda media (agenda 

setting function). Dalam ketiga proses pembentukan opini publik tersebut, media 

sering dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Penting dikutip 

disini beberapa faktor internal dan eksternal dalam proses pembentukan opini 

publik: 
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“Faktor internal seperti kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu 

kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media 

dengan sebuah kekuatan politik tertentu.Sedangkan faktor eksternal seperti 

tekanan dasar konsumen media, sistem politik yang berlaku, dan kekuatan-

kekuatan luar lainnya.Dengan demikian, sebuah peristiwa politik bisa 

menimbulkan opini publik yang berbeda-beda tergantung dari cara masing-

masing media melaksanankan ketiga proses pembentukan opini publik 

tersebut.”(Hamad, 2004:7).  

 

Peran media sangatlah penting terutama dalam proses komunikasi politik. 

Tidak hanya dalam konteks pendistribusian pesan umum, tetapi peran media jauh 

lebih penting yakni sebuah nilai berita yang akan diterima khalayak. Nilai berita 

tersebut diukur berdasarkan kegunaan berita bagi khalayak atau karena berita 

tersebut sedang menjadi pembicaraan publik, terutama jika terjadi pendapat pro 

dan kontra dalam masyarakat (Ardial, 2010: 163-164). Pada kenyataannya, media 

tidak hanya mengirimkan informasi apa adanya, secara aktif media berpartisipasi 

dalam menyikapi realitas politik sebagai aktor politik bagi diri mereka sendiri.  

Posisi media, yang melihat politik di satu sisi sebagai sumber berita, tetapi 

di sisi lain sebagai proses yang harus dikritiknya. Posisi tersebut menunjukan 

bahwa apakah media dapat independen untuk menjalankan fungsi kritiknya atau 

justru menjadi alat propaganda para elit politik saja. Sebab di tengah politik 

termediasi sekarang, para elit politik semakin menyadari pentingnya akses media 

untuk pencitraan diri mereka. Media berada dalam posisi yang dipengaruhi, bukan 

mempengaruhi pemerintah. Seperti yang dikatakan Herman dan Chomsky dalam 

teori manufacturing consent, menyatakan bahwa media cenderung mengakomodir 

perspektif dominan dalam masyarakat. Dimana hal tersebut bertujuan untuk 

mempertahankan posisi politik dan ekonomi media (Simarmata, 2014: 5-6). 

 

2. Media dalam Konstruksi Realitas 

Realitas merupakan sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh setiap 

individu. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam bukunya yang 

berjudul “The Social Construction of Reality, a Teatise in the Sociological of 

Knowledge” (1966), istilah konstruksi sosial atas realitas ialah menggambarkan 

proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan 
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secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara 

subjektif (Bungin, 2006: 202). Realitas Subjektif merupakan realitas hasil 

pemahaman sendiri terhadap suatu peristiwa. Realitas hasil pemahaman tersebut 

diperoleh berdasarkan pengalaman sendiri saat berinteraksi dengan fenomena atau 

peristiwa (Mursito, 2012: 3). 

Peter L. Berger berpendapat bahwa sebuah realitas tidak terjadi begitu saja 

tetapi dibentuk dan dikonstruksikan. Hasil dari konstruksi tersebut ialah realitas, 

sebuah realitas yang sama dapat dipahami secara berbeda oleh setiap orang 

tergantung dari konstruksi yang dilakukan (Eriyanto, 2001: 15). Media sering 

disebut sebagai penyaji atas sebuah realitas. Setiap peristiwa yang terjadi di dunia 

ini dapat dikonstruksikan ke dalam sebuah berita yang disajikan oleh media, 

sehingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Dalam sebuah wacana 

tersebut terdapat penggunaan bahasa yang dapat mempengaruhi konstruksi realitas 

dan menghasilkan sebuah makna atau citra tertentu. Hal tersebut terjadi karena 

bahasa mengandung makna, sehingga penampilan secara keseluruhan sebuah 

wacana bisa menimbulkan makna tertentu (Hamad, 2004:11). 

Realitas yang ditampilkan oleh media tidak dipahami sebagai seperangkat 

fakta, melainkan sebagai hasil dari pandangan tertentu dari pembentukan 

konstruksi realitas yang dilakuka oleh wartawan (Eriyanto, 2001:29). Menurut 

Handarani (Skripsi, 2012: 6), sebuah realitas yang sering diberitakan oleh media 

seringkali berbeda dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Setiap media dapat 

menyampaikan berita yang berbeda satu dengan yang lainnya, hal tersebut 

tergantung dari sudut pandang mana media tersebut melihat sebuah peristiwa. 

Apa yang dilaporkan dan dimuat di dalam  media online merupakan sebuah 

berita dari setiap peristiwa yang terjadi. John Hartley dalam bukunya yang 

berjudul “Understanding News” tahun 1982, mengantakan bahwa berita 

merupakan cerita yang bermakna yang terdiri dari berbagai elemen dari bahasa. 

Selain itu, berita memberikan konsep terhadap suatu realitas dan berita melihat 

sebuah realitas sebagai hasil konstruksi manusia (Handarani, Skripsi, 2012: 24). 

Perlu dipahami bahwa suatu peristiwa adalah suatu realitas, serta berita 

merupakan konstruksi dari sebuah realitas. Saat terjadi proses peliputan, termasuk 
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pemotretan dan syuting, disitulah telah berlangsung suatu konstruksi (Pareno, 

2005: 3).  

Berita di media merupakan hasil dari para pekerja media 

mengkonstruksikan berbagai realitas dari setiap peristiwa. Setiap realitas dibentuk 

dan diproduksi tergantung pada bagaimana proses konstruksi berlangsung. 

Realitas bersifat subjektif, dimana terbentuk melalui pemahaman dan pemaknaan 

subjektif dari wartawan. Realitas yang terbentuk dalam setiap pemberitaan 

bukanlah apa yang terjadi dalam dunia nyata, melainkan relasi antara wartawan 

dengan sumber dan lingkungan sosial yang membentuknya (Eriyanto, 2001: 30-

31). Oleh karena itu, konstruksi sebuah realitas di media yang dilakukan oleh para 

wartawan sangat berpotensi untuk menggiring pembacanya pada pemaknaan 

wartawan terhadap suatu peristiwa. Selain itu, ideologi media massa tempat para 

wartawan bekerja dibangun sesuai visi dan kepentingan perusahaan yang 

bersangkutan (Hariyanto, ejournal ilmu komunikasi, No.3, Februari 2015: 271). 

Menurut Tuchman tindakan membuat berita merupakan tindakan 

mengkonstruksi realita itu sendiri, bukan penggambaran atas realita. Tuchman 

menekankan bahwa berita yang disampaikan oleh media adalah sekutu bagi 

lembaga-lembaga yang berlegitimasi dan berita juga melegitimati kelompok 

dominan (Tankard dan Severin, 2001: 400). Menurut Hall, pada akhirnya 

pemberitaan media memang cenderung memarjinalisasikan kelompok yang tidak 

dominan dan memantapkan posisi kelompok dominan. Akan tetapi proses tersebut 

tidak berjalan sebagai satu kelompok mendominasi kelompok yang lain. 

Prosesnya berlangsung dalam suasana yang kompleks dan sering tidak disadari 

(Eriyanto, 2002: 160). 

Dari penjelasan diatas, konstruksi realitas media merupakan sebuah berita 

di media yang menggambarkan atas sebuah realitas dari setiap peristiwa. Berita 

yang dimuat di media tersebut adalah hasil bentukan dari pengetahuan dan pikiran 

para wartawan, dimana saat itu terjadi proses konstruksi. Artinya sebelum memuat 

berita, telah terjadi proses pengolahan berita sesuai dengan kepentingan dan 

ideologi media. Sebuah fakta berita di media merupakan hasil rekonstruksi para 

wartawan dengan sedemikian rupa agar dapat menarik perhatian khalayak. Fakta 
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yang tersaji tidak semuanya mengandung kebenaran sesuai dengan peristiwa yang 

terjadi, namun merupakan hasil pengambilan bentuk angle oleh wartawan. Tak 

jarang media memberitakan berita yang belum jelas kebenarannya demi menarik 

perhatian publik (Waziz, 2012: 125-126).  

Fakta dalam sebuah berita merupakan hasil pengamatan, penjelasan, dan 

hasil investigasi yang dilakukan oleh wartawan. Dalam hal ini, fakta tidak 

ditemukan begitu saja melainkan dijadikan atau dibentuk oleh wartawan. Dalam 

mengkonstruksi fakta, obyektivitas adalah prinsip yang paling sering diyakini. 

Berita yang obyektif adalah berita yang berdasarkan fakta di lapangan tanpa 

memasukan opini dari wartawan. Tugas para jurnalisme media yakni menyajikan 

fakta yang obyektif dengan tidak dicampuri opini wartawannya. Fakta yang 

disajikan dalam bentuk berita harus benar, lengkap dan akurat (Mursito, 2012: 

115). 

Sebuah pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki wartawan dapat 

mempengaruhi konstruksi atas sebuah realitas. Wartawan cenderung membatasi 

atau menyeleksi sumber berita dengan memberikan porsi berbeda terhadap 

perspektif yang muncul dalam pemberitaan di media. Prinsip analisis framing 

terhadap setiap pemberitaan ialah seorang wartawan mampu menerapkan standar 

kebenaran berita, objektivitas, dan memiliki batasan tertentu dalam mengolah dan 

menyuguhkan berita pada khalayak (Sobur, 2004: 166).  

Menerima informasi dari media berarti menerima informasi tentang realitas 

yang dikonstruksi oleh media. Realitas tersebut berubah dari realitas empirik 

menjadi realitas simbolik serta tereduksinya fakta oleh faktor-faktor yang oleh 

jurnalisme ditetapkan sebagai syarat. Fakta dalam suatu peristiwa diseleksi dengan 

memakai prinsip news value, yakni fakta-fakta yang diasumsikan wartawan 

bernilai bagi publik. Prinsip tersebut dapat mengakibatkan hanya peristiwa atau 

fakta bagian tertentu saja yang dapat dijadikan berita oleh wartawan. Akibatnya, 

peristiwa yang disiarkan oleh media hanya bagian kecil saja dari peristiwa yang 

terjadi, sehingga sulit untuk mengatakan bahwa berita di media adalah 

representasi dari masyarakat (Mursito, 2012: 110-111). 
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Menurut aliran filsafat neo-Kantian, tidak ada realitas yang independen. 

Setiap peristiwa yang terjadi selalu bergantung pada hasil pengetahuan manusia. 

Dengan kata lain, jurnalisme dapat menciptakan obyeknya sendiri dan memiliki 

realitasnya sendiri. Akan tetapi, media juga tidak sewenang-wenang dalam 

memperlakukan sebuah fakta atau membuat berita fiktif. Sebuah realitas media 

dibangun berdasarkan syarat-syarat dan kaidah-kaidah tertentu dalam proses 

penulisan berita yang dijadikan sebagai batasan dalam mengkosntruksi realitas 

(Mursito, 2012: 28-32). 

Menulis berita harus sesuai dengan fakta yang mengandung news value. 

Sebuah peristiwa, fenomena, ataupun isu harus diseleksi terlebih dahulu dan 

dipilih berdasarkan news value agar bisa dikonstruksikan sebagai berita. Yang 

termasuk dalam kategori news value antara lain penting (significance), besaran 

kasus (magnitude), kebaruan (timelines), kedekatan lokasi dan emosi (proximity), 

keterkenalan (prominence), dan kemanusiaan (human interest). Selain itu, format 

penulisan berita ditulis dengan model piramida terbalik. Penulisan model tersebut 

yakni menulis berita dengan menempatkan bagian informasi yang paling penting 

di bagian atas, kemudian disusul dengan bagian yang kurang penting. 

Penempatannya diurutkan mulai dari judul berita, lead, isi berita, penutup 

(Mursito, 2012: 30). 

 

3. Analisis Framing untuk Mengkaji Pembingkaian Pemberitaan  

Pesan media merupakan sebuah berita hasil para jurnalis dalam melaporkan 

setiap peristiwa ataupun kejadian. Dalam setiap peristiwa yang diberitakan 

terdapat beberapa peristiwa yang lebih ditonjolkan dan tidak jarang dihilangkan 

oleh media. Peristiwa yang ini diberitakan, sementara peristiwa itu tidak 

diberitakan. Sisi yang ini diberitakan, sementara sisi yang lain luput dari 

pemberitaan. Semua pernyataan tersebut merupakan konsep yang disebut dengan 

framing (Eriyanto, 2002: 2). 

Analisis framing merupakan salah satu metode analisis teks media yang 

digunakan untuk mengetahui bagaimana pembingkaian realitas dilakukan oleh 

media. Pembingkaian realitas adalah proses konstruksi yang berarti sebuah realitas 
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dimaknai dan dikonstruksi dengan cara serta makna tertentu. Singkatnya, analisis 

framing digunakan untuk mengetahui bagaimana sebuah realitas dikonstruksikan 

oleh media. Selain itu, analisis framing digunakan untuk mengetahui bagaimana 

cara atau ideologi sebuah media dalam mengkonstruksikan fakta (Kriyantono, 

2006: 252).  

Analisis ini melihat bagaimana cara pandang jurnalis/wartawan dalam 

menyeleksi sebuah isu dan menulis berita. Bagaimana proses wartawan dalam 

menyuguhkan sebuah fakta. Diantaranya penonjolan isu, pemilihan sumber,hingga 

kemasan berita yang lebih bermakna, lebih menarik, dianggap penting dan mudah 

diingat dalam benak khalayak. Hasil berita yang dapat menarik perhatian khalayak 

tersebut diharapkan mampu mendorong interpretasi khalayak sesuai dengan 

perspektifnya (Soyomukti, 2013: 61). Media dalam proses framing ini dipandang 

sebagai arena pertarungan. Hal tersebut dikarenakan setiap informasi mengenai 

peristiwa tertentu diperebutkan dalam suatu perang simbolik antara berbagai pihak 

yang saling menginginkan pendangannya didukung oleh khalayak (Sobur, 2004: 

166). 

Menurut Eriyanto (2002: 11), dalam analisis framing terdapat dua aspek 

penting saat proses penulisan berita yakni pemaknaan peristiwa dan penulisan 

fakta. Dalam proses pemaknaan peristiwa, diasumsikan bahwa jurnalis/wartawan 

memiliki cara pandang pribadi dalam melihat sebuah peristiwa. Melalui cara 

pandang masing-masing wartawan tersebut, mereka bebas untuk menentukan 

peristiwa mana yang akan diberitakan dan yang tidak akan diberitakan. Untuk 

berita yang dilansir dari media lain, wartawan bebas memilih berita dari sumber 

manapun bahkan ketika menulis ulang berita yang dilansir tersebut.  

Dalam proses penulisan fakta, bagaimana wartawan menuliskan sebuah 

fakta dari peristiwa yang telah dipilihnya untuk disajikan kepada khalayak. 

Penyajian fakta-fakta diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang dirangkai 

menjadi sebuah kalimat dan memiliki makna tertentu. Fakta yang telah dipilih 

oleh wartawan, selanjutnya akan ditekankan dengan memakai penempatan yang 

lebih menonjol, pengulangan, pemakaian gambar ataupun tabel untuk menarik 

perhatian khalayak. Dalam hal ini, setiap peristiwa yang sama akan menghasilkan 
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berita yang berbeda, tergantung dari cara pandang wartawan dalam memaknai 

setiap peristiwa dan proses penulisan fakta (Eriyanto, 2002: 11).  

Dalam konsep framing, Entman menawarkan sebuah cara untuk 

mengungkapkan the power of a communication text. Cara tersebut digunakan 

untuk menjelaskan pengaruh kesadaran khalayak atas sebuah informasi yang 

diperoleh dari sumber, seperti ucapan atau ungkapan, news report, bahkan bisa 

juga novel. Menurut Entman, framing dapat dilihat melalui dua dimensi yakni 

penyeleksian isu dan penekanan atau penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu 

dari sebuah realitas/isu (Siahaan, 2001: 80-81). 

Penyeleksian isu merupakan proses pemilihan fakta dari sebuah realitas 

yang beragam. Dalam proses ini tidak semua fakta atas sebuah realitas 

ditampilkan, melainkan ada bagian fakta berupa berita yang dimasukkan dan ada 

bagian berita yang dihilangkan. Dalam hal ini wartawan memilih aspek-aspek 

tertentu dari sebuah isu. Penonjolan terhadap aspek tertentu dari sebuah isu 

berkaitan dengan penulisan fakta. Bagaimana suatu peristiwa yang telah dipilih 

ditulis menjadi sebuah fakta. Hal ini berkaitan dengan penggunaan kata yang 

disusun menjadi sebuah kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan 

kepada khalayak. Seperti penempatan yang mencolok di bagian headline depan 

atau belakang, pengulangan, pemakaian grafis, atau label untuk menggambarkan 

sebuah peristiwa dan lain sebagainya (Kriyantono, 2006: 253).  

Menurut Entman, pada dasarnya konsep framing merujuk pada pemberian 

definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendari dalam suatu wacana untuk 

menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan 

(Eriyanto, 2002: 222). Entman merumuskannya menjadi empat elemen framing 

dalam membingkai sebuah berita, sebagai berikut: 
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Table 1.1 

Konsep Framing Robert N.Entman 

Define Problem 

(Pendefinisian masalah) 

Bagaimana seuatu peristiwa/isu dilihat? 

Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa? 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan sumber masalah) 

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? 

Apa yang dianggap sebagai penyebab dari 

suatu masalah? Siapa aktor yang dianggap 

sebagai penyebab masalah?  

Make Moral judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Nilai moral apa yang disajikan untuk 

menjelaskan masalah? Nilai moral apa 

yang dipakai untuk melegitimasi atau 

mendelegitimasi suatu tindakan? 

Treatment Recommendation  

(Menekankan penyelesaian) 

Penyelesaian apa yang ditawarkan media 

untuk mengatasi masalah itu? Jalan apa 

yang ditawarkan dan harus ditempuh 

untuk mengatasi masalah?  

Sumber: Eriyanto, 2002: 189-192 

Konsep framing diatas menggambarkan secara lebih luas bagaimana suatu 

peristiwa dimaknai oleh wartawan. Define problem (pendefinisian masalah) adalah 

elemen paling utama untuk mengetahui bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh 

wartawan. Peristiwa yang sama dapat dipahami dan dibingkai secara berbeda oleh 

wartawan, tergantung dari sudut pandang mana wartawan melihat sebuah 

peristiwa. Bingkai yang berbeda tersebut mengakibatkan realitas yang berbeda. 

Diagnose Causes (memperkirakan sumber masalah) adalah elemen yang 

membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dalam suatu peristiwa. Dalam 

memahami sebuah peristiwa, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap 

sebagai sumber masalah. Masalah yang dipahami secara berbeda akan 

mengakibatkan penyebab dari masalah tersebut juga dipahami secara berbeda 

(Eriyanto: 2002: 190).  

Make moral judgement (membuat keputusan moral) adalah elemen yang 

digunakan untuk membenarkan dengan memberikan argumentasi pada 

pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Hal tersebut dilakukan untuk 

mendukung gagasan yang telah dibuat. Elemen terakhir adalah Treatment 
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recommendation (menekankan penyelesaian) yang digunakan oleh wartawan 

untuk melihat apa yang dikehendakinya dalam menyelesaikan masalah dari sebuah 

peristiwa. Hal tersebut bergantung pada bagaimana wartawan dalam melihat 

peristiwa dan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah (Eriyanto, 2002: 

191-192). 

 

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Paradigma Penelitian 

Penelitian tentang pemberitaan kasus Bali Nine ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian tentang data 

yang dikumpulkan dan dinyatakan kedalam bentuk kata-kata serta disusun menjadi 

sebuah kalimat. Pendekatan deskriptif kualitatif ini bermaksud untuk mendeskripsikan 

atau menggambarkan sebuah gejala, keadaan yang berguna untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Bungin, 2007: 68).  

Sementara itu, paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma 

konstruksionis. Menurut paradigma ini, sebuah realitas kehidupan sosial bukanlah 

realitas yang natural, melainkan hasil konstruksi. Oleh karena itu, konsentrasi analisis 

pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas 

tersebut dikonstruksi dan dengan cara apa konstruksi tersebut dibentuk (Eriyanto, 

2002: 37).  

Paradigma konstruksionis lebih sesuai digunakan jika membahas tentang teks 

berita, karena berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan peristiwa 

atau fakta dalam arti yang riil. Berita disini adalah produk interaksi antara wartawan 

dan fakta. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana pemberitaan tentang 

kasus Bali Nine dikonstruksi dan dengan cara apa konstruksi tersebut dibentuk oleh 

media yang didalamnya terlibat wartawan/jurnalis sebagai penulis berita.  

 

2. Teknik Sampling 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah sampling purposif (purposive 

sampling) yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2008:61). Hal tersebut mencakup objek-objek berita yang diseleksi 
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berdasarkan kriteria dan pertimbangan yang sesuai dengan tujuan serta tema penelitian. 

Kemudian berita-berita yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan 

sampel. Berita-berita yang dipilih diperkirakan memiliki hubungan yang erat dengan 

tujuan dan tema penelitian (Margono, 2004: 128).  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih teks berita pada portal online 

antaranews.com dan radioaustralia.net.au yang sesuai dengan kriteria untuk kemudian 

diteliti. Kriteria tersebut adalah memilih berdasarkan waktu, yakni pra dan pasca 

eksekusi mati pada bulan Maret-April 2015 dan berdasarkan kualitas serta kesesuaian 

berita dengan membuat kerangka framing yang terbagi menjadi dua sub-bab analisis.  

 

3. Unit Analisis  

Unit analisis adalah satuan yang diteliti bisa berupa individu, kelompok, benda 

atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok 

sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2004: 75). Subjek penelitian adalah subjek yang 

dituju untuk diteliti oleh peneliti (Arikunto, 2010: 188). Jika membahas mengenai 

subjek penelitian, itu berarti berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi 

pusat perhatian dan sasaran dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisis berupa benda yaitu teks berita 

sebagai subjek penelitian. Bagian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah batasan 

pilihan berita di media online antaranews.com dan radioaustralia.net.au. Pilihan berita 

yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini ialah berita tentang kasus Bali 

Nine dan rentang berita yang dipilih ialah sebelum dan sesudah eksekusi mati 

tersangka Duo Bali Nine pada periode Maret-Mei 2015. Alasan pemilihan berita 

tersebut karena bagian berita tersebut merupakan berita yang menimbulkan pro-kontra 

di masyarakat dan di kedua Negara yang terlibat. 

Selain menimbulkan pro-kontra, pada periode tersebut pemberitaan tentang 

eksekusi duo Bali Nine meningkat dalam rentang waktu tiga bulan sebelum dan 

sesudah eksekusi dilaksanakan. Pada periode tersebut berita mengenai eksekusi mati 

duo Bali Nine menjadi trending topic di media dan masyarakat. Total pemberitaan 

mengenai eksekusi mati duo Bali Nine pada periode Maret-Mei 2015 di media online 

antaranews.com yakni 64 berita. Berbeda dengan di media online radioaustralia.net.au 
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yakni sebanyak 74 berita. Dalam penelitian ini, peneliti akan memilih berita sesuai 

dengan periode tersebut yakni sebanyak 10 berita dari masing-masing media online 

antaranews.com dan radioaustralia.net.au. Berikut adalah berita yang akan diteliti: 

a. Berita Antaranews.com 

Tabel 1.2 

Berita Mengenai Eksekusi Mati Duo Bali Nine 

 

NO TANGGAL JUDUL BERITA 

1 
Selasa, 3 Maret 2015 MUI dukung keputusan hukuman mati Bandar 

narkoba 

2 
Rabu, 4 Maret 2015 KJRI Sydney dijaga polisi pasca-insiden 

pelemparan balon 

3 
Kamis, 5 Maret 2015 Hikmahanto: tawaran pertukaran tahanan 

Australia janggal 

4 
Kamis, 5 Maret 2015 Indonesia tolak tawaran tukar napi dengan 

Australia 

5 Sabtu, 7 Maret 2015 Kenapa mesti takluk terhadap upaya Australia  

6 
Selasa, 10 Maret 2015 Senator Australia lobi PBNU soal hukuman 

mati 

7 Rabu, 11 Maret 2015 Wantimpres: HAM siapa yang dibela Komnas 

8 Rabu, 11 Maret 2015 Hukuman mati balasan untuk tindak kejahatan 

9 
Jumat, 13 Maret 2015 Hukuman mati adalah upaya presiden untuk 

lindungi rakyat 

10 
Senin, 4 Mei 2015 Wapres: universitas Australia tak pantas beri 

beasiswa “Bali nine”  

 

b. Berita Radioaustralia.net.au 

Tabel 1.3 

Berita Mengenai Eksekusi Mati Duo Bali Nine 

 

NO TANGGAL JUDUL BERITA 

1 
Rabu, 4 Maret 2015 Menlu Australia Tetap Berharap Eksekusi 

Chan dan Sukumaran Dibatalkan 

2 
Kamis, 5 Maret 2015 Politisi Australia Gelar Doa Bersama untuk 

Chan dan Sukumaran  

3 
Kamis, 12 Maret 2015 Mufti Australia Lobi Ulama Indonesia Terkait 

Duo Bali Nine 

4 
Kamis, 12 Maret 2015 Australia Tawarkan untuk Danai Biaya Penjara 

Seumur Hidup Duo Bali Nine 

5 
Senin, 6 April 2015 Gugatan Penolakan Grasi Bali Nine Ditolak 

PTUN Indonesia 

6 Selasa, 7 April 2015 Kalah di PTUN, Bali Nine akan Ajukan 



28 
 

Gugatan ke MK  

7 
Kamis, 16 April 2015 Jaksa Agung Indonesia Tolak Temui Pengacara 

Duo Bali Nine 

8 
Selasa, 28 April 2015 Menlu Australia Terima Surat Kepastian 

Eksekusi Duo Bali Nine 

9 
Rabu, 29 April 2015 Australia Tarik Dubes dari Indonesia Setelah 

Eksekusi Chan dan Sukumaran  

10 

Rabu, 20 Mei 2015 KJRI Sydney Terima Surat Ancaman 

Penyiraman Air Keras terhadap Pemuda 

Indonesia  

 

4. Tahapan dan Metode Analisis 

Penelitian ini diawali dari pemilihan berita yang akan dikelompokkan 

berdasarkan tema. Tema yang diteliti dari berita kasus narkoba kelompok Bali Nine ini 

ialah saat eksekusi mati dua kelompok Bali Nine. Setelah proses pemilihan tema, 

langkah selanjutnya adalah membatasi periode berita terkait tema tersebut. Periode 

berita yang dipilih ialah saat pra eksekusi mati dan pasca eksekusi mati. Selanjutnya 

dari hasil data-data berupa berita yang telah diperoleh dari Antaranews.com dan 

radioaustralia.net.au tersebut akan dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis framing model Robert N. Entman.  

Menurut Sobur (2004: 162), analisis framing digunakan untuk mengetahui 

cara-cara ataupun ideologi yang dipakai media saat mengkonstruksi sebuah fakta atau 

realitas. Analisis ini sebagai pendekatan untuk mengetahui bagaimana cara pandang 

yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis sebuah berita. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan menganalisis tentang bagaimana pemberitaan tentang kasus 

Bali Nine dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Model analisis framing Robert N. 

Entman dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan proses seleksi isu dan 

penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Penonjolan adalah 

proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti atau lebih 

diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2002:186).  

Peneliti melakukan analisis berita-berita tersebut dengan menggunakan empat 

elemen framing Robert N. Entman. Pertama dengan elemen define problems 

(mendefinisikan masalah), dalam elemen pertama ini akan dilihat masalah apa yang 

didefinisikan oleh media. Kedua, diagnose causes (memperkirakan masalah atau 
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penyebab masalah) untuk melihat apa atau siapa yang menyebabkan masalah tersebut 

terjadi. Ketiga adalah elemen make moral judgement (membuat pilihan moral), dimana 

melalui elemen ini peneliti dapat melihat nilai moral apa yang digunakan untuk 

melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan. Keempat, treatment 

recommendation (menekankan penyelesaian), elemen terakhir ini untuk melihat 

penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu tersebut (Eriyanto, 

2002: 189-192).  

Setelah melakukan proses analisis berita, peneliti melakukan pembahasan 

teoritik atas temuan yang ditemukan dari analisis berita tersebut. Kemudian peneliti 

membandingkan hasil temuan berita tersebut dari masing-masing media online yaitu 

antaranews.com dan radioaustralia.net.au. Tahap terakhir ialah peneliti menarik 

kesimpulan dari temuan analisis berita yang telah dilakukan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Media Online Antaranews.com 

1. Gambaran Umum Perusahaan Umum LKBN ANTARA 

Gambaran Umum mengenai Antara diperoleh dari salah satu Humas Antara 

biro Yogyakarta. Kantor Berita Antara berdiri sejak 13 Desember 1937 yang didirikan 

oleh A.M Sipahoetar, Soemanang, Adam Malik, dan Pandoe Kartawigoena, saat 

semangat kemerdekaan nasional digerakan oleh para pejuang muda. Pada tahun 1962, 

ANTARA resmi menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional yang berada langsung di 

bawah Presiden Republik Indonesia. Lembaga Kantor Berita Nasional atau disingkat 

LKBN Antara merupakan kantor berita terbesar di Indonesia yang sifatnya semi 

pemerintah, meskipun ketika pertama kali didirikan oleh para wartawan nasionalis 

pada masa penjajahan Belanda sebelum Perang Dunia II sepenuhnya merupakan usaha 

swasta.  

Pada tanggal 18 Juli 2007, pemerintah dibawah kepemimpinan H. Susilo 

Bambang Yudhoyono mengubah status LKBN ANTARA menjadi Perusahaan Umum 

(Perum) melalui Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2007. Status LKBN ANTARA 

kini adalah Badan Usaha Milik Negara, dimana seluruh modalnya dimiliki negara 

berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Hal tersebut 

telah diatur oleh PP 40/2007. LKBN ANTARA memegang peran strategis sebagai 

penyeimbang informasi melawan propaganda penjajah sampai Indonesia merdeka. 

Selama hampir delapan dekade, LKBN ANTARA terus berkembang dan berinovasi. 

ANTARA kini menjadi kantor berita nasional dengan produk dan layanan informasi 

yang menyeluruh didukung oleh teknologi terdepan.  

Sejak tahun 2001 berita Antara dapat diakses melalui internet, salah satunya 

melalui portal publik yakni www.antaranews.com. Portal berita antaranews.com 

merupakan layanan distribusi berita ANTARA berbasis web, memberi kemudahan dan 

kenyamanan dalam mengakses berita sampai ke genggaman tangan. Portal berita ini 

diluncurkan pada Januari 1996. Tujuan dari diluncurkannya portal berita ini untuk 

http://www.antaranews.com/
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memenuhi hak publik dalam mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, dan 

bermanfaat. Dua bahasa disajikan dalam portal ini agar masyarakat dunia mengetahui 

informasi tentang Indonesia.  

Kekuatan Portal ANTARA juga hadir dalam bentuk jaringan nasional portal 

Biro ANTARA. Portal ANTARANEWS diakses lebih dari 3,2 juta visitors per 

bulannya. Setiap informasi yang disebarkan melalui portal ANTARANEWS bisa 

dinikmati melalui desktop maupun mobile. Selain itu, jejaring distribusi informasi 

ANTARANEWS juga menyebar ke lebih dari 30 portal Biro ANTARA di seluruh 

Indonesia dan juga ratusan ribu followers media sosial ANTARANEWS.  

Portal www.antaranews.com ini juga menawarkan ragam informasi yang telah 

menjadi acuan serta daya tarik tersendiri bagi para pengguna internet di seluruh dunia. 

Hal ini ditunjang dengan reputasi ANTARA sebagai salah satu kantor berita terbesar di 

Asia dan didukung oleh jaringan pemberitaan global. Berdasarkan data perusahaan 

pemeringkat situs Alexa.com, peringkat portal ANTARA semakin menanjak. Halaman 

terakses (pageviews) mencapai 7 juta setiap bulan yang sepertiga jumlah pengaksesnya 

berasal dari mancanegara (http://www.antara.net.id/, akses 24 Desember 2016).  

 

2. Visi Misi Perum LKBN ANTARA 

Visi Misi dari LKBN Antara diperoleh dari dokumen milik biro Antara 

Yogyakarta. LKBN Antara memiliki visi untuk menjadi Kantor Berita yang berkelas 

dunia melalui penyediaan jasa berbagai produk multimedia. Produk multimedia 

tersebut mengandalkan kekuatan teks, foto, TV, dan infografik yang diperkuat oleh 

jaringan dalam dan luar negeri. Dengan menyediakan jasa berbagai produk 

multimedia, menjadikan LKBN Antara dapat memenuhi kebutuhan berbagai layanan 

bagi pelanggannya.  

Misi LKBN Antara adalah menyediakan jasa informasi dan komunikasi yang 

akurat dan terpercaya untuk seluruh stakeholder; mengembangkan jurnalisme 

Indonesia yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan dalam bingkai NKRI 

serta mengelola produk dan jasa komersial yang menguntungkan di bidang 

multimedia.  

 

http://www.antaranews.com/
http://www.antara.net.id/
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B. Media Online Radioaustralia.net.au 

Gambaran mengenai radioaustralia.net.au diperoleh dari salah satu produser 

eksekutif radio australia yakni Bapak  Farid M. Ibrahim. Radio Australia atau sering 

disebut dengan ABC Radio Australia merupakan media informasi milik pemerintah 

Australia yang menyediakan berita dalam bahasa Indonesia. Radio Australia menawarkan 

perspektif dari Australia mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Asia Pasifik. 

Program acara Radio Australia ini berada di beberapa media mulai dari radio, web, mobile 

dan melalui media sosial yang mendorong dialog dan menjembatani proses berbagi ide 

antara Australia dan masyarakat Asia Pasifik dari beragam budaya.  

Sebagai radio dan layanan online internasional dari Australian Broadcasting 

Corporation (ABC), Radio Australia memiliki sejarah yang kaya. Media ini menawarkan 

program acara yang mencerdaskan, informatif dan menghibur yang dapat memperluas 

wawasan dan memulai dialog mengenai berbagai peristiwa Asia Pasifik. Acara yang 

disajikan ABC Radio Australia ini menghadirkan budaya dan masyarakat Australia 

termasuk berita dan analisa serta pelajaran Bahasa Inggris. Konten radio Australia 

diproduksi untuk audiens Asia dan Pasifik dalam berbagai bahasa, antara lain: Inggris, 

Myanmar, Mandarin Cina, Bahasa Indonesia, Perancis, Khmer, Tok Pisin dan Vietnam 

(http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/about-us, akses 16 Desember 2016).  

Radio Australia untuk pertama kalinya mulai mengudara dari kompleks studio 

Australian Broadcasting Commission (ABC), Sydney pada tanggal 20 Desember 1939, 

dengan pidato peresmian disampaikan oleh Perdana Menteri Robert Menzies. Sedangkan 

siaran pertama dalam Bahasa Indonesia dimulai pada tanggal 10 Agustus 1942. Namun, 

sejak akhir 2014 Radio Australia Siaran Bahasa Indonesia sudah mulai bermigrasi menjadi 

website www.australiaplus.com/indonesianhingga saat ini. Website baru tersebut tidak 

berbeda jauh dengan ABC Radio Australia yang sama-sama menggunakan bahasa 

Indonesia dan konten-konten didalamnya. Australia Plus yang merupakan pengganti dari 

ABC Radio Australia ialah layanan media multi-platform milik ABC Internasional yang 

menyajikan konten Australia berkualitas dalam sejumlah bahasa Asia Pasifik. 

Australia Plus diproduksi oleh Australian Broadcasting Corporation (ABC) sama 

seperti ABC Radio Australia dan merupakan bagian dari ABC Internasional bersama 

dengan Australia Plus TV, Radio Australia dan ABC International Development. Sama 

http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/about-us
http://www.australiaplus.com/indonesian
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seperti ABC Radio Australia, AustraliaPlus.com juga menampilkan cerita yang 

mengungkap budaya, kehidupan dan masyarakat Australia untuk menginformasikan, 

menginspirasi dan termasuk pembaca Australia yang beragam dan di kawasan Asia 

Pasifik. Selain itu, pelajaran bahasa Inggris setiap hari yang menggunakan contoh 

Australia juga menjadi bagian dari sajian dan bersamaan dengan berita harian dari ABC. 

AustraliaPlus.com juga menampilkan sejumlah cerita dari mitra media regionalnya dalam 

berbagai bahasa (http://www.australiaplus.com/indonesian/about/, akses 16 Desember 

2016). 

Struktur Redaksi Australia Plus Indonesia (dahulu Radio Australia Siaran Bahasa 

Indonesia) hanya terdiri dari: 

 

 

Gambar 2.1 

Struktur Redaksi Australia Plus Indonesia (dahulu Radio Australia Siaran Bahasa 

Indonesia) 

PRODUSER

Dian Islamiati Fatwa 
(Melbourne)

REPORTER

Nurina Savitri, Iffah Nur Arifah 
(Jakarta)

EDITOR

Sastra Wijaya, Farid M. Ibrahim, 
Erwin Renaldi (Melbourne) 

PRODUSER EKSEKUTIF

Farid M. Ibrahim (Melbourne)

http://www.australiaplus.com/indonesian/about/
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BAB III 

PEMBERITAAN KASUS BALI NINE PADA PRA DAN PASCA EKSEKUSI MATI 

DUO BALI NINE 

 

 Penelitian ini menganalisis pembingkaian berita-berita yang dimuat oleh situs online 

antaranews.com dan radioaaustralia.net.au tentang kasus eksekusi mati Duo Bali Nine pada 

periode pra dan pasca eksekusi mati yakni pada bulan Maret-Mei 2015. Dengan menggunakan 

analisis framing model Robert N. Entman, peneliti berusaha menelaah bagaimana media 

membingkai sebuah berita dilihat dari: identifikasi masalah yang diangkat oleh media, 

bagaimana media menganalisis penyebab masalah, bagaimana media melakukan penilaian 

terhadap masalah, dan terakhir bagaimana media memberikan solusi untuk mengatasi masalah 

tersebut.  

Proses pemilihan berita yang dilakukan peneliti yakni berdasarkan kriteria berita untuk 

kemudian diteliti. Kriteria tersebut ditentukan berdasarkan jumlah populasi yang terhimpun 

dari kedua media online tersebut ialah sebanyak 64 berita dari situs antaranews.com dan 74 

berita dari situs radioaustralia.net.au. Kemudian dipilih objek-objek berita untuk dijadikan 

sampel yang akan diteliti yakni sebanyak 10 berita dari masing-masing media online tersebut. 

Proses pemilihan sampel berdasarkan kualitas serta kesesuaian berita dengan membuat 

kerangka framing yang terbagi menjadi sub-bab analisis.  

Peneliti mempertimbangkan isu-isu penting apa saja yang layak atau potensial untuk 

dijadikan sebagai sub-bab analisis. Dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 sub-bab analisis 

yakni tema tentang penonjolan ketegasan hukuman mati terhadap duo Bali Nine dan diplomasi 

Australia terhadap Indonesia. Masing-masing sub-bab akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

A. Temuan Analisis Berita Antaranews.com 

1. Kategori Tema “Penonjolan Ketegasan Hukuman Mati terhadap Duo Bali Nine” 

a. Judul berita: MUI dukung keputusan hukuman mati bandar narkoba 

Define Problems. Antaranews.com menggambarkan bahwa MUI 

mendukung keputusan pemerintah untuk menghukum mati para bandar narkotika. 

Narkotika dan obat-obatan berbahaya memiliki dampak negatif yang besar 

terhadap masyarakat. Menurut wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
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Ma’ruf Amin menyatakan bahwa narkoba dampaknya lebih dahsyat daripada 

minuman keras. Hasil define problems ini terdapat pada beberapa paragraf berita di 

media online antaranews.com edisi Selasa,3 Maret 2015 sebagai berikut:  

“Majelis Ulama Indonesia mendukung keputusan pemerintah dalam 

menghukum mati para bandar narkotika dan obat-obatan berbahaya karena 

narkoba memiliki dampak negatif yang besar terhadap masyarakat.” 

“Ini adalah salah satu fatwa dari MUI. Mereka harus dihukum yang sangat 

berat karena dampaknya lebih dahsyat daripada minuman keras," kata 

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Maruf Amin di Jakarta, 

Selasa 

 

Diagnose Causes. Fatwa MUI menyatakan bahwa narkoba itu haram. Maka 

dari itu para bandar narkoba harus dihukum sebagai bentuk pencegahan agar 

barang haram tersebut tidak beredar dan tidak merusak masa depan bangsa. Hasil 

diagnose causes ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online 

antaranews.com edisi Selasa,3 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Dalam fatwa itu berisi tentang haramnya narkoba sehingga penghukuman 

bagi bandar narkoba merupakan salah satu langkah pencegahan barang 

haram itu beredar dan merusak masa depan bangsa.” 

 

Moral Judgement. Menurut wakil ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), 

para bandar narkoba harus diberi hukuman berat sampai hukuman mati agar 

mereka merasa jera dan tidak ada lagi yang melakukan hal tersebut. Hukuman 

berat diberikan demi melindungi seluruh masyarakat dari bahaya narkoba. 

Hukuman yang diberikan kepada para bandar narkoba juga terdapat dalam fatwa 

MUI Nomor 53 Tahun 2014. Hasil moral judgement ini terdapat pada beberapa 

paragraf berita di media online antaranews.com edisi Selasa,3 Maret 2015 sebagai 

berikut: 

“Dia mengatakan hukuman berat bagi bandar narkoba itu perlu dilakukan 

untuk memberikan efek jera dan demi kemaslahatan bersama.” 

“MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 terkait dengan 

hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba.” 

 

Treatment Recommendation. Pemerintah harus tetap tegas dan konsisten 

terhadap para bandar narkoba dengan tidak memberikannya ampun. Para bandar 

narkoba harus tetap dihukum mati karena dasar-dasarnya juga sudah ada. Selain 

itu, MUI juga menyetujui keputusan dari presiden Joko Widodo yang tidak 
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memberikan grasi kepada para bandar narkoba. Hasil treatment recommendation 

ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi 

Selasa,3 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Menurut dia, keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak memberi grasi 

kepada sejumlah bandar narkoba sejalan dengan MUI.” 

“Ia mengharapkan pemerintah juga konsisten dan tegas terhadap terpidana 

mati.” 

"Keputusan Presiden tidak memberi grasi itu sesuai MUI. Itu penting untuk 

dilakukan. Dasar-dasarnya sudah ada. Tidak boleh pemerintah memberi 

pengampunan," kata dia. 

 

Tabel 3.1 

Analisis Berita dengan Judul “MUI dukung keputusan hukuman mati bandar 

narkoba” 

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

mendukung keputusan pemerintah 

dalam menghukum mati para bandar 

narkoba 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Narkoba adalah barang haram dan dapat 

merusak masa depan bangsa 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Bandar narkoba harus dihukum berat 

sampai hukuman mati 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Keputusan Presiden Joko Widodo tidak 

memberikan grasi kepada para bandar 

narkoba yang disetujui MUI 

 

b. Judul berita: Indonesia tolak tawaran tukar napi dengan Australia 

Define Problems. Indonesia menolak tawaran Menteri Luar Negeri 

Australia karena tidak memiliki sistem hukum tukar menukar tahanan yang telah 

divonis hukuman mati. Hasil define problems  ini terdapat pada beberapa paragraf 

berita di media online antaranews.com edisi Kamis,5 Maret 2015 sebagai berikut:  

“Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengatakan Indonesia tidak 

mempunyai sistem hukum menukar tahanan yang telah divonis hukuman 

mati.” 

"Kita tidak punya sistem hukum seperti itu. Tidak punya sistem hukum 

tukar menukar tahanan," kata Wapres JK kepada media di Kantor Wapres, 

Jakarta pada Kamis sore. 
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"Bukan soal tolak. Indonesia tidak punya sistem hukum tukar menukar 

tahanan," kata JK. 

 

Diagnose Causes. Pada Selasa, 3 Maret 2015 Menteri Luar Negeri 

Australia Julie Bishop menawarkan pertukaran tahanan kepada Menlu Indonesia 

Retno LP Marsudi. Hal tersebut dilakukan Menlu Australia terkait dengan 

hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan Indonesia kepada terpidana mati duo 

Bali Nine asal Australia yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Hasil 

diagnose causes ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online 

antaranews.com edisi Kamis,5 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop pada Selasa (3/3) 

telah menghubungi Menlu Indonesia Retno LP Marsudi dan dikabarkan 

Julie menawarkan pertukaran tahanan terhadap dua terpidana mati duo 

"Bali Nine"; Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.” 

 

Moral Judgement. Tawaran pertukaran tahanan dianggap Menlu Indonesia 

Retno LP Marsudi sebagai salah satu upaya pemerintah Australia untuk melindungi 

warga negaranya dari hukuman mati. Hasil moral judgement  ini terdapat pada 

salah satu paragraf berita di media online antaranews.com edisi Kamis,5 Maret 

2015 sebagai berikut: 

“Menlu Retno mengatakan tawaran Australia dipahami sebagai bagian dari 

upaya perlindungan bagi warganya.” 

 

Treatment Recommendation. Kementerian Luar Negeri Indonesia 

menyatakan bahwa di Indonesia tidak melegalkan sistem hukum pertukaran 

tahanan. Sistem tersebut tidak dikenal dalam aturan hukum dan Undanga-Undang 

di Indonesia. Hasil treatment recommendation  ini terdapat pada beberapa paragraf 

berita di media online antaranews.com edisi Kamis,5 Maret 2015 sebagai berikut:  

“Namun Menteri Retno menyampaikan bahwa pertukaran tahanan tidak 

dikenal dalam aturan hukum dan Undang-Undang di Indonesia, sehingga 

tawaran tersebut tidak dapat diwujudkan.” 

“JK menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat melakukan pertukaran 

tahanan dengan Australia.” 

“Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menyampaikan kepada Australia 

mengenai tidak ada hukum di Indonesia yang melegalkan pertukaran 

tahanan.” 
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Tebel 3.2 

Analisis Berita dengan Judul “Indonesia tolak tawaran tukar napi dengan 

Australia” 

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Indonesia tidak memiliki sistem hukun 

tukar menukar tahanan 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Menlu Australia menawarkan 

pertukaran tahanan kepada Menlu 

Indonesia terkait hukuman mati warga 

Australia di Indonesia 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Tawaran pertukaran tahanan dianggap 

Menlu Indonesia sebagai upaya 

perlindungan Menlu Australia untuk 

warganya 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Dalam aturan hukum dan Undang-

Undang di Indonesia, Indonesia tidak 

mengenal dan tidak melegalkan sistem 

pertukaran tahanan 

 

c. Judul berita: Kenapa mesti takluk terhadap upaya Australia 

Define Problems. Upaya Australia merayu Indonesia untuk melakukan 

barter atau tukar menukar tahanan dengan tegas tidak diterima oleh pemerintah 

Indonesia. Menurut Presiden Joko Widodo bahwa kedaulatan hukum tetap 

kedaulatan hukum dan kedaulatan politik tetap kedaulatan politik. Menurut wakil 

Presiden Indonesia Jusuf Kalla, Indonesia tidak memiliki sistem tukar menukar 

tahanan. Hasil define problems  ini terdapat pada beberapa paragraf  berita di media 

online antaranews.com edisi Sabtu,7 Maret 2015 sebagai berikut: 

"Tidak ada. Kedaulatan hukum tetap kedaulatan hukum. Kedaulatan politik 

tetap kedaulatan politik. Lihat korbannya 4,5 juta orang. Jangan hanya 

dilihat (narapidana) yang dieksekusi," kata Jokowi di Bogor, Kamis(5/3). 

“Komentar Kepala Negara yang keras dan tegas itu disampaikan kepada 

wartawan ketika mengomentari harapan Australia terutama yang 

disampaikan Menteri Luar Negeri Julie Bishop agar kedua pemerintah mau 

melakukan barter atau tukar menukar tahanan. Indonesia akan segera 

mengeksekusi dua warga Australia yakni Andrew Chan serta Myuran 

Sukumaran.” 

“Sikap keras ternyata tidak hanya diperlihatkan oleh Jokowi tapi juga oleh 

Wakil Presiden Mohammad Jusuf Kalla terhadap "rayuan" Julie Bishop 

itu.” 

"Kita tidak punya sistem tukar-menukar tahanan," kata Jusuf Kalla ketika 

menjelaskan sikap tegas Indonesia. 
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Diagnose Causes. Sampai saat ini berbagai jenis narkotika terus 

berdatangan dari luar negeri. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), mencatat 

sekurangnya 40 hingga 50 orang di Indonesia meninggal dengan sia-sia setiap 

harinya akibat mengkonsumsi narkoba. Hasil diagnose causes ini terdapat pada 

beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Sabtu,7 Maret 2015 

sebagai berikut: 

“Sekalipun pemerintah Austrlia dan semua pemerintahan lainnya berhak 

membela warganya, mereka harus mengingat bahwa hingga detik ini 

berbagai macam narkotika mulai dari shabu-shabu hingga ganja dan zat 

adiktif lainnya terus berdatangan dari luar negeri.” 

“Badan Narkotika Nasional, yang merupakan lembaga pemerintah 

nonkementerian yang bertanggung jawab terhadap upaya pencegahan/ 

preventif dan penindakan/represif terhadap penyalahgunaan narkotika, 

mencatat bahwa sekurangnya 40 hingga 50 orang di Tanah Air mati sia-sia 

setiap harinya akibat menggunakan narkotika.”  

 

Moral Judgement. Narkoba telah menyebar hampir ke seluruh Indonesia 

dan menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar hingga 

pejabat tinggi. Hal tersebut mengakibatkan diberlakukannya status “darurat 

narkoba” di Indonesia. Menurut Tony Abbott, Julie Bishop dan para pejabat 

Australia, apakah mereka rela jika anak, kemenakan atau keluarga dekat mereka 

menggunakan narkoba, misalnya narkoba tersebut dibawa oleh orang-orang 

Indonesia ke Australia? Hasil moral judgement ini terdapat pada beberapa paragraf 

berita di media online antaranews.com edisi Sabtu,7 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Karena narkoba sudah menyebar hampir ke seluruh daerah di Tanah Air 

serta menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat maka tentu tidak 

heran jika diberlakukan status "darurat narkoba". Narkoba sudah dipakai 

mulai dari pelajar hingga artis. Bahkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi 

Akil Mochtar juga disebut-sebut menyimpan barang haram itu di kantornya 

yang sangat terhormat itu.” 

“Kepada Tony Abbott, Julie Bishop dan para pejabat Australia patut 

diajukan pertanyaan apakah mereka sudi jika anak, kemenakan atau 

keluarga dekat mereka menggunakan narkoba, misalnya yang dibawa ke 

sana oleh orang-orang Indonesia?” 

 

Treatment Recommendation. Menurut Menteri Hukum dan Hak Azazi 

Manusia (HAM) Yassona Laoly bahwa Eksekusi mati bagi para bandar narkoba 

merupakan bentuk dari memerangi narkoba. Menanggapi pertanyaan yang diajukan 
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kepada Abbott, Julie Bishop dan perjabat Australia, jika mereka menjawab “Saya 

tidak mau” tentu para tokoh negara tetangga akan setuju jika semua bandar narkoba 

harus mendapatkan hukuman yang sangat berat. Hal tersebut bertujuan agar 

perdagangan narkoba tidak semakin meluas di negara mana pun. Hasil treatment 

recommendation ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online 

antaranews.com edisi Sabtu,7 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Bahkan Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia Yasonna Laoly berkata, 

"Eksekusi (mati) itu merupakan wujud dari memerangi narkoba."” 

“Pasti dan 100 persen mereka akan berkata, "Saya tidak mau." Kalau 

mereka menjawab seperti itu maka tentu para tokoh negara tetangga itu 

akan setuju jika semua bandar atau pengedar harus mendapat hukuman 

yang seberat mungkin agar perdagangan barang haram ini tidak semakin 

meluas di negara mana pun juga.” 

 

Tabel 3.3 

Analisis Berita dengan Judul “Kenapa mesti takluk terhadap upaya 

Australia” 

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Kedaulatan hukum tetap kedaulatan 

hukum dan kedaulatan politik tetap 

kedaulatan politik. Indonesia tidak 

memiliki sistem tukar menukar tahanan 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Badan Narkotika Nasional (BNN), 

mencatat sekurangnya 40 hingga 50 

orang di Indonesia meninggal dengan 

sia-sia setiap harinya akibat 

mengkonsumsi narkoba 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Indonesia berada dalam status “darurat 

narkoba” 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Eksekusi mati bagi para bandar narkoba 

merupakan bentuk dari memerangi 

narkoba  

 

d. Judul berita: Wantimpres: HAM siapa yang dibela Komnas 

Define Problems. Ketegasan Wantimpres KH. Hasyim Muzadi terhadap 

vonis hukuman mati bagi para terpidana kasus peredaran narkoba. Komisi Nasional 

Hak Asasi Manusia menolak hukuman mati dan Australia terus melakukan 

diplomasi terhadap Indonesia salah satunya dengan mendatangi Pengurus Besar 
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Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal tersebut tidak mempengaruhi putusan terkait 

hukuman mati terhadap gembong narkoba demi keselamatan Negara. Hasil define 

problems ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online 

antaranews.com edisi Rabu,11 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH. Hasyim Muzadi 

mempertanyakan penolakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas 

hukuman mati terhadap terpidana kasus peredaran narkoba.” 

“Menurut Hasyim, vonis hukuman mati yang diberikan kepada para 

terpidana kasus peredaran narkoba itu sudah tepat karena menyangkut 

keselamatan Negara.” 

“Terkait kedatangan salah satu anggota Senat Australia ke Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama (PBNU), Selasa (10/3), Hasyim mengatakan itu hanya 

upaya diplomasi yang dilakukan Australia, dan tidak akan mempengaruhi 

pendirian NU terkait hukuman mati terhadap gembong narkoba.”  

 

Diagnose Causes. Komnas HAM menolak hukuman mati karena dianggap 

melanggar HAM dan Wantimpres mempertanyakan HAM siapa yang dibela oleh 

Komnas HAM tersebut. Padahal akibat dari para pengedar narkoba menimbulkan 

banyak korban hingga jutaan orang. Selain itu, Senat Australia meminta bantuan 

kepada PBNU untuk menunda hukuman mati bagi dua warga negaranya. Hasil 

diagnose causes ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online 

antaranews.com edisi Rabu,11 Maret 2015 sebagai berikut: 

"Saya juga ingin penjelasan juga dari Komnas HAM. HAM-nya siapa yang 

dibela, sementara akibat gembong-gembong narkoba itu korbannya jutaan 

orang. Terus, HAM-nya siapa ini yang dibela Komnas?" kata Hasyim di 

Istana Wakil Presiden di Jakarta, Rabu.  

“Anggota Senat Australia Nick Xenophon mendatangi Kantor PBNU untuk 

meminta dukungan agar hukuman mati terhadap dua warga negaranya 

ditunda.” 

 

Moral Judgement. Hukuman mati bagi para pengedar narkoba adalah 

hukuman yang tepat. Demi keselamatan sebuah negara yakni hak hidup para 

generasi muda. Hasil moral judgement ini terdapat pada salah satu paragraf berita 

di media online antaranews.com edisi Rabu,11 Maret 2015 sebagai berikut: 

"Menurut saya, ini kembali pada keselamatan Negara. Kalau keselamatan 

Negara yang dipertahankan adalah hak hidup generasi muda, ya itu 

pantaslah kalau dihukum maksimal mereka itu," jelasnya. 
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Treatment Recommendation. Wantimpres menegaskan siapa pun yang 

terbukti bersalah telah mengedarkan narkoba di Indonesia, harus dihukum mati. Di 

sisi lain, pihak Australia terus melakukan upaya politik terhadap Indonesia yakni 

meminta penundaan hukuman mati dengan alasan untuk dijadikan pembelajaran 

bagi masyarakat Indonesia bahwa narkoba membawa bahaya yang sangat besar. 

Hasil treatment recommendation ini terdapat pada beberapa paragraf berita di 

media online antaranews.com edisi Rabu,11 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Siapa pun yang terbukti bersalah karena mengedarkan narkoba di Tanah 

Air, lanjut dia, harus menerima risiko paling tinggi yakni hukuman mati.” 

"Kami sadar bahwa pemberlakuan hukuman mati ini hak Pemerintah 

Indonesia. Oleh karena itu, kami tidak meminta dibatalkan, tapi mohon 

untuk ditunda, agar ke depan juga bisa menjadi pembelajaran bagi 

masyarakat Australia bahwa narkoba membawa bahaya yang sangat besar," 

kata Syekh Kafrawi.  

 

Tabel 3.4 

Analisis Berita dengan Judul “Wantimpres: HAM siapa yang dibela Komnas” 

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Ketegasan Wantimpres KH. Hasyim 

Muzadi terhadap vonis hukuman mati 

bagi para terpidana kasus peredaran 

narkoba 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Akibat dari para pengedar narkoba 

menimbulkan banyak korban hingga 

jutaan orang  

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Hukuman mati bagi para pengedar 

narkoba adalah hukuman yang tepat, 

demi keselamatan Negara 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Wantimpres menegaskan siapa pun 

yang terbukti bersalah telah 

mengedarkan narkoba di Indonesia, 

harus dihukum mati  

 

e. Judul berita: Hukuman mati balasan untuk tindak kejahatan 

Define Problems. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan 

bahwa hukuman mati terhadap bandar narkoba merupakan balasan terhadap tindak 

kejahatan yang legal dalam hukum Indonesia dan diperbolehkan menurut agama. 

Sesuai ajaran agama jika seseorang yang bersalah bertaubat maka akan dimaafkan, 
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namun pendekatan agama tersebut tidak dapat digunakan untuk mengintervensi 

persoalan hukum. Hukum memiliki ranah dan cara kerja sendiri, sedangkan dari 

sisi agama orang yang bersalah kemudian bertaubat pasti akan dimaafkan. Namun 

proses hukum harus tetap berjalan. Hasil define problems ini terdapat pada 

beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Rabu,11 Maret 

2015 sebagai berikut: 

“Hukuman mati terhadap bandar narkoba merupakan balasan terhadap 

tindak kejahatan secara legal, kata Menteri Agama Lukman Hakim 

Saifuddin pada Rabu.” 

"Dalam konteks keagamaan ini kita memaafkan jika yang bersalah 

bertaubat. Itulah kenapa hukuman mati juga dari sisi kemanusiaan kita 

sudah memaafkan. Akan tetapi secara hukum, hukuman mati itu 

diberlakukan karena tindak kejahatannya," kata Lukman seusai menerima 

delegasi ulama dari Australia di kantor Kementerian Agama di Jakarta. 

“Lukman mengatakan bahwa setiap orang harus menjadi pribadi yang 

pemaaf dan memaafkan sesuai ajaran agama. Namun, pendekatan agama 

ini tidak bisa digunakan untuk mengintervensi persoalan hukum.” 

"Hukum punya ranah dan cara kerja sendiri. Dalam konteks keagamaan 

semua kita memaafkan," kata dia.  

 

Diagnose Causes.  Menurut Menteri Agama (Menag) menyatakan, 

peredaran narkoba di Indonesia mengakibatkan 50 orang meninggal setiap harinya. 

Hasil diagnose causes ini terdapat pada salah satu paragraph berita di media online 

antaranews.com edisi Rabu,11 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Sebanyak 50 orang, kata dia, meninggal setiap harinya di Indonesia karena 

narkoba. Untuk itu, hukuman mati itu bukan sekedar untuk melindungi 

seorang pribadi manusia tapi lingkup masyarakat umum yang sifatnya lebih 

besar.” 

 

Moral Judgement. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada para bandar 

narkoba merupakan bentuk keseriusan negara Indonesia dalam memberantas zat-

zat berbahaya yang merusak generasi bangsa. Hukuman tersebut tidak 

dimaksudkan hanya untuk melindungi seorang pribadi manusia saja, akan tetapi 

seluruh lingkup masyarakat umum yang lebih besar. Hasil moral judgement ini 

terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi 

Rabu,11 Maret 2015 sebagai berikut: 
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“Menurut menag, hukuman mati untuk bandar narkoba di Indonesia 

merupakan bentuk keseriusan negara dalam memerangi zat-zat berbahaya 

yang merusak generasi bangsa.” 

“Sebanyak 50 orang, kata dia, meninggal setiap harinya di Indonesia karena 

narkoba. Untuk itu, hukuman mati itu bukan sekedar untuk melindungi 

seorang pribadi manusia tapi lingkup masyarakat umum yang sifatnya lebih 

besar.” 

 

Treatment Recommendation. Harapan Menteri Agama agar pemerintah 

dan masyarakat Australia bisa memahami hukum di Indonesia. Selain itu, meski 

tersangka dua Bali Nine asal Australia tersebut dihukum mati, tidak akan 

mengganggu hubungan kedua negara untuk menuju ke arah yang lebih baik. Hasil 

treatment recommendation ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media 

online antaranews.com edisi Rabu,11 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Menag berharap pemerintah dan masyarakat Australia dapat memahami 

hal tersebut. Kedepannya, Lukman menginginkan agar hubungan Indonesia 

dan Australia menuju ke arah yang lebih baik meski beberapa warga 

Australia yang terbukti bersalah menjadi bandar narkoba dieksekusi.” 

"Kami harap Australia bisa memahami. Dua negara ini sudah bersinergi dan 

bekerja sama. Mudah-mudahan kasus ini tidak mengganggu hubungan dua 

negara," kata dia.  

 

Tabel 3.5 

Analisis Berita dengan Judul “Hukuman mati balasan untuk tindak 

kejahatan” 

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Hukuman mati terhadap bandar narkoba 

merupakan balasan terhadap tindak 

kejahatan yang legal dalam hukum 

Indonesia dan diperbolehkan menurut 

agama 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

50 orang meninggal setiap harinya di 

Indonesia karena narkoba 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Hukuman mati bagi bandar narkoba di 

Indonesia merupakan bentuk keseriusan 

Indonesia memerangi narkoba untuk 

melindungi masyarakatnya.  

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Harapan Menteri Agama agar 

pemerintah dan masyarakat Australia 

bisa memahami hukum di Indonesia  
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f. Judul berita: Hukuman mati adalah upaya presiden untuk lindungi rakyat 

Define Problems. Menurut Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 

(Wantimpres) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa proses hukum terhadap 

terpidana mati kasus narkoba duo Bali Nine sudah final. Australia tidak perlu lagi 

mengintervensi pemerintah Indonesia dengan menggulirkan wacana pertukaran 

tahanan. Hasil define problems ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media 

online antaranews.com edisi Jumat,13 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Suharso mengatakan proses hukum terhadap 10 terpidana mati kasus 

narkoba yang bakal dieksekusi, sudah final sehingga sebaiknya tidak 

diintervensi negara lain, termasuk Australia yang menggulirkan wacana 

pertukaran tahanan.” 

 

Diagnose Causes. Dengan total penduduk Indonesia lebih dari 250 juta 

jiwa, peredaran narkoba adalah bentuk ancaman yang sangat serius bagi rakyat 

Indonesia. Hasil diagnose causes ini terdapat pada salah satu paragraf berita di 

media online antaranews.com edisi Jumat,13 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Suharso menegaskan, Australia harus memahami, bagi Indonesia dengan 

total penduduk lebih dari 250 juta jiwa, peredaran narkoba adalah ancaman 

yang serius.” 

 

Moral Judgement. Wantimpres Suharso Monoarfa mengatakan bahwa 

hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba merupakan upaya Presiden Joko 

Widodo untuk melindungi rakyatnya dari bahaya narkoba. Hasil moral judgement 

ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi 

Jumat,13 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa menyebut 

hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba adalah upaya Presiden Jokowi 

dalam melindungi rakyatnya.” 

"Tidak mungkin Presiden gegabah mengambil keputusan menolak grasi, dia 

kepala negara ingin rakyat terlindungi," kata Suharso dalam acara 

silahturahmi DPP PPP hasil Muktamar Surabaya dengan DPP Golkar 

pimpinan Agung Laksono di Jakarta, Jumat.  

 

Treatment Recommendation. Peredaran narkoba memiliki dampak yang 

sangat besar bagi penduduk Indonesia dengan total lebih dari 250 juta jiwa. Maka 

dari itu Wantimpres menegaskan agar Australia memahami keputusan hukum 

Indonesia untuk menghukum mati terpidana kasus narkoba duo Bali Nine asal 
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Australia. Hasil treatment recommendation ini terdapat pada beberapa paragraf 

berita di media online antaranews.com edisi Jumat,13 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Suharso menegaskan, Australia harus memahami, bagi Indonesia dengan 

total penduduk lebih dari 250 juta jiwa, peredaran narkoba adalah ancaman 

yang serius.” 

"Penduduk kita 250 kita jiwa dan tersebar, memangnya penduduk Australia 

berapa sih. Saya bukan mau melecehkan, tapi dampak ke kita besar," kata 

dia.  

 

Tabel 3.6 

Analisis Berita dengan Judul “Hukuman mati adalah upaya presiden untuk 

lindungi rakyat” 

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Proses hukum terhadap terpidana mati 

kasus narkoba sudah final dan tidak 

dapat diintervensi negara lain 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Peredaran narkoba adalah ancaman 

yang serius 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Hukuman mati bagi terpidana kasus 

narkoba adalah upaya Presiden Jokowi 

untuk melindungi rakyatnya 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Australia harus memahami keputusan 

hukum Indonesia untuk menghukum 

mati terpidana kasus narkoba 

 

2. Kategori Tema “Diplomasi Australia terhadap Indonesia” 

a. Judul berita: KJRI Sydney dijaga polisi pasca-insiden pelemparan balon  

Define Problems. Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di 

Sidney mendapatkan aksi pelemparan balon yang berisi cairan berwarna merah 

pada pukul 22.27 (waktu setempat) pada Senin, 2 Maret malam. Pelaku pelemparan 

balon tersebut diduga seorang perempuan. Akibat aksi tersebut kantor KJRI Sidney 

mendapatkan pengawasan dan penjagaan dari pihak kepolisian Australia. Selain 

itu, satu anggota Forensic Service Group mendatangi kantor KJRI dan langsung 

melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP). Hasil define problems ini 

terdapat pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi 

Rabu,4 Maret 2015 sebagai berikut: 
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“Satu anggota `Forensic Service Group` tiba di KJRI pada jam 08.15 dan 

langsung melakukan pemeriksaan TKP (tempat kejadian perkara)."   

“Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney berada 

dalam pengawasan dan penjagaan polisi setempat setelah mengalami 

insiden pelemparan balon berisi cairan merah oleh seseorang yang belum 

diketahui identitasnya.”  

“Menurut Yayan, berdasarkan hasil pemeriksaan pada CCTV kantor KJRI 

di Sydney, diketahui bahwa aksi pelemparan balon dilakukan pada pukul 

22.27 (waktu setempat) Senin (2/3) malam, dan pelakunya diindikasikan 

berjenis kelamin perempuan.” 

"Salah satu balon yang pecah mengeluarkan cairan berwarna merah. Bercak 

cairan merah itu menyerupai darah dan tercecer pada gerbang masuk 

kantor," ujar dia.  

 

Diagnose Causes. Insiden pelemparan balon berisi cairan merah ke kantor 

KJRI Sidney diduga terkait dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap dua 

terpidana mati asal Australia yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. 

Hukuman mati tersebut dijatuhkan karena menyelundupkan dan mengedarkan 

narkoba dalam jumlah besar yang tertangkap di Bali. Selain itu, karena 

permohonan grasi kedua terpidana telah ditolak Presiden Indonesia Joko Widodo 

pada akhir Desember 2015 dan Januari 2015. Hasil diagnose causes ini terdapat 

pada beberapa paragraf berita di media online antaranews.com edisi Rabu,4 Maret 

2015 sebagai berikut: 

“Insiden pelemparan balon berisi cairan merah ke KJRI di Sydney itu 

diduga terkait dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap dua warga 

Australia dalam waktu dekat ini.” 

“Kedua warga Australia itu adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan 

yang merupakan anggota Bali Nine, yaitu kelompok 9 orang penyelundup 

dan pengedar narkoba skala besar yang ditangkap di Bali.” 

“Permohonan grasi keduanya telah ditolak oleh Presiden Joko Widodo pada 

akhir Desember 2014 dan awal Januari 2015.”  

 

Moral Judgement. Menurut Konsul Jenderal RI di Sidney Yayan GH 

Mulyana, insiden pelemparan balon berisi cairan berwarna merah tersebut lebih 

sebagai bentuk gangguan dari warga Australia bukan sebuah aksi teror. Hasil moral 

judgement ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online 

antaranews.com edisi Rabu,4 Maret 2015 sebagai berikut: 
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“Walaupun demikian, Yayan menilai insiden pelemparan balon ke kantor 

KJRI Sydney itu lebih sebagai suatu gangguan dan bukanlah teror.” 

"Untuk pernyataan resmi sudah disampaikan Kementerian Luar Negeri RI. 

Namun, terkait kejadian ini mungkin lebih tepat dikatakan sebagai 

gangguan bukan teror," tutur dia. 

 

Treatment Recommendation. Pihak KJRI Sidney menyampaikan imbauan 

seluruh staf KJRI dan seluruh warga negara Indonesia (WNI) di wilayah kerja New 

South Wales, Brisbane dan South Australia untuk tetap tenang, waspada dan 

berhati-hati. Masyarakat Indonesia di Australia diharapkan untuk saling menjaga 

dan berkoordinasi sambil tetap melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Hasil 

treatment recommendation ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media 

online antaranews.com edisi Rabu,4 Maret 2015 sebagai berikut: 

"Kami terus melakukan konsolidasi dengan seluruh staf untuk tetap hati-

hati, waspada dan saling menjaga seraya tetap melaksanakan tugas 

keseharian, termasuk pelayanan keimigrasian, tugas kekonsuleran dan 

kemasyarakatan," lanjut Yayan.  

“Selain itu, pihak KJRI Sydney juga telah menyampaikan imbauan kepada 

seluruh warga negara Indonesia (WNI) di wilayah kerja New South Wales, 

Brisbane dan South Australia untuk tetap tenang dan terus berhati-hati.” 

"Kami mengimbau masyarakat Indonesia di Australia untuk saling menjaga 

dan berkoordinasi sambil tetap melaksanakan kegiatan rutinnya masing-

masing," kata Yayan. 

 

Tabel 3.7 

Analisis Berita dengan Judul “KJRI Sydney dijaga polisi pasca-insiden 

pelemparan balon” 

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Kantor Konsulat Jenderal Republik 

Indonesia (KJRI) di Sidney 

mendapatkan aksi pelemparan balon 

yang berisi cairan berwarna merah pada 

pukul 22.27 (waktu setempat) pada 

Senin, 2 Maret malam  

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Insiden pelemparan balon diduga terkait 

pelaksanaan eksekusi mati dua warga 

Australia dan permohonan grasi yang 

diajukan keduanya ditolak oleh 

Presiden Joko Widodo 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Insiden pelemparan balon lebih sebagai 

bentuk gangguan bukan teror 
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Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Pihak KJRI Sidney menghimbau 

kepada seluruh staf KJRI dan seluruh 

WNI di Australia untuk tetap tenang, 

waspada dan berhati-hati dan saling 

menjaga sambil melaksanakan kegiatan 

sehari-harinya  

 

b. Judul berita: Hikmahanto: tawaran pertukaran tahanan Australia janggal  

Define Problems. Menurut pengamat Hukum Internasional dari Universitas 

Indonesia Hikmahanto Juwana menilai bahwa tawaran yang diajukan Menlu 

Australia Julie Bishop untuk melakukan pertukaran tahanan sebagai suatu yang 

janggal dalam sistem hukum Internasional. Tawaran pertukaran tahanan tersebut 

juga dianggap membodohi pemerintah Indonesia jika Indonesia menerimanya. 

Hasil define problems ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online 

antaranews.com edisi Kamis,5 Maret 2015 sebagai berikut: 

"Tawaran Pemerintah Australia ini sangat janggal dalam hukum 

internasional dan cenderung membodohi pemerintah Indonesia bila 

menerima tawaran tersebut," kata Hikmahanto Juwana di Jakarta, Kamis. 

 

Diagnose Causes. Untuk membebaskan dua warga negaranya yang menjadi 

terpidana mati kasus peredaran narkoba skala besar di Bali, Menlu Australia Julie 

Bishop menawarkan pertukaran tahanan kepada pemerintah Indonesia. Menlu Julie 

Bishop menghubungi Menlu Indonesia Retno LP Marsudi untuk menyampaikan 

bahwa Australia bersedia menukarkan tiga WNI yang ditahan di Australia karena 

kasus narkoba dengan dua warga Australia yang akan menjalani hukuman mati atas 

kasus penyelundupan narkoba. Hasil diagnose causes ini terdapat pada beberapa 

paragraf berita di media online antaranews.com edisi Kamis,5 Maret 2015 sebagai 

berikut: 

“Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Julie 

Bishop telah menghubungi Menlu RI Retno LP Marsudi untuk 

menyampaikan bahwa Australia bersedia menukarkan tiga WNI yang 

ditahan di Negeri Kangguru itu karena kasus narkoba dengan dua warga 

Australia yang akan menjalani hukuman mati atas kasus penyelundupan 

narkoba skala besar.” 

“Sebelumnya, Pemerintah Australia dikabarkan menawarkan pertukaran 

tahanan kepada Pemerintah Indonesia untuk bisa membebaskan dua 
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warganya yang menjadi terpidana mati kasus peredaran narkoba skala 

besar di Bali.”  

 

Moral Judgement. Kementerian Luar Negeri RI mengisyaratkan penolakan 

terhadap tawaran pertukaran tahanan yang diajukan Australia. Dalam aturan hukum 

dan Undang-Undang di Indonesia tidak mengenal sistem pertukaran tahanan. Hasil 

moral judgement ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online 

antaranews.com edisi Kamis,5 Maret 2015 sebagai berikut:  

"Ibu Menlu (Retno LP Marsudi) menyampaikan (kepada Menlu Australia 

Julie Bishop) bahwa pertukaran tahanan tidak dikenal dalam aturan hukum 

atau undang-undang di Indonesia, maka tawaran itu tidak bisa 

direalisasikan," kata Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir. 

 

Treatment Recommendation. Menurut pengamat Hukum Internasional 

Hikmahanto berharap pemerintah Australia menghormati kedaulatan hukum 

Indonesia dalam penegakan hukum terhadap warga Australia yang melakukan 

kejahatan di Indonesia. Seperti halnya Indonesia yang juga menghormati 

kedaulatan Australia melakukan penegakan hukum terhadap WNI yang melakukan 

kejahatan di sana. Selain itu, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI 

Arrmanatha Nasir bahwa pemerintah Australia boleh saja mengupayakan 

perlindungan untuk kedua warga negaranya. Namun hal tersebut harus sesuai 

dengan sistem hukum di Indonesia dan etika diplomatik. Hasil treatment 

recommendation ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online 

antaranews.com edisi Kamis,5 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Dia berpendapat, Pemerintah Indonesia menghormati kedaulatan Australia 

melakukan penegakan hukum terhadap WNI yang melakukan kejahatan di 

sana, dan sebaliknya Indonesia tentu berharap pemerintah Australia 

menghormati kedaulatan Indonesia dalam penegakan hukum terhadap 

warga Australia yang melakukan kejahatan di Indonesia.” 

“Pemerintah Australia boleh mengerahkan berbagai upaya untuk 

melindungi warganya di Indonesia, namun hal itu harus dilakukan sesuai 

dengan sistem hukum di Indonesia dan etika diplomatik, kata dia.”  
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Tabel 3.8 

Analisis Berita dengan Judul “Hikmahanto: tawaran pertukaran tahanan 

Australia janggal”  

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Tawaran yang diajukan Menlu Australia 

untuk melakukan pertukaran tahanan 

sebagai suatu hal yang janggal dalam 

sistem hukum Internasional 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Untuk membebaskan dua warga 

negaranya yang menjadi terpidana mati 

kasus peredaran narkoba skala besar di 

Bali, Menlu Australia Julie Bishop 

menawarkan pertukaran tahanan kepada 

pemerintah Indonesia  

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Indonesia mengisyaratkan penolakan 

tawaran pertukaran tahanan, karena 

dalam aturan hukum dan Undang-

Undang di Indonesia tidak mengenal 

sistem pertukaran tahanan 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Pemerintah Australia boleh saja 

mengupayakan perlidungan terhadap 

dua warga negaranya, namum hal 

tersebut harus dilakukan sesuai dengan 

sistem hukum dan etika politik di 

Indonesia 

 

c. Judul berita: Senator Australia lobi PBNU soal hukuman mati  

Define Problems. Anggota Senat Australia Nick Xenophon mendatangi 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk meminta dukungan agar hukuman 

mati terhadap dua warganya ditunda. Menurut Senat Australia penundaan hukuman 

mati tersebut agar ke depannya bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat 

Australia bahwa narkoba membawa bahaya yang sangat besar. Pihak Australia 

bersama Imam Masjid Afghan, Adelaide, Australia yakni Syekh Kafrawi ingin 

mengetuk hati PBNU sebagai organisasi umat Islam terbesar di Indonesia untuk 

membantu memberikan pengampunan kepada dua warganya yang mendapatkan 

hukuman mati. Iman masjid menganggap Islam adalah agama rahmat yang 

mengedepankan pengampunan. Hasil define problems ini terdapat pada beberapa 
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paragraf berita di media online antaranews.com edisi Selasa,10 Maret 2015 sebagai 

berikut: 

“Anggota Senat Australia Nick Xenophon mendatangi Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Selasa, meminta dukungan agar 

hukuman mati terhadap dua warga negaranya ditunda.” 

"Kami sadar bahwa pemberlakuan hukuman mati ini hak Pemerintah 

Indonesia. Oleh karena itu, kami tidak meminta dibatalkan, tapi mohon 

untuk ditunda, agar ke depan juga bisa menjadi pembelajaran bagi 

masyarakat Australia bahwa narkoba membawa bahaya yang sangat besar," 

kata Syekh Kafrawi. 

"Jadi, kami ingin mengetuk hati PBNU sebagai organisasi umat Islam 

terbesar di Indonesia dan juga umat agama lain di sini, termasuk 

Pemerintah Indonesia, bahwa Andrew Chan dan Myuran Sukumaran sudah 

menunjukkan keinginan bertobat yang kuat. Islam adalah agama rahmat, 

mengedepankan pengampunan, maka sudah sewajarnya dua warga 

Australia itu mendapatkan pengampunan," tambah Kafrawi.  

 

Diagnose Causes. Pihak Australia khawatir jika hukuman mati tetap 

dilaksanakan terhadap dua terpidana mati asal Australia akan menimbulkan 

permusuhan antara Australia dan Indonesia. Selain itu, dua terpidana mati Andrew 

Chan dan Myuran Sukumaran telah menunjukkan keinginan bertobat yang kuat 

sehingga pihak Australia merasa keduanya sudah sewajarnya mendapatkan 

pengampunan. Hasil diagnose causes ini terdapat pada salah satu paragraf berita di 

media online antaranews.com edisi Selasa,10 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Lebih lanjut Kafrawi mengatakan, pihaknya khawatir jika hukuman mati 

tetap diberlakukan terhadap dua terpidana mati dalam kasus penyelundupan 

narkoba yang dikenal sebagai kasus "Bali Nine" itu, maka yang terjadi 

adalah permusuhan antara Australia dan Indonesia.” 

 

Moral Judgement. Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud 

menegaskan bahwa PBNU tetap mendukung hukuman mati terhadap pengedar dan 

bandar narkoba. Menurut Marsudi tidak semua hukuman mati di dukung PBNU, 

namun narkoba itu beda. Narkoba sudah membunuh 50 orang di Indonesia setiap 

harinya. Hasil moral judgement ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media 

online antaranews.com edisi Selasa,10 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Menjawab keinginan yang disampaikan delegasi Australia, Sekretaris 

Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud menegaskan sikap PBNU mendukung 

hukuman mati terhadap pengedar dan bandar narkoba.” 
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"Tidak semua hukuman mati kami dukung. Ketika Pemerintah Mesir akan 

mengeksekusi mati tahanan politik, kami bersurat ke PBB agar bisa 

menghentikan itu. Tapi kalau narkoba beda, karena narkoba sudah 

membunuh 50 orang di Indonesia setiap harinya," kata Marsudi. 

  

Treatment Recommendation. Anggota Senat Australia Nick Xenophon 

menyatakan bisa menerima sikap PBNU terkait rencana hukuman mati terhadap 

terpidana mati asal Australia. Senat Australia tersebut juga mengaku tak bisa 

mengintervensi hukum yang diterapkan di Indonesia. Namun Australia tetap 

berharap hukuman mati bagi kedua warga negaranya mendapatkan penangguhan. 

Hasil treatment recommendation ini terdapat pada salah satu paragraf berita di 

media online antaranews.com edisi Selasa,10 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Nick Xenophon menyatakan bisa menerima sikap PBNU terkait rencana 

hukuman mati terhadap Andrew dan Myuran. Meski tetap berharap 

hukuman mati ditangguhkan, senator independen dari Australia Selatan 

(South Australia) itu mengaku tak bisa mengintervensi hukum yang 

diterapkan di Indonesia.” 

 

Tabel 3.9 

Analisis Berita dengan Judul “Senator Australia lobi PBNU soal hukuman 

mati”  

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Kedatangan anggota Senat Australia ke 

PBNU Indonesia untuk meminta 

dukungan agar hukuman mati terhadap 

dua warga negaranya ditunda 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Timbulnya permusuhan antara Australia 

dan Indonesia jika pemerintah Indonesia 

tetap memberlakukan hukuman mati 

bagi dua terpidana kasus narkoba asal 

Australia 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

PBNU tetap mendukung hukuman mati 

terhadap pengedar dan bandar narkoba, 

karena narkoba sudah membunuh 50 

orang di Indonesia setiap harinya 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Senat Australia menerima sikap PBNU 

terkait rencana hukuman mati terhadap 

dua terpidana asal Australia. Namun 

tetap berharap hukuman mati tersebut 

ditangguhkan pemerintah Indonesia 
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d. Judul berita: Wapres: universitas Australia tak pantas beri beasiswa "Bali nine"  

Define Problems. Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengatakan 

perguruan tinggi Australia tidak pantas memberikan beasiswa sarjana kepada 

warga Negara Indonesia dengan menggunakan nama terpidana mati kasus narkoba 

yakni Bali Nine. Hasil define problems ini terdapat pada salah satu paragraf berita 

di media online antaranews.com edisi Senin, 4 Mei 2015 sebagai berikut: 

"Tentu kurang pantas, orang yang melaksanakan kejahatan di Indonesia 

diberi nama untuk beasiswa. Apalagi karena yang dihukum mati itu karena 

kejahatan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin. 

 

Diagnose Causes. Pemberitan beasiswa dengan nama beasiswa “Bali Nine” 

sebagai bentuk protes Australian Catholic University atas eksekusi mati terhadap 

dua terpidana asal Australia Anderew Chan dan Myuran Sukumaran. Beasiswa 

tersebut diberikan kepada dua orang pelajar dari Indonesia untuk menempuh studi 

sarjana jurusan apapun di kampus ACU. Universitas Katolik Australia merupakan 

universitas yang mengkampanyekan budaya hidup, oleh karena itu sangat 

menentang hukuman mati. Hasil diagnose causes ini terdapat pada beberapa 

paragraf berita di media online antaranews.com edisi Senin, 4 Mei 2015 sebagai 

berikut: 

“Sebagai bentuk protes atas eksekusi mati terhadap terpidana kasus 

peredaran narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, salah satu 

universitas negeri di Australia memberikan beasiswa yang khusus 

diperuntukkan bagi dua WNI.” 

"Sebagai universitas Katolik yang mengkampanyekan budaya hidup, kami 

menentang hukuman mati. Ini sebagai pengingat nasib Chan dan 

Sukumaran, maka ACU akan meluncurkan dua beasiswa bagi pelajar dari 

Indonesia untuk menempuh studi sarjana di jurusan apa pun di Kampus 

ACU," kata Craven.  

 

Moral Judgement. Menurut Wapres Jusuf Kalla pemberian beasiswa 

dengan nama “Bali Nine” dinilai tidak pantas. Penganugerahan beasiswa 

seharusnya menggunakan nama tokoh-tokoh terhormat seperti ilmuan atau 

pahlawan Australia, bukan dengan nama kasus kriminal apalagi kejahatan di 

Indonesia. Hasil moral judgement ini terdapat pada salah satu paragraf berita di 

media online antaranews.com edisi Senin, 4 Mei 2015 sebagai berikut: 
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"Kalau orang-orangnya terhormat, katakanlah ilmuwan atau pahlawan 

Australia, pasti Indonesia setuju. Tapi kalau nama (pelaku) kriminal jadi 

beasiswa, tentu kurang pantas," kata Wapres. 

 

Treatment Recommendation. Saat ini permasalahan narkoba di Indonesia 

sangat mengkhawatirkan dan Indonesia sedang berupaya untuk memberantas 

peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut. Menurut hasil penelitian BNN 

dan Puslitkes UI, angka prevalensi penyalahguna narkoba meningkat setiap 

tahunnya. Sekitar 40-50 orang meninggal setiap harinya akibat penyalahgunaan 

narkoba. Hasil treatment recommendation ini terdapat pada beberapa paragraf 

berita di media online antaranews.com edisi Senin, 4 Mei 2015 sebagai berikut: 

“Permasalahan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan 

Indonesia sedang berupaya untuk memeranginya.” 

“Berdasarkan data hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) 

bersama Puslitkes Universitas Indonesia menunjukan bahwa angka 

prevalensi penyalah guna Narkoba kian meningkat dari tahun ke tahun.” 

“Saat ini terdapat sekitar 40-50 orang meninggal setiap harinya karena 

Narkoba.”  

 

Tabel 3.10 

Analisis Berita dengan Judul “Wapres: universitas Australia tak pantas beri 

beasiswa "Bali nine"” 

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Perguruan tinggi Australia tidak pantas 

memberikan beasiswa sarjana kepada 

Warga Negara Indonesia dengan 

menggunakan nama kasus terpidana 

mati narkotika 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Bentuk protes Australian Catholic 

University atas eksekusi mati terhadap 

dua terpidana asal Australia Anderew 

Chan dan Myuran Sukumaran 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Penganugerahan beasiswa seharusnya 

menggunakan nama tokoh terhormat, 

bukan nama kasus kriminal apalagi 

kasus kejahatan di Indonesia  

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Permasalahan narkoba di Indonesia 

sangat mengkhawatirkan dan Indonesia 

sedang berupaya untuk memberantas 

peredaran dan penyalahgunaan narkoba 
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B. Temuan Analisis Berita Radioaustralia.net.au 

1. Kategori Tema “Penonjolan Ketegasan Hukuman Mati terhadap Duo Bali Nine” 

a. Judul berita: Gugatan Penolakan Grasi Bali Nine Ditolak PTUN Indonesia 

Define Problems. Presiden Indonesia Joko Widodo menolak memberikan 

permohonan pengampunan bagi dua warga Australia, Andrew Chan dan Myuran 

Sukumaran yang tengah dijadwalkan untuk menjalani eksekusi mati. Menurut 

kedua terpidana mati, Presiden Joko Widodo tidak memberikan pertimbangan yang 

semestinya kepada mereka ketika memproses permohonan keringanan hukuman 

mati atau grasi. Akibat penolakan grasi dari Presiden Joko Widodo, kedua 

terpidana melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan penolakan grasi oleh 

Presiden dan meminta PTUN Indonesia untuk menyidangkan kasus ini. Hasil 

define problems ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online 

radioaustralia.net.au edisi Senin, 6 April 2015 sebagai berikut: 

“Joko Widodo secara kontroversial telah menolak memberikan 

pengampunan kepada dua warga Australia, yang tengah dijadwalkan akan 

menghadapi regu tembak untuk menjalani eksekusi mati mereka di Pulau 

Nusakambangan.” 

“Chan dan Sukumaran berargumen Presiden Joko Widodo tidak 

memberikan pertimbangan yang semestinya ketika memproses 

permohonan keringanan hukuman atau grasi mereka.” 

“Selama persidangan gugatan ini, seorang pakar hukum dihadirkan sebagai 

saksi ahli dari pihak penggugat untuk berusaha meyakinka pengadilan 

bahwa keputusan Presiden Joko Widodo menolak grasi tersebut bisa 

digugat dan PTUN berwenang menyidangkan kasus ini.” 

 

Diagones Causes. Dua terpidana mati asal Australia Andrew Chan dan 

Myuran Sukumaran divonis hukuman mati oleh pengadilan Indonesia karena 

terbukti menjadi otak dari upaya penyelundupan heroin dari Indonesia menuju 

Australia. Hasil diagnose causes ini terdapat pada salah satu paragraf berita di 

media online radioaustralia.net.au edisi Senin, 6 April 2015 sebagai berikut 

dibawah ini: 

“Pasangan ini divonis hukuman mati pada tahun 2005 karena terbukti 

menjadi otak dari upaya penyelundupan heroin dari Indonesia menuju 

Australia.” 
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Moral Judgement. Menurut tim legal Presiden, kekuasaan Presiden untuk 

menolak permohonan grasi kedua terpidana mati kasus narkoba tidak dapat 

diganggu gugat oleh siapapun dan pengadilan tidak berwenang mengadili kasus 

tersebut. Selain itu, ketiga hakim PTUN Indonesia mengatakan dalam UU 

Indonesia memang terdapat pasal pengampunan namun bukan kewenangan mereka 

untuk mengadili gugatan penolakan grasi yang dilakukan oleh Presiden. Menurut 

pengadilan, PTUN hanya mengadili kasus-kasus yang terkait dengan regulasi yang 

diciptakan parlemen atau pemerintah. Hasil moral judgement ini terdapat pada 

beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Senin, 6 April 

2015 sebagai berikut: 

“Hari ini ketiga hakim dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Indonesia menyatakan pasal pengampunan memang diatur dalam UU 

Indonesia namun bukan dibawah payung hukum administrasi sehingga 

ketiga hakim menganggap mereka tidak memiliki kewenangan untuk 

mengadili gugatan mereka.” 

“Pengadilan juga mengatakan mereka hanya mengadili kasus-kasus yang 

terkait dengan regulasi yang diciptakan parlemen atau pemerintah.” 

“Meski demikian, tim legal Presiden berpendapat kekuasaan Presiden untuk 

memberikan pengampunan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan 

pengadilan tidak berwenang mengadili kasus ini.” 

 

Treatment Recommendation. Meskipun pengadilan telah menyatakan 

menolak permohonan grasi dua warga Australia tersebut, tidak berarti keduanya 

langsung  menjalani eksekusi mati. Pemerintah Indonesia masih menunggu 

selesainya proses hukum yang belum pasti dari seluruh terpidana mati yang ada 

dalam daftar eksekusi bersama pasangan Bali Nine. Hasil treatment 

Recommendation ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online 

radioaustralia.net.au edisi Senin, 6 April 2015 sebagai berikut: 

“Meski pengadilan telah menyatakan menolak gugatan Chan dan 

Sukumaran namun tidak berarti keduanya akan langsung menjalani 

eksekusi mati mareka.” 

“Kedua terpidana mati ini hingga sekarang masih menunggu jadwal 

eksekusi mati mereka di Pulau Nusakambangan, tapi pemerintah Indonesia 

masih menunggu rampungnya upaya hukum dari seluruh terpidana mati 

yang ada didalam daftar eksekusi bersama pasangan Bali Nine ini.”  

“Tidak dapat dipastikan berapa lama upaya hukum tersebut berlangsung.” 
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Tabel 3.11 

Analisis Berita dengan Judul “Gugatan Penolakan Grasi Bali Nine Ditolak 

PTUN Indonesia” 

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Presiden Indonesia Joko Widodo secara 

kontroversial menolak memberikan 

permohonan pengampunan bagi dua 

terpidana kasus narkoba asal Australia. 

Penolakan tersebut menimbulkan 

gugatan dari pihak terpidana Chan dan 

Sukumaran kepada PTUN Indonesia 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Dua warga Australia divonis hukuman 

mati oleh pemerintah Indonesia karena 

terbukti menjadi otak dari upaya 

penyelundupan heroin dari Indonesia 

menuju Australia 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

PTUN Indonesia tidak memiliki 

kewenangan untuk mengadili gugatan 

terpidana atas penolakan Presiden, 

meskipun dalam UU Indonesia terdapat 

pasal pengampunan. PTUN hanya 

berwenang mengadili kasus-kasus 

regulasi yang diciptakan parlemen dan 

pemerintah 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Pengadilan tidak akan langsung 

menjalani eksekusi mati, meskipun 

telah menyatakan menolak gugatan 

terpidana mati asal Australia.  

 

b. Judul berita: Kalah di PTUN, Bali Nine akan Ajukan Gugatan ke MK 

Define Problems. Menurut Jaksa Agung Indonesia, pengajuan banding 

yang akan dilakukan oleh dua terpidana mati asal Australia ke Mahkamah 

Konstitusi sia-sia. Hal tersebut tidak akan menghentikan eksekusi mati keduanya 

yang tengah dijadwalkan oleh pemerintah Indonesia. Hasil define problems ini 

terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi 

Selasa, 7 April 2015 sebagai berikut: 

“Jaksa Agung Indonesia mengatakan banding yang akan dilakukan oleh dua 

terpidana mati Australia ke Mahkamah Konstitusi tidak akan menghentikan 

eksekusi mati mereka.”  
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Diagnose Causes. PTUN menolak mengadili gugatan penolakan grasi oleh 

Presiden Joko Widodo yang diajukan terpidana mati duo Bali Nine. Kini dua 

terpidana asal Australia melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan atas vonis 

hukuman mati mereka ke Mahkamah Konstitusi untuk mempertanyakan 

kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan atau grasi. Hasil diagnose 

causes ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online 

radioaustralia.net.au edisi Selasa, 7 April 2015 sebagai berikut: 

“Setelah gugatan penolakan grasi mereka dikalahkan oleh PTUN kemarin 

(6/4), kini duo Bali Nine ini akan kembali mengajukan gugatan atas vonis 

mati mereka lebih lanjut ke Mahkamah Konstitusi.” 

“Kini kuasa hukum duo Bali Nine ini bertekad akan mengajukan gugatan 

ke Mahkamah Konstitusi untuk mempertanyakan kewenangan Presiden 

dalam memberikan pengampunan atau grasi.” 

 

Moral Judgement. Menurut jaksa Agung Indonesia Muhammad Prasetyo, 

gugatan yang akan diajukan kedua terpidana mati asal Australia ke Mahkamah 

Konstitusi hanya akan berlaku bagi kasus serupa di masa depan. Hal tersebut 

diakrenakan upaya hukum yang bisa dilakukan kedua terpidana mati asal Australia 

telah habis. Hasil moral judgement ini terdapat pada salah satu paragraf berita di 

media online radioaustralia.net.au edisi Selasa, 7 April 2015 sebagai berikut: 

“Menurutnya upaya hukum yang bisa dilakukan kedua terpidana mati 

warga Australia ini telah habis, karenanya gugatan yang akan mereka 

ajukan ke MK hanya akan berlaku bagi kasus serupa di masa depan.” 

 

Treatment Recommendation. Gugatan yang akan diajukan dua terpidana 

mati asal Australia ke Mahkamah Konstitusi atas penolakan grasi oleh Presiden 

Joko Widodo tidak akan menghentikan eksekusi mati keduanya. Hasil treatment 

recommendation ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online 

radioaustralia.net.au edisi Selasa, 7 April 2015 sebagai berikut: 

“Namun Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo mengatakan gugatan ke MK 

itu tidak akan menghentikan mereka dari eksekusi mati.”  
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Tabel 3.12 

Analisis Berita dengan Judul “Kalah di PTUN, Bali Nine akan Ajukan 

Gugatan ke MK” 

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Pengajuan banding yang akan dilakukan 

oleh dua terpidana mati asal Australia 

ke Mahkamah Konstitusi akan sia-sia  

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

PTUN Indonesia menolak untuk 

menyidangkan gugatan penolakan grasi 

oleh Presiden yang diajukan dua 

terpidana asal Australia  

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Upaya hukum kedua terpidana mati asal 

Australia telah habis sehingga gugatan 

yang diajukan ke MK hanya akan 

berlaku bagi kasus serupa di masa 

depan  

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Gugatan yang akan dilakukan oleh dua 

terpidana mati asal Australia ke 

Mahkamah Konstitusi tidak akan 

menghentikan eksekusi mati 

 

c. Judul berita: Jaksa Agung Indonesia Tolak Temui Pengacara Duo Bali Nine 

Define Problems. Jaksa Agung Indonesia dinilai kurang menghormati 

proses hukum yang tengah ditempuh oleh dua terpidana mati asal Australia 

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Menurut kuasa hukum dua terpidana mati 

asal Australia, Jaksa Agung Indonesia tidak punya waktu untuk bertemu 

mendengarkan permohonan penundaan eksekusi mati bagi Chan dan Sukumaran. 

Hasil define problems ini terdapat pada beberapa paragraf berita Hasil moral 

judgement ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online 

radioaustralia.net.au edisi Kamis, 16 April 2015 sebagai berikut: 

 “Pengacara Andrew Chan dan Myuran Sukumaran mengatakan Jaksa 

Agung Indonesia tidak punya waktu untuk bertemu dengan mereka untuk 

mendengarkan permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi mati klien 

mereka.” 

“Kuasa hukum duo Bali Nine, Todung Mulya Lubis mengatakan Jaksa 

Agung Muhammad Prasetyo harus menghormati proses hukum yang 

tengah ditempuh kliennya.” 

“Lubis mengatakan mereka telah berusaha untuk meminta waktu untuk 

bertemu dengan Jaksa Agung namun dikatakan dirinya tidak punya waktu.” 
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Diagnose Causes. Kuasa hukum Chan dan Sukumaran berharap bahwa 

kewenangan yang dimiliki Presiden Indonesia Joko Widodo untuk memberikan 

pengampunan dipertanyakan dan tugasnya untuk memberikan pertimbangan 

pengampunan dapat dipertegas. Untuk itu kuasa hukum Chan dan Sukumaran 

melakukan banding dengan mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi 

atas penolakan pengampunan oleh Presiden Joko Widodo. Hasil diagnose causes 

ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au 

edisi Kamis, 16 April 2015 sebagai berikut: 

“Seperti diketahui kuasa hukum Chan dan Sukumaran telah mendaftarkan 

gugatan baru mereka ke Mahkamah Konstitusi, berharap kewenangan 

Presiden Indonesia Joko Widodo untuk memberikan pengampunan 

dipertanyakan dan tugasnya untuk memberikan pertimbangan 

pengampunan dipertegas.” 

 

Moral Judgement. Jaksa Agung Indonesia Muhammad Prasetyo 

menegaskan upaya gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum dari dua terpidana 

asal Australia tidak akan menghentikan rencana eksekusi mati bagi kedua pasangan 

itu. Hasil moral judgement ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media 

online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 16 April 2015 sebagai berikut: 

“Namun Prasetyo bersikeras kasus ini tidak akan menghentikan kedua 

pasangan itu dari rencana pelaksanaan eksekusi mati.” 

 

Treatment Recommendation. Pemerintah Indonesia tetap akan 

mengeksekusi dua terpidana mati asal Australia Andrew Chan dan Myuran 

Sukumaran. Namun pelaksaan eksekusi masih menunggu semua yang tercantum 

dalam daftar eksekusi mati menggunakan semua cara hukumnya sampai batas 

waktu yang tidak diketahui pasti. Langkah hukum terakhir diberikan kepada para 

terpidana mati setelah pemerintah Indonesia mendapatkan banyak tekanan dari 

dunia Internasional. Hasil treatment recommendation ini terdapat pada beberapa 

paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 16 April 2015 

sebagai berikut: 

“Dua di antara 10 narapidana narkoba ini sekarang tengah menunggu 

pelaksanaan eksekusi mati mereka di Nusakambangan, namun Pemerintah 

Indonesia sedang menunggu semua yang tercantum dalam daftar giliran 

untuk dieksekusi mati ini menggunakan semua cara hukum mereka”   
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“Berapa lama waktu yang diperlukan tidak diketahui pasti. Sejumlah 

terpidana sedang memasukan upaya banding mereka ke Mahkamah Agung 

yang bisa memakan waktu berminggu-minggu sebelum diputuskan perkara 

bandingnya.”  

“Pemerintah Indonesia awalnya berencana melaksanakan eksekusi mati 

mereka pada Bulan Februari lalu, namun karena banyaknya tekanan dari 

dunia internasional, Indonesia sepakat untuk memberikan waktu bagi para 

terpidana mati itu untuk melakukan langkah hukum terakhir mereka.” 

 

Table 3.13 

Analisis Berita dengan Judul “Jaksa Agung Indonesia Tolak Temui 

Pengacara Duo Bali Nine” 

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Jaksa Agung Indonesia dinilai kurang 

menghormati proses hukum yang 

tengah ditempuh oleh dua terpidana 

mati asal Australia karena tidak 

memiliki waktu untuk bertemu dengan 

kuasa hukum Chan dan Sukumaran 

terkait permohonan penundaan eksekusi 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Kuasa hukum Chan dan Sukumaran 

mengajukan gugatan terkait penolakan 

grasinya oleh Presiden Indonesia ke 

Mahkamah Konstitusi 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Jaksa Agung Indonesia menegaskan 

upaya gugatan yang diajukan oleh 

kuasa hukum dua terpidana mati asal 

Australia tidak akan menghentikan 

rencana pelaksanaan eksekusi mati 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Pemerintah Indonesia tetap akan 

mengeksekusi dua terpidana mati asal 

Australia Andrew Chan dan Myuran 

Sukumaran 

 

d. Judul berita: Menlu Australia Terima Surat Kepastian Eksekusi Duo Bali Nine  

Define Problems. Pemerintah Indonesia telah mengirimkan surat kepada 

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop bahwa terpidana mati duo Bali Nine 

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran akan tetap melaksanakan eksekusi mati. 

Presiden Indonesia Joko Widodo tidak akan berubah pikiran dan memberikan 

pengampunan kepada kedua terpidana kasus penyelundupan narkoba. Hasil define 
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problems ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online 

radioaustralia.net.au edisi Selasa, 28 April 2015 sebagai berikut: 

“Menteri Luar Negeri Julie Bishop menyatakan telah menerima surat dari 

Indonesia yang memastikan akan tetap melaksanakan eksekusi terpidana 

mati duo Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.” 

“Berbicara kepada media lokal, Selasa (28/4/2015) pagi, Menlu Bishop 

menjelaskan dalam surat itu pihak Indonesia tidak memberi indikasi 

apapun bahwa Presiden Jokowi akan berubah pikiran dan memberikan 

pengampunan kepada kedua terpidana.” 

“Mereka tidak memberi indikasi bahwa Presiden (Joko) Widodo akan 

berubah pikiran," kata Menlu Bishop seperti dikutip Nine Network. 

 

Diagnose Causes. Pemerintah Indonesia melakukan pemberitahuan resmi 

kepada para terpidana mati mengenai pelaksaan eksekusi pada hari Sabtu, 25 April 

2015. Hal tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan eksekusi bagi duo Bali Nine 

dan terpidana mati lainnya diperkirakan pada hari Rabu, 29 April 2015 dini hari. 

Hasil diagnose causes ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online 

radioaustralia.net.au edisi Selasa, 28 April 2015 sebagai berikut: 

“Sejumlah indikasi dari pihak berwenang di Indonesia menunjukkan bahwa 

pelaksanaan eksekusi dua Bali Nine bersama terpidana mati lainnya bisa 

dilakukan terhitung mulai Rabu (29/4/2015) dinihari.”  

“Hal ini mengingat pemberitahuan resmi mengenai pelaksanaan eksekusi 

telah disampaikan kepada para terpidana mati pada Sabtu 25 April 2015.”  

  

Moral Judgement. Menurut Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, 

pemerintah Indonesia telah berhasil mencapai apa yang diidamkan oleh berbagai 

negara lain yakni merehabilitasi para penjahat narkoba. Hasil moral judgement ini 

terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi 

Selasa, 28 April 2015 sebagai berikut: 

“Menlu Bishop menyatakan Indonesia telah berhasil mencapai apa yang 

diidamkan oleh berbagai negara lain yaitu merehabilitasi para penjahat 

narkoba.” 

 

Treatment Recommendation. Menlu Australia menegaskan bahwa 

Australia hanya meminta pemerintah Indonesia melakukan apa yang mereka 

sendiri akan minta kepada negara lain terkait warga Indonesia yang terancam 

hukuman mati termasuk dalam kasus narkoba. Di pihak lain, pemimpin partai 

Greens Christine Milne menyatakan posisi internasional Indonesia akan 
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terpengaruh jika tetap menjalankan hukuman mati. Hasil treatment 

recommendation ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online 

radioaustralia.net.au edisi Selasa, 28 April 2015 sebagai berikut: 

"Kami tidak meminta Pemerintah Indonesia selain melakukan apa yang 

mereka sendiri akan minta kepada negara lain terkait warga Indonesia yang 

terancam hukuman mati termasuk dalam kasus narkoba," katanya. 

“Sementara Pemimpin Partai Greens Christine Milne menyatakan posisi 

internasional Indonesia akan terpengaruh jika tetap menjalankan 

pelaksanaan hukuman mati ini.” 

 

Table 3.14 

Analisis Berita dengan Judul “Menlu Australia Terima Surat Kepastian 

Eksekusi Duo Bali Nine” 

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Presiden Indonesia Joko Widodo tidak 

akan memberikan pengampunan dan 

telah mengirimkan surat kepada Menlu 

Australia Julie Bishop bahwa terpidana 

mati duo Bali Nine akan tetap 

melaksanakan eksekusi mati 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Pelaksaan eksekusi telah disampaikan 

kepada para terpidana mati pada Sabtu, 

25 April 2015 yang menunjukan bahwa 

pelaksanaan eksekusi diperkirakan pada 

Rabu, 29 April 2015 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Indonesia telah berhasil merehabilitasi 

para penjahat narkoba 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Australia hanya meminta pemerintah 

Indonesia melakukan apa yang mereka 

sendiri akan minta kepada negara lain 

terkait warga Indonesia yang terancam 

hukuman mati termasuk dalam kasus 

narkoba 

 

2. Kategori Tema “Diplomasi Australia terhadap Indonesia” 

a. Judul berita: Menlu Australia Tetap Berharap Eksekusi Chan dan Sukumaran 

Dibatalkan 

Define Problems. Harapan Menteri Luar Negeri Australia dan pemimpin 

oposisi Bill Shorten kepada pemerintah Indonesia untuk membatalkan pelaksanaan 

eksekusi mati duo Bali Nine. Menlu Australia Julie Bishop berbicara kepada Menlu 
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Indonesia agar menyampaikannya kepada Presiden Indonesia untuk menunjukkan 

kekuatannya sebagai Presiden dengan mengampuni terpidana mati asal Australia 

yang telah mengalami rehabilitasi dengan cara yang baik. Menurut pemimpin 

oposisi Bill Shorten, Australia jangan putus harapan meskipun dua terpidana mati 

asal Australia telah dipindahkan ke Nusakambangan untuk menjalani eksekusi. 

Shorten menyatakan bahwa orang Indonesia sangat pemaaf dan Australia saat ini 

meminta maaf tersebut. Menurutnya, eksekusi mati tidak akan bisa menyelesaikan 

masalah dalam memerangi narkoba. Hasil define problems ini terdapat pada 

beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 4 Maret 

2015 sebagai berikut: 

“Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop kepada ABC, Rabu (4/3/2015) 

pagi, menyatakan ia tetap berharap agar pelaksanaan eksekusi kedua 

terpidana mati Bali Nine dibatalkan. Harapan serupa juga dikemukakan 

pemimpin oposisi Bill Shorten.” 

“Pemimpin oposisi Bill Shorten secara terpisah menyatakan meskipun 

kedua terpidana mati telah dipindahkan ke Nusa Kambangan, namun 

hendaknya semua pihak tidak putus harapan.” 

"Kami tahu orang Indonesia sangat pemaaf dan kini kami meminta maaf 

tersebut," katanya. 

"Kami tidak percaya bahwa ada hal yang bisa diselesaikan dengan cara 

mengeksekusi kedua anak muda ini yang sebenarnya telah mengalami 

rehabilitasi," kata Shorten. 

 

Diagnose Causes. Pemindahan dua terpidana mati asal Australia Andrew 

Chan dan Myuran Sukumaran dari LP Kerobokan Bali ke Pulau Nusakambangan 

adalah kabar yang sangat menyedihkan bagi Australia. Hasil diagnose causes ini 

terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi 

Rabu, 4 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Kabar pemindahan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari LP 

Kerobokan ke Pulau Nusa Kambangan, menurut Menlu Bishop, sangat 

menyedihkan.” 

 

Moral Judgement. Australia akan terus mengupayakan usaha untuk 

membatalkan eksekusi mati bagi kedua warga Negaranya, walaupun keduanya 

telah dipindahkan ke Pulau Nusakambangan tempak pelaksanaan eksekusi. Menlu 

Australia Julie Bishop akan terus melakukan upaya untuk mengubah perasaan dan 

pikiran pemerintah Indonesia khususnya Presiden Indonesia Joko Widodo. Hasil 
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moral judgement ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online 

radioaustralia.net.au edisi Rabu, 4 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Namun demikian, Menlu Bishop mengatakan, "Saya tidak putus asa, saya 

akan tetap melakukan apa yang saya bisa untuk mengubah perasaan dan 

pikiran."” 

“Mantan Jaksa Agung Philip Ruddock mengatakan Australia akan terus 

mengupayakan pembatalan eksekusi Chan dan Sukumaran.” 

"Tampaknya keduanya akan dieksekusi, itu jelas terlihat, tapi itu tidak 

berarti kita harus berhenti mengupayakan pembatalan dan saya tahu menlu 

kita sangat aktif untuk itu," jelas Ruddock. 

 

Treatment Recommendation. Politisi Australia kembali membentuk 

Parliamentarians Against the Death Penalty Group, untuk mendukung dua 

terpidana mati Bali Nine. Kuasa hukum terpidana mati Australia masih terus 

melakukan upaya hukum untuk membatalkan eksekusi mati. Menurut kuasa hukum 

dua terpidana Todong Mulya Lubis menyatakan bahwa melakukan proses eksekusi 

di saat kedua terpidana masih akan melakukan banding putusan PTUN Jakarta 

merupakan hal yang tidak adil bagi kedua terpidana. Proses upaya hukum yang 

dijamin oleh UU dinilai tidak ada gunanya jika Indonesia tidak mengahargai upaya 

hukum yang diajukan oleh kedua terpidana asal Australia tersebut. Todong juga 

menegaskan jika eksekusi mati bagi duo Bali Nine tetap dilaksanakan, hal tersebut 

akan mengganggu masyarakat Internasional. Hasil treatment recommendation ini 

terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi 

Rabu, 4 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Sementara itu politisi Australia kembali membentuk Parliamentarians 

Against the Death Penalty Group, untuk menunjukkan dukungan bagi 

terpidana mati Bali Nine.” 

“Sejauh ini pengacara kedua terpidana masih terus melakukan upaya 

hukum, meskipun pemerintah Indonesia tampaknya mengabaikan hal itu.” 

“Menurut Todong Mulya Lubis, melanjutkan proses eksekusi di saat 

mereka masih akan banding putusan PTUN Jakarta, tidak akan adil bagi 

kliennya.” 

“Ia memperingatkan jika eksekusi mati kliennya tetap dilakukan maka hal 

itu akan mengganggu masyarakat internasional.” 
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Tabel 3.15 

Analisis Berita dengan Judul “Menlu Australia Tetap Berharap Eksekusi 

Chan dan Sukumaran Dibatalkan”  

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Harapan Menteri Luar Negeri Australia 

dan pemimpin oposisi Bill Shorten 

kepada pemerintah Indonesia untuk 

membatalkan pelaksanaan eksekusi mati 

duo Bali Nine 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Pemindahan dua terpidana mati asal 

Australia dari LP Kerobokan Bali ke 

Pulau Nusakambangan 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Australia akan terus mengupayakan 

usaha untuk membatalkan eksekusi mati 

bagi kedua warga Negaranya 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Menurut kuasa hukum Chan dan 

Sukumaran, melakukan proses eksekusi 

di saat kedua terpidana masih akan 

melakukan banding putusan PTUN 

Jakarta merupakan hal yang tidak adil 

bagi kedua terpidana  

 

b. Judul berita: Politisi Australia Gelar Doa Bersama untuk Chan dan Sukumaran 

Define Problems. Demi membatalkan pelaksanaan eksekusi mati bagi dua 

terpidana asal Australia, Menlu Australia Julie Bishop menawarkan untuk 

merepatriasi tiga warga Indonesia dengan dua terpidana mati Bali Nine. Upaya 

tersebut dilakukan Menlu Australia sebagai upaya terakhir menyelamatkan nyawa 

dua terpidana asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Menlu 

Australia menghubungi Menlu Indonesia melalui telpon untuk menawarkan upaya 

merepatriasi tiga WNI. Namun, tawaran tersebut tidak diterima pemerintah 

Indonesia. Menlu Australia meminta kepada Presiden Indonesia Joko Widodo agar 

memberikan pengampunan kepada dua terpidana mati asal Australia yang telah 

menyesal dan dapat dijadikan pertimbangan pengampunan. Hasil define problems 

ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au 

edisi Kamis, 5 Maret 2015 sebagai berikut: 
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“Usulan Menlu Julie Bishop ini, menurut informasi yang diperoleh ABC, 

disampaikan dalam upaya terakhir yang dilakukannya untuk 

menyelamatkan nyawa Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari 

eksekusi hukuman mati. Upaya itu termasuk menelepon Menlu Retno 

Marsudi hari Selasa (3/3/2015).” 

"Kami meminta pemerintah Indonesia, lebih tepatnya kami memohon 

kepada Presiden Indonesia untuk memberikan pengampunan," katanya di 

depan ratusan politisi lainnya. 

 

Diagnose Causes. Dua terpidana Bali Nine masih meanjalankan upaya 

hukum dan sedang mengajukan banding ke PTUN Indonesia. Selain itu, terdapat 

tuduhan yang pernah terungkap dalam proses peninjauan kembali terkait suap 

dalam keputusan pengadilan tingkat pertama. Konsep pengampunan dan 

memaafkan menempati posisi penting dalam sistem hukum di Indonesia 

sebagaimana di Australia. Hasil diagnose causes ini terdapat pada beberapa 

paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 5 Maret 2015 

sebagai berikut: 

"Pertama, upaya hukum masih berjalan bagi keduanya dan banding sedang 

diajukan ke Pengadilan Tinggi TUN," kata Menlu Bishop. 

"Kedua, ada tuduhan yang pernah terungkap dalam proses peninjauan 

kembali terkait suap dalam keputusan pengadilan tingkat pertama," 

katanya. 

"Namun yang lebih penting dari itu, konsep pengampunan dan memaafkan 

menempati posisi penting dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana 

di Australia," tambahnya lagi. 

 

Moral Judgement. Pelaksanaan eksekusi seharusnya tidak dilaksanakan 

selama proses hukum masih berlangsung. Salah seorang tim pengacara dua Bali 

Nine berharap pemerintah Indonesia tidak melaksanakan eksekusi sampai semua 

proses hukum dijalankan. Australia akan terus mencari kemungkinan lain untuk 

membatalkan eksekusi mati bagi dua terpidana asal Australia. Hasil moral 

judgement ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online 

radioaustralia.net.au edisi Kamis, 5 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Dikatakan, pelaksanaan eksekusi seharusnya tidak dijalankan sepanjang 

proses hukum masih berlangsung.” 

"Kami berharap mereka tidak melaksanakan eksekusi sampai semua proses 

hukum dijalankan, dan saya bisa katakan bahwa kami akan terus mencari 

semua kemungkinan lain yang tersedia," kata Morrissey. 
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Treatment Recommendation. Menurut Pastor Jeff Hammond yang 

melakukan pendampingan spiritual bagi dua terpidana asal Australia 

mengungkapkan bahwa Chan belum putus asa dan selalu berdoa serta percaya ada 

keajaiban Tuhan untuknya. Hasil treatment recommendation ini terdapat pada 

beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 5 Maret 

2015 sebagai berikut: 

“Dalam perkembangan lainnya Pastor Jeff Hammond, yang melakukan 

pendampingan spiritual bagi Chan dalam empat tahun terakhir, 

mengungkapkan Chan belum putus harapan. Mereka bertemu terakhir kali 

tiga hari lalu.” 

"Dia masih terus berdoa dan percaya ada keajaiban Tuhan untuknya," kata 

pastor Hammond.  

 

Tabel 3.16 

Analisis Berita dengan Judul “Politisi Australia Gelar Doa Bersama untuk 

Chan dan Sukumaran” 

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Menlu Australia kembali meminta 

pemerintah Indonesia khususnya 

Presiden Indonesia untuk mengampuni 

kedua warga Australia dari eksekusi 

mati 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Kedua terpidana Bali Nine masih 

menjalani upaya proses hukum dan 

banding yang diajukan ke PTUN 

Indonesia 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Australia berharap pelaksanaan eksekusi 

tidak dilaksanakan selama proses 

hukum masih berlangsung 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Pastor pendamping spiritual dua 

terpidana Bali Nine mengungkapkan 

bahwa Chan belum putus asa dan terus 

berdoa percaya ada keajaiban Tuhan 

untuknya 

 

c. Judul berita: Mufti Australia Lobi Ulama Indonesia Terkait Duo Bali Nine 

Define Problems. Mufti Besar Australia Dr Ibrahim Abu Mohamed 

menemui Menteri Agama Indonesia Lukman Saifuddin sebagai upaya untuk 

menyelamatkan dua terpidana mati Asal Australia. Mufti Australia mewakili 
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komunitas muslim di Australia mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan 

pengampunan bagi dua terpidana mati Chan dan Sukumaran. Atas nama komunitas 

muslim di Indonesia, Mufti Besar Australia mengajukan dengan hormat dan 

kerendahan hati permohonan pengampunan eksekusi mati bagi dua terpidana asal 

Australia tersebut. Hasil define problems ini terdapat pada beberapa paragraf berita 

di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 12 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Dr Ibrahim Abu Mohamed, Mufti Besar Australia, bertemu dengan 

Menteri Agama Indonesia, Lukman Saifuddin dan mendesak agar 

pemerintah Indonesia mengampuni dua terpidana mati Australia, Andrew 

Chan dan Myuran Sukumaran.” 

“Dalam rilisnya, Dr Mohamed mengatakan kedatangannya mewakili 

komunitas muslim di Australia hendak mengajukan pengampunan bagi 

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.” 

 

Diagnose Causes. Dua terpidana mati asal Australia Chan dan Sukumaran 

telah menunjukkan penyesalannya selama ditahan di LP Kerobokan Bali dalam 

waktu yang panjang  dan mengakui dampak dari kejahatan yang mereka lakukan. 

Selain itu telah merehabilitasi diri mereka sendiri dan rekan sesama narapidana 

lain. Hasil diagnose causes ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media 

online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 12 Maret 2015 sebagai berikut: 

"Dengan semua pertimbangan, Andrew dan Myuran telah mengakui 

sepenuhnya dampak dari kejahatan mereka," kata Dr Mohamed. 

"Kedua pria kelahiran Sydney ini telah memiliki waktu yang panjang untuk 

memikirkan perbuatan mereka selama ditahan di Penjara Kerobokan Bali 

sebagai terpidana mati," kata Dr. Mohamed kepada pers di Jakarta. 

 

Moral Judgement. Dalam surat yang ditulisnya untuk Presiden Indonesia, 

Richard Branson salah seorang bos Virgin mengatakan bahwa eksekusi mati 

terhadap narapidana narkoba adalah bentuk hukuman barbar dan tidak manusiawi. 

Hasil moral judgement ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online 

radioaustralia.net.au edisi Kamis, 12 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Desakan pengampunan bagi duo Bali Nine oleh Mufti Besar Australia ini 

diungkapkan setelah bos Virgin, Richard Branson menulis surat kepada 

Presiden Widodo dengan mengatakan eksekusi mati terhadap narapidana 

narkoba adalah bentuk hukuman barbar dan tidak manusiawi.” 
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Treatment Recommendation. Menurut Mufti Besar Australia, sebagai 

pememimpin Islam, Mufti Australia berserta komunitas muslim di Australia 

menghormati pemerintah Indonesia yang sedang menegaskan bencana narkoba di 

Indonesia. Mereka juga tidak mengkritik sistem peradilan dalam kasus narkoba. 

Menurutnya, sebuah rahmat dan pengampunan adalah jantung dan urat nadi dari 

ajaran Islam bagi mereka yang telah bertobat dan telah memperbaiki diri. Maka 

dari itu, atas nama komunitas muslim di Australia, Mufti Besar Australia mendesak 

Indonesia agar nilai warisan balas kasihan dalam agama Islam sepenuhnya perlu 

dipertimbangkan dalam penerapan UU Negara. Hasil treatment recommendation 

ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au 

edisi Kamis, 12 Maret 2015 sebagai berikut: 

"Kita sebagai sebagai pemimpin Islam, menghormati posisi Pemerintah 

Indonesia yang hendak menegaskan bencana narkoba di Indonesia," 

katanya. 

“Ditambahkan, "Kami juga tidak mengkritik sistem peradilan dalam kasus 

narkoba. Namun kami menyadari bahwa rahmat dan pengampunan adalah 

jantung dan urat nadi dari ajaran Islam bagi mereka yang telah bertobat dan 

telah memperbaiki diri."” 

“Pernyataan itu menambahkan, "Oleh karena itu kami mendesak agar nilai 

warisan belas kasihan dalam agama kita sepenuhnya dan sangat 

dipertimbangkan dalam penerapan UU Negara."” 

 

 

Tabel 3.17 

Analisis Berita dengan Judul “Mufti Australia Lobi Ulama Indonesia Terkait 

Duo Bali Nine” 

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Mufti Besar Australia menemui Menteri 

Agama Indonesia sebagai upaya untuk 

menyelamatkan dua terpidana mati asal 

Australia dari hukuman mati 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Kedua terpidana mati asal Australia 

telah menunjukkan penyesalan dan 

mengakui dampak dari kejahatan 

tersebut selama ditahan di LP Kerbokan 

Bali dalam waktu yang lama 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Eksekusi mati terhadap narapidana 

narkoba adalah bentuk hukuman barbar 

dan tidak manusiawi 
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Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Mufti Besar Australia mendesak 

Indonesia agar nilai warisan balas 

kasihan dalam agama Islam sepenuhnya 

perlu dipertimbangkan dalam penerapan 

UU Negara  

 

d. Judul berita: Australia Tawarkan untuk Danai Biaya Penjara Seumur Hidup Duo 

Bali Nine 

Define Problems. Kuasa hukum duo Bali Nine kembali mengajukan 

peninjauan kembali ke PTUN Jakarta atas keputusan pengadilan Indonesia yang 

memberhentikan perkara terhadap presiden Indonesia. Namun proses peninjauan 

kembali yang diajukan Chan dan Sukumaran ditunda hingga pekan depan karena 

presiden Indonesia tidak memiliki kuasa hukum yang memadai. Pihak Australia 

pun menawarkan biaya  penjara seumur hidup di Indonesia bagi kedua terpidana 

mati, jika Presiden Indonesia Joko Widodo menyelamatkan nyawa kedua warga 

Australia tersebut. Menlu Australia Julie Bishop menulis surat kepada Menlu 

Indonesia untuk menawarkan biaya penjara tersebut, jika permohonan 

pengampunan terhadap dua warga Australia lainnya ditolak. Hasil define problems 

ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au 

edisi Kamis, 12 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Proses peninjauan kembali yang diajukan Andrew Chan dan Myuran 

Sukumaran ditunda hingga pekan depan, karena Presiden Indonesia tak 

memiliki kuasa hukum yang memadai. Australia-pun menawarkan biaya 

penjara seumur hidup di Indonesia bagi keduanya.” 

“Pemerintah Federal Australia telah menawarkan untuk membayar biaya 

penjara seumur hidup di Indonesia bagi Chan dan Sukumaran, jika 

Presiden Jokowi menyelamatkan nyawa mereka.” 

 

Diagnose Causes. Dua terpidana mati asal Australia berusaha menantang 

keputusan Presiden Indonesia yang menolak grasi kepada semua kasus 

penyelundup narkoba. Kedua terpidana mati asal Australia juga telah dipenjara 

selama 10 tahun dan telah melakukan rehabilitasi yang luar biasa. Chan dan 

Sukumaran merupakan panutan bagi narapidana lain di penjara dan keduanya tulus 

dan sangat menyesal atas kejahatan narkoba yang dilakukannya. Hasil diagnose 
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causes ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online 

radioaustralia.net.au edisi Kamis, 12 Maret 2015 sebagai berikut: 

“Dua terpidana mati ini sedang berusaha untuk menantang keputusan 

Presiden Joko Widodo yang menolak grasi kepada penyelundup narkoba 

manapun, tanpa kecuali.” 

“Ia menyambung, "Namun, kedua pemuda ini, kini, sudah di penjarakan 

selama 10 tahun, [mereka] melakukan rehabilitasi yang luar biasa, mereka 

adalah panutan bagi narapidana lain di penjara yang ingin menebus 

kejahatan mereka, dan mereka berdua tulus dan sangat menyesal."” 

 

Moral Judgement. Australia tidak sedikitpun mengecilkan tingkat 

keparahan dari kejahatan narkoba yang dilakukan kedua terpidana mati asal 

Australia. Australia sangat memahami keseriusan dampak dari kejahatan 

penyelundupan narkoba. Pihak Australia tidak mendikte Indonesia untuk 

melakukan suatu hal, namun meminta Indonesia cara yang paling terhormat dalam 

menangani kejahatan narkoba. Hasil moral judgement ini terdapat pada beberapa 

paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 12 Maret 2015 

sebagai berikut: 

"Kami tak sedikitpun mengecilkan tingkat keparahan dari kejahatan yang 

mereka lakukan. Kami memahami keseriusan penyelundupan narkoba,” 

jelasnya. 

“Menlu Bishop mengatakan, Australia tak mendikte Indonesia apa yang 

harus dilakukan, tapi bertanya "dengan cara yang paling terhormat".” 

 

Treatment Recommendation. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop 

menyatakan bahwa akan memfokuskan usahanya pada upaya untuk menunda 

eksekusi mati dan akan terus menganggap ada harapan untuk pembatalan eksekusi. 

Hal tersebut akan terus dilakukan selama belum mendapatkan tanggal pasti 

pelaksanaan eksekusi. Hasil treatment recommendation ini terdapat pada beberapa 

paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Kamis, 12 Maret 2015 

sebagai berikut: 

“Ketika ditanya apakah ia akan meminta diberlakukannya metode alternatif 

atas eksekusi pasangan itu jika pengajuan penjara seumur hidup ditolak, 

Menlu Australia ini mengatakan, usahanya terfokus untuk menyelamatkan 

nyawa kedua terpidana itu.” 

"Saya memfokuskan semua usaha saya untuk menunda eksekusi dan hingga 

kami diberi waktu atau tanggal eksekusi, kami akan terus menganggap 

bahwa ada harapan," ungkapnya.  
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Tabel 3.18 

Analisis Berita dengan Judul “Australia Tawarkan untuk Danai Biaya 

Penjara Seumur Hidup Duo Bali Nine” 

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Pemerintah Federal Australia tawarkan 

dana untuk biayai hukuman penjara 

seumur hidup bagi duo Bali Nine, jika 

Presiden Indonesia menyelamatkan 

nyawanya 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Kedua terpidana mati asal Australia 

pantas mendapatkan pengampunan 

karena telah dipenjara selama 10 tahun 

dan melakukan rehabilitasi yang luar 

biasa serta sangat menyesal telah 

melakukan kejahatan narkoba 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Australia tidak mendikte Indonesia 

untuk melakukan suatu hal, namun 

meminta Indonesia cara yang paling 

terhormat dalam menangani kejahatan 

narkoba  

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Menlu Australua memfokuskan 

usahanya untuk menyelamatkan nyawa 

kedua terpidana mati asal Australia 

 

e. Judul berita: Australia Tarik Dubes dari Indonesia Setelah Eksekusi Chan dan 

Sukumaran 

Define Problems. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menarik Duta 

Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson untuk konsultasi. Penarikan Dubes 

tersebut dilakukan setelah pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati narkoba 

asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran di Pulau Nusakambangan. 

Hasil define problems ini terdapat pada salah satu paragraf berita di media online 

radioaustralia.net.au edisi Rabu, 29 April 2015 sebagai berikut: 

“PM Abbott mengukuhkan hal tersebut hari Rabu (29/4/2015) beberapa jam 

setelah Chan dan Sukumaran dieksekusi di Nusa Kambangan, bersama 

enam terpidana mati lainnya.” 

 

Diagnose Causes. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop 

mengabarkan bahwa dua warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran 

telah dieksekusi mati pada Rabu, 29 April 2015 dini hari. Hasil diagnose causes ini 
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terdapat pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi 

Rabu, 29 April 2015 sebagai berikut: 

"Dengan berat hati saya mengukuhkan, meskipun sudah ada usaha keras 

kami sampai menit terakhir agar mereka tidak dieksekusi, dua warga 

Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi pagi ini," 

jelasnya. 

 

Moral Judgement. Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan 

kekecewaannya terhadap pemerintah Indonesia dengan mengatakan “eksekusi itu 

kejam dan tindakan yang tidak perlu dilakukan”. Abbott mengecam eksekusi yang 

telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, maka dari itu hubungan antara 

Indonesia dan Australia tidak akan terlihat seperti biasanya. Hasil moral judgement 

ini terdapat pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au 

edisi Rabu, 29 April 2015 sebagai berikut: 

“PM Abbott mengatakan eksekusi itu "kejam" dan "tindakan yang tidak 

perlu."” 

"Kami mengecam apa yang sudah dilakukan, dan karenanya kita tidak akan 

melihat keadaan seperti biasanya," kata PM Abbott. 

 

Treatment Recommendation. Setelah penghormatan dilakukan terhadap 

keluarga Chan dan Sukumaran, PM Abbott langsung mengumumkan penarikan 

Duta Besar untuk Indonesia Paul Grigson untuk konsultasi. PM Abbott 

menekankan saat ini hubungan penting antara Indonesia dan Australia terpengaruh 

oleh tindakan eksekusi mati bagi dua warga Australia yang dilakukan Indonesia. 

Hasil treatment recommendation ini terdapat pada beberapa paragraf berita di 

media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 29 April 2015 sebagai berikut: 

"Karena alasan itu, setelah seluruh penghormatan dilakukan terhadap 

keluarga Chan dan Sukumaran, maka dubes kami akan ditarik untuk 

konsultasi," katanya. 

"Saya ingin menekankan bahwa betapa pentingnya hubungan antara 

Australia dan Indonesia, namun sekarang terpengaruh dengan apa yang 

terjadi beberapa jam yang lalu," tambah PM Abbott. 
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Tabel 3.19 

Analisis Berita dengan Judul “Australia Tarik Dubes dari Indonesia Setelah 

Eksekusi Chan dan Sukumaran”  

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Perdana Menteri Australia Tony Abbott 

menarik Duta Besar Australia untuk 

Indonesia Paul Grigson untuk 

konsultasi 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Dua warga Australia Andrew Chan dan 

Myuran Sukumaran telah dieksekusi 

mati pada Rabu, 29 April 2015 dini hari  

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Eksekusi itu kejam dan tindakan yang 

tidak perlu 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

PM Abbott menekankan saat ini 

hubungan penting antara Australia dan 

Indonesia terpengaruh akibat eksekusi 

mati yang dilakukan Indonesia pada 

dua warga Australia 

 

f. Judul berita: KJRI  Sydney Terima Surat Ancaman Penyiraman Air Keras terhadap 

Pemuda Indonesia  

Define Problems. Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di 

Sidney menerima surat kaleng yang berisi ancaman upaya balas dendam yang 

ditujukan kepada warga Indonesia di Sidney. Surat kaleng berisi ancaman tersebut 

karena pemerintah Indonesia telah mengeksekusi dua terpidana mati narkoba asal 

Australia. Ancaman tersebut khususnya ditujukan kepada warga Indonesia yang 

berada di komplek Kensington, dimana memang terdapat banyak komunitas warga 

Indonesia. Dalam surat kaleng tersebut berisi ancaman yang menyatakan bahwa 3 

orang pemuda Indonesia yang tinggal di komplek Kensington masing-masing akan 

menerima satu cangkir air keras di wajahnya. Hasil define problems ini terdapat 

pada salah satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 20 

Mei 2015 sebagai berikut: 

“Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney, NSW,  

Selasa sore waktu setempat menerima sebuah surat kaleng berisi ancaman 

upaya balas dendam terhadap warga Indonesia karena telah mengeksekusi 

2 terpidana mati narkoba asal Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew 

Chan.” 
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Diagnose Causes. Pelaksanaan eksekusi mati terhadap dua warga Australia 

yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dinilai barbar oleh pengirim surat 

kaleng yang diterima KJRI Sidney. Hasil diagnose causes ini terdapat pada salah 

satu paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 20 Mei 2015 

sebagai berikut:  

“Surat tanpa alamat pengirim yang diterima staf KJRI Sydney berisi 

pernyataan sebagai berikut : ”Negara Anda telah membunuh Myuran 

Sukumaran dan Andrew Chan dengan cara barbar, jadi sekarang 3 orang 

pemuda Indonesia yang tinggal di komplek Kensington masing-masing 

akan menerima siraman satu cangkir air keras di wajahnya dan kita akan 

lihat bagaimana keluarga mereka (perasaannya,red) seperti memiliki mayat 

hidup.” 

 

Moral Judgement. Sebelum eksekusi mati terhadap dua Bali Nine, pihak 

KJRI di Sidney banyak menereima surat kaleng berisi protes atas keputusan 

pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi mati dua terpidana kasus narkoba asal 

Australia. Hasil moral judgement ini terdapat pada salah satu paragraf berita di 

media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 20 Mei 2015 sebagai berikut: 

“Masih menurut sumber di KJRI tersebut, sebelum pelaksanaan eksekusi 

mati terhadap otak sindikat penyelundup narkoba Bali Nine, Andrew Chan 

dan Myuran Sukumaran, KJRI Sydney memang banyak menerima surat 

kaleng berisi protes atas keputusan eksekusi mati bagi Duo Bali Nine 

tersebut, meski jumlahnya memang tidak sebanyak surat protes yang 

ditujukan ke KJRI di Canberra atau Melbourne.” 

 

Treatment Recommendation. Akibat adanya surat kaleng berisi ancaman 

penyiraman air keras yang diterima KJRI Sidney, pihaknya langsung melaporkan 

surat kaleng tersebut ke kepolisian Sidney. Selain itu, pihak KJRI juga segera 

menerbitkan himbauan kepada warga Indonesia di Sidney untuk waspada dan 

berhati-hati serta melaporkan jika menerima ancaman atau hal-hal yang 

mencurigakan. KJRI Sidney meminta warga Indonesia untuk melakukan 

koordinasi dengan warga Indonesia lainnya di Sidney dan meminta untuk tetap 

tenang, tidak panik dan cemas dengan melakukan aktifitas seperti biasa. Menurut 

pihak KJRI surat kaleng semacam itu semakin berkurang setelah jenazah duo Bali 

Nine tersebut dimakamkan di Sidney. Hasil treatment recommendation ini terdapat 
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pada beberapa paragraf berita di media online radioaustralia.net.au edisi Rabu, 20 

Mei 2015 sebagai berikut: 

“Salah satu sumber di KJRI Sydney menyebutkan karena ancaman didalam 

surat kaleng itu sangat spesifik ditujukan kepada warga Indonesia, maka 

pihak KJRI langsung melaporkan surat kaleng ini ke kepolisian setempat.” 

“Menindaklanjuti ancaman ini, KJRI Sydney juga akan segera menerbitkan 

himbauan bagi warga Indonesia di Sydney. Mereka diminta untuk waspada 

dan berhati-hati terkait dan melaporkan jika menerima ancaman dan hal-hal 

yang mencurigakan lainnya.” 

“Menindaklanjuti ancaman ini, KJRI Sydney juga akan segera menerbitkan 

himbauan bagi warga Indonesia di Sydney. Mereka diminta untuk waspada 

dan berhati-hati terkait dan melaporkan jika menerima ancaman dan hal-hal 

yang mencurigakan lainnya.” 

 

Tabel 3.20 

Analisis Berita dengan Judul “KJRI Sydney Terima Surat Ancaman 

Penyiraman Air Keras terhadap Pemuda Indonesia 

 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

KJRI di Sidney menerima surat kaleng 

berisi ancaman upaya balas dendam 

terhadap warga Indonesia karena telah 

mengeksekusi dua terpidana mati asal 

Australia  

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Eksekusi mati terhadap dua warga 

Australia Chan dan Sukumaran 

merupakan cara barbar yang dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

KJRI Sidney banyak menerima surat 

kaleng berisi protes atas keputusan 

eksekusi mati terhadap dua terpidana 

mati asal Australia 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Pihak KJRI Sidney langsung 

melaporkan surat kaleng berisi ancaman 

tersebut ke kepolisian Sidney dan 

menghimbau warga Indonesia di Sidey 

untuk waspada dan tetap berhati-hati  

 

 

 

 



79 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN DAN REFLEKSI TEORI 

 

A. Hasil Framing Pemberitaan Kasus Bali Nine 

Pemberitaan mengenai eksekusi mati duo Bali Nine di media online 

antaranews.com dan radioaustralia.net.au masing-masing memiliki kecenderungan 

pemberitaan yang berbeda terhadap isu tersebut. Hal ini tentu disebabkan oleh konstruksi 

yang dilakukan wartawan atau jurnalis dalam membentuk sebuah realitas. Seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya, menurut Eriyanto bahwa berita merupakan hasil dari para 

pekerja media mengkonstruksikan berbagai realitas dari setiap peristiwa. Setiap realitas 

dibentuk dan diproduksi tergantung pada bagaimana proses konstruksi berlangsung. 

Realitas yang ditampilkan oleh media tidak dipahami sebagai seperangkat fakta, namun 

sebagai hasil dari pandangan tertentu atas pembentukan konstruksi realitas oleh wartawan 

(Eriyanto, 2001:29-31). 

Media online antaranews.com mengkonstruksi realitas mengenai pemberitaan 

eksekusi duo Bali Nine ini dengan mengemas fakta yang menonjolkan bahwa pengedar 

narkoba merupakan tindak kejahatan yang harus dihukum mati. Narkoba dinilai sebagai 

zat yang sangat berbahaya dan membunuh 50 orang setiap harinya di Indonesia. Dari hasil 

temuan analisis, antaranews.com cenderung lebih menonjolkan dukungan hukuman mati 

yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hukuman mati sebagai bentuk ketegasan 

pemerintah Indonesia dalam memerangi narkoba. Selain itu, bentuk hukuman mati 

merupakan bentuk hukum yang legal di Indonesia dan telah diatur dalam sebuah fatwa 

MUI (Majelis Ulama Indonesia). 

Sebaliknya media online radioaustralia.net.au mengkonstruksikan peristiwa 

mengenai eksekusi mati duo Bali Nine dengan menonjolkan fakta bahwa hukuman mati 

yang dijatuhkan pemerintah Indonesia telah melanggar HAM karena sangat tidak 

manusiawi. Hukuman mati bagi para pengedar narkoba dinilai tidak akan menyelesaikan 

masalah peredaran narkoba. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa radioaustralia.net.au 

lebih menonjolkan kedua terpidana asal Australia yang pantas untuk mendapatkan 

pengampunan. Kedua terpidana pantas mendapatkan pengampunan karena dinilai telah 
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menjalani rehabilitasi selama 10 tahun lamanya di penjara dan telah bertaubat serta 

menjadi panutan bagi narapidana lain selama di penjara.  

Kedua media online tersebut memiliki perbedaan dalam pemberitaannya, 

meskipun terdapat pula beberapa persamaan. Berikut adalah tabel perbandingan bingkai 

berita Bali Nine yang ditemukan dalam pemberitaan kedua media hasil analisis dengan 

menggunakan pendekatan framing model Robert N. Entman: 

 

Tabel 4.1 

Perbandingan Bingkai Berita Bali Nine 

 

Kategori  Antaranews.com  Radioaustralia.net.au 

Penonjolan 

ketegasan hukuman 

mati terhadap duo 

Bali Nine 

 

a. Hukuman mati terhadap 

kejahatan Bali Nine 

merupakan pembuktian 

pelaksanaan UU 

  

b. Kasus kejahatan narkoba 

tidak dapat diampuni 

 

c. Pelaksanaan penolakan 

grasi didukung oleh Fatwa 

MUI 

a. Hukuman mati terhadap 

kejahatan Bali Nine 

dinilai melanggar HAM  

 

 

b. Kejahatan narkoba tidak 

perlu dihukum mati 

 

c. Penolakan grasi dinilai 

tanpa pertimbangan dalam 

memproses grasi   

Diplomasi Australia 

terhadap Indonesia 

a. Tawaran pertukaran 

tahanan dinilai sebagai 

penghinaan terhadap 

praktek hukum Indonesia 

 

 

b. Berbagai upaya Australia 

dinilai tidak sesuai dengan 

sistem hukum di Indonesia 

 

c. Australia dinilai menyerang 

Indonesia melalui kecaman 

yang dapat menimbulkan 

permusuhan 

 

 

d. Kejahatan narkoba dinilai 

sebagai kejahatan berat 

yang harus dihukum mati 

dan tidak boleh diampuni 

a. Tawaran pertukaran 

tahanan dinilai sebagai 

upaya melindungi dan 

menyelamatkan nyawa 

kedua terpidana mati  

 

b. Berbagai upaya Australia 

dinilai sebagai bentuk 

menuntut keadilan  

 

c. Australia meminta 

Indonesia cara paling 

terhormat dalam 

menangani kejahatan 

narkoba. 

  

d. Australia mengecam agar 

seseorang yang telah 

bertaubat mendapatkan 

pengampunan 
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Dalam pemberitaan mengenai eksekusi mati Duo Bali Nine, media online 

antaranews.com dan radioaustralia.net.au juga memiliki beberapa kesamaan. Kedua media 

online tersebut sama-sama membentuk realitas mengenai penolakan permohonan grasi 

oleh presiden Indonesia terhadap dua Bali Nine. Realitas lain yang sama dari kedua media 

online tersebut yakni upaya Australia dalam menggagalkan eksekusi mati terhadap dua 

terpidana mati asal Australia. Dimana pihak Australia melakukan berbagai upaya untuk 

melindungi dan menyelamatkan kedua warga negaranya dari hukuman mati yang 

dijatuhkan oleh pemerintah Indonesia. Namun, kedua media online juga saling 

menonjolkan sisi tertentu secara berbeda yang menurutnya lebih menarik untuk 

diberitakan sehingga mampu menarik perhatian khalayak.  

 

B. Perbedaan Cara Pandang Media tentang Hukuman Mati 

Perbedaan dan persamaan kedua media dalam memberitakan kasus Bali Nine 

mengenai eksekusi mati duo Bali Nine yang menyangkut kedua negara yakni Indonesia 

dan Australia ini dapat disebabkan karena perbedaan pandangan mengenai hukuman mati. 

Hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia dan pelaksanaannya memiliki landasan 

yuridis yang kuat. Di Indonesia terdapat aturah hukum yang mengatur tentang hukuman 

mati karena kejahatan terhadap keamanan negara termasuk narkoba. Pelaksanaan hukuman 

mati juga tidak bertentangan dengan undang-undang di Indonesia maupun sistem hukum 

internasional. Oleh karena itu hukuman mati di Indonesia dalam pemberitaannya di 

antaranews.com digambarkan sebagai hukuman yang legal. 

Berbeda dengan Indonesia, pemerintah Australia tidak mengenal sistem hukuman 

mati. Dalam pemberitaan mengenai eksekusi mati duo Bali Nine, radioaustralia.net.au 

menganggap bahwa hukuman mati melanggar HAM. Pemberitaan tersebut dikarenakan 

Australia merupakan salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan 

nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Atas dasar gagasan dan pandangan liberal yang dimiliki 

Australia menegaskan bahwa hak hidup seseorang menjadi hak yang bersifat mutlak 

(Ningrum, Skripsi, 2016: 87-95). Maka, eksekusi mati oleh pemerintah Indonesia dinilai 

akan merampas hak hidup orang yang telah diberikan dan mengannggap hukuman mati 

tidak adil bagi orang yang telah bertaubat.  
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Berbagai upaya Australia kepada pemerintah Indonesia terkait kasus eksekusi 

mati Duo Bali Nine dilatarbelakangi oleh isu pelanggaran HAM dan beberapa faktor 

lainnya. Australia memiliki kewajiban untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi HAM 

warga negaranya dan jika gagal, masyarakat tidak memiliki kewajiban untuk tunduk pada 

aturan pemerintahannya. Selain itu, hak asasi manusia di Australia sebagain besar 

dikembangkan oleh parlemen Australia dan dijaga oleh lembaga. Australia juga 

merupakan anggota dari Human Rights Council (HRC) berlandaskan pada Deklarasi 

Universal HAM dibawah naungan PBB yang bertugas mempromosikan penegakan Hak 

Asasi Manusia di seluruh dunia (Soetjipto, 2015: 121).  

Dalam hal ini, pemerintah Australia dan media radioasutralia.net.au masing-

masing menjalankan perannya dalam melindungi masyarakat. Radioaustralia.net.au 

sebagai media Australia dengan paham pers liberal yang bertugas untuk mengontrol 

jalannya pemerintahan berusaha melindungi rakyatnya dengan ikut mendukung kedaulatan 

pemerintah Australia. Maka, pemberitaan radioaustralia.net.au terkait eksekusi mati duo 

Bali Nine lebih menonjolkan pada berbagai upaya Australia dalam menggagalkan eksekusi 

mati terhadap dua warga negaranya karena dinilai tidak adil dan telah melanggar HAM. 

Menurut pandangan Indonesia, hukuman mati tidak melanggar HAM karena 

dalam hal penegakan HAM di Indonesia menuntut adanya keseimbangan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban asasi manusi. Hukuman mati bagi para pelaku kejahatan merupakan 

bentuk penerapan dari pembatasan HAM. Dimana hak hidup mereka dibatasi oleh undang-

undang, karena dalam melakukan kejahatan tersebut mereka telah dianggap melanggar hak 

hidup orang lain (Rokhim, Jurnal Transisi, No.10, 2015: 14). Menurut Ningrum (Skripsi 

2016: 109), bahwa perbedaan filosofis nilai Hak Asasi Manusia antara Australia dan 

Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosiologis, budaya, dan kebiasaaan negara.  

Penerapan hukuman mati bagi kejahatan serius seperti narkotika dan terorisme, 

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Indonesia tidak melanggar perjanjian 

internasional apapun. Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi konvensi 

internasional narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam 

bentuk UU Narkotika. Konvensi tersebut mengamanatkan kepada negara pesertanya untuk 

memaksimalkan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku kejahatan narkotika 

serta mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang dinilai sebagai kejahatan sangat 
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serius, terlebih jika melibatkan jaringan internasional (Pamungkas, Jurnal Ilmiah, No.1, 

Januari 2015: 11-12).  

Pandangan tersebut semakin menguatkan pemerintah Indonesia untuk tetap 

melaksanakan eksekusi mati terkait kasus Bali Nine. Maka, pemberitaan di situs online 

antaranews.com yang merupakan media milik pemerintah Indonesia cenderung lebih 

menonjolkan ketegasan hukum pemerintah Indonesia untuk tetap mengeksekusi dua 

terpidana kasus narkoba Bali Nine asal Australia. Kasus peredaran narkoba dibingkai 

sebagai kejahatan serius yang membahayakan masyarakat dan merusak generasi bangsa. 

Hukuman mati dibingkai sebagai tujuan agar menjadi cerminan bagi masyarakat akan 

hukuman mati bagi pengedar narkoba untuk tidak menjadi pengedar atau pengguna 

narkoba. Selain itu, demi menjaga hak hidup masyarakat luas bukan hanya untuk 

melindungi sebagaian individu tapi seluruh masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba. 

Pemberitaan tersebut disebabkan karena pers Indonesia sebagai sistem pers tanggung 

jawab sosial mengenal pertanggungjawaban etis yang harus dipatuhi oleh setiap media dan 

wartawan pada khalayak termasuk pemerintah.  

Selain mengenai masalah HAM, Indonesia dan Australia meskipun memiliki 

letak geografis yang berdekatan tidak menjamim sebuah negara untuk memiliki persamaan 

pandangan dalam politik dan budaya, seperti dalam hal memandang perilaku kejahatan 

narkoba. Negara Indonesia dan Australia memiliki perbedaan dalam menerapkan hukuman 

mati bagi para pengedar narkoba. Menurut Schabas (2010:4), sejak lama pemerintah 

Australia telah menghapus eksekusi hukuman mati di seluruh wilayah teritorialnya 

termasuk dalam hal kejahatan narkoba. Hal itu juga tercantum dalam Undang-Undang 

Pengahapusan Hukuman Mati Australia atau The Death Penalty Abolition Act tahun 1973. 

Maka, dapat dikatakan bahwa Australia merupakan sebuah negara yang telah menghapus 

hukuman mati bagi pengedar narkoba. 

Sementara di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, hukuman mati bagi 

para pelaku perdagangan narkoba masih aktif diberlakukan. Indonesia dapat dikatakan 

sebagai negara yang secara kewenangan yudikatif dan diberdayakan oleh undang-undang 

memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman mati bagi para pengedar narkoba 

(Hodgkinson, Gyllensten, dan Diana, 2010: 5). Maka, perbedaan pandangan mengenai 

hukuman mati terkait kasus Bali Nine di masing-masing media online milik pemerintah 
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Indonesia dan Australia juga akibat dari latar belakang perbedaan pandangan kedua negara 

terkait hukuman mati bagi kejahatan narkoba.  

 

C. Kecenderungan Framing Media atas Konflik Indonesia-Australia 

Pemberitaan mengenai kasus Bali Nine di media online antaranews.com dan 

radioaustralia.net.au pada saat pra dan pasca eksekusi dua terpidana mati Bali Nine, 

keduanya cenderung memihak pada masing-masing negaranya. Dalam pemberitaannya 

antaranews.com lebih menonjolkan dukungannya pada pemerintah Indonesia terkait 

hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Antara lebih menonjolkan nilai positif dengan 

melakukan upaya penyadaran akan bahaya narkoba. Hukuman mati bagi para pengedar 

narkoba cenderung digambarkan sebagai hukuman yang paling tepat melihat bahaya 

narkoba yang dapat mematikan nyawa manusia.  

Keputusan pemerintah Indonesia untuk menghukum mati para pengedar narkoba 

cenderung memperlihatkan ketegasan pemerintah Indonesia dalam memerangi narkoba. 

Berbagai upaya yang dilakukan Australia untuk menyelamatkan kedua warga negaranya 

lebih menonjolkan Australia yang dianggap tidak menghargai sistem hukum Indonesia. 

Dalam pemberitaannya, antaranews.com lebih memfokuskan hukuman mati bagi para 

pengedar narkoba dan bahaya narkoba yang diberitakan cukup detail. Antara tidak 

memberitakan secara lebih detail alasan Australia melakukan berbagai upaya demi 

menyelamatkan kedua warga negaranya. Bagaimana kedua terpidana asal Australia 

menempuh beberapa proses hukum demi mendapatkan keadilan luput dari pemberitaan 

media online antaranews.com. Berbagai upaya yang dilakukan Australia demi 

menyelamatkan kedua warga negaranya digambarkan sebagai bentuk upaya politik 

Australia terhadap Indonesia yang dinilai membodohi pemerintah Indonesia.  

Berbeda dengan antaranews.com, media online radioaustralia.net.au dalam 

pemberitannya lebih menonjolkan penolakan hukuman mati terhadap para pengedar 

narkoba khususnya bagi dua terpidana asal Australia. Hukuman mati yang di berikan bagi 

para pengedar narkoba cenderung digambarkan sebagai bentuk hukuman yang tidak 

manusiawi. Dalam pemberitannya radioaustralia.net.au juga lebih memfokuskan pada 

kedua terpidana mati asal Australia yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dan 
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upaya untuk mengagalkan eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Australia 

terhadap Indonesia.  

Dua terpidana mati asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran selalu 

menjadi fokus pemberitaan, dimana melalui kuasa hukumnya kedua terpidana tanpa henti 

mengajukan proses hukum demi mendapatkan keadilan. Chan dan Sukumaran secara 

detail digambarkan sebagai kedua terpidana mati yang telah bertaubat dan sangat pantas 

untuk mendapatkan permohonan pengampunan. Sistem hukum Indonesia cenderung 

digambarkan sebagai hukum yang tidak adil. Selain itu, pemerintah Indonesia dinilai tidak 

menghormati proses hukum yang sedang diajukan oleh kedua terpidana asal Australia.  

Dari gambaran kecenderungan pemberitaan diatas terkait dengan kasus Bali Nine 

terdapat kaitannya dengan hubungan antara Indonesia-Australia secara historis. Sepanjang 

sejarah, hubungan antara Indonesia dan Australia memiliki sejarah yang cukup panjang. 

Hubungan bilateral kedua negara mengalami pasang surut yang diakibatkan oleh berbagai 

perbedaan yang ada di kedua negara, antara lain terkait dengan sistem politik, kondisi 

sosial-budaya, dan ekonomi. Namun, kedekatan letak geografis kedua negara yang 

bertetangga menjadikan faktor yang mendorong kedua negara untuk tetap berinteraksi 

secara kondusif demi menjaga stabilitas kawasan. Kerjasama kedua negara juga mencakup 

segala sektor penting, mulai dari politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pembangunan 

(Lisbet, Jurnal Info Singkat, No.09, Mei 2015: 6-7).  

Hubungan antara Indonesia-Australia sering mengalami fluktuasi dari waktu ke 

waktu. Tak jarang pemerintah Australia dan politisi Australia mengaitkan kepentingan 

politik domestiknya dengan hubungan bilateral kedua negara. Kasus Bali Nine merupakan 

salah satu kasus yang kembali mengganggu keharmonisan kedua negara hingga 

menimbulkan konflik antara Indonesia dan Australia. Hal tersebut disebabkan oleh 

hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Indonesia kepada dua terpidana kasus Bali 

Nine asal Australia. Australia menolak putusan hukuman mati oleh pemerintah Indonesia 

dengan melakukan berbagai upaya diplomasi terhadap Indonesia demi melindungi dan 

menyelamatkan kedua warga negaranya. 
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Dari berbagai upaya diplomasi Australia terhadap Indonesia dilakukan semata-

mata untuk mengelola perselisihan dan dampaknya bagi hubungan kedua negara. Berbagai 

upaya Australia terhadap Indonesia yang terlihat berlebihan hanya akan merugikan 

Australia sendiri karena besarnya pengaruh Indonesia terhadap Australia dalam bidang 

politik, ekonomi, dan keamanan Australia. Berbeda dengan Australia, justru Indonesia 

tetap dalam pendiriannya pada hukuman mati yang sesuai dengan hukum di Indonesia. 

Keputusan Indonesia mengenai hukuman mati para pengedar narkoba didasarkan 

pada kepentingan nasional yang kuat. Kepentingan tersebut yakni dalam rangka 

menanggapi status darurat narkoba di Indonesia serta upaya menyelamatkan generasi 

bangsa dari bahaya narkoba. Pemerintah Indonesia menganggap konflik yang terjadi 

antara Indonesia-Australia akibat putusan hukuman mati ini dilatarbelakangi oleh 

kepentingan politik domestik. Pelaksanaan eksekusi mati tetap dilaksanakan pemerintah 

Indonesia karena Indonesia mengetahui bahwa Australia sangat membutuhkan Indonesia, 

sehingga kasus hukuman mati ini terlalu kecil untuk menghancurkan hubungan diplomatik 

Indonesia-Aistralia yang telah terjalin cukup lama (Lisbet, Jurnal Info Singkat, No.09, Mei 

2015:7-8).  

Berdasarkan gambaran diatas, meskipun secara geografis Australia dan Indonesia 

berdekatan tetapi perbedaan dalam cara memandang sebuah peristiwa menyebabkan sifat 

ketetanggaan dua negara menjadi tidak terlihat. Hal tersebut menyebabkan hubungan 

keduanya berfluktuasi naik turun menjadi tak menentu. Menyadari akan hal ini, kedua 

negara terlihat selalu menciptakan pandangan pemahaman masing-masing untuk 

menyupayakan terciptanya tujuan pemerintahan dengan tetap menjaga hubungan yang 

stabil dan dinamis. Dalam konteks ini, pers atau media memiliki posisi yang sangat 

strategis untuk menjadi sarana mencapai tujuan dari masing-masing negara tersebut. Maka, 

wajar jika pemberitaan mengenai peristiwa ini dibingkai bertolak belakang antara kedua 

media yang berada dibawah naungan masing-masning pemerintah Indonesia dan Australia.  

Perbedaan ideologi antara Indonesia dan Australia juga ikut mempengaruhi 

penonjolan pemberitaan mengenai kasus Bali Nine yang menyangkut kedua negara 

tersebut. Ideologi media massa tempat para wartawan bekerja dibangun sesuai dengan visi 

dan kepentingan perusahaan yang bersangkutan (Hariyanto, ejournal ilmu komunikasi, 

No.3, Februari 2015: 271). Dalam proses pengolahan berita terdapat kepentingan dan 
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ideologi media yang turut mempengaruhi isi berita. Media online antaranews.com dan 

radioaustralia.net.au sebagai media yang berada dalam naungan pemerintahan, dalam 

pemberitaannya akan cenderung sejalan dengan ideologi pemerintah. Hal tersebut terlihat 

dalam setiap pemberitaan mengenai isu eksekusi mati duo Bali Nine di kedua media yang 

cenderung mendukung serta menonjolkan tujuan yang ingin dicapai pemerintah. 

Media online antaranews.com lebih menonjolkan sisi ketegasan hukuman mati 

pemerintah Indonesia terhadap para pengedar narkoba. Radioaustralia lebih menonjolkan 

sisi kedua terpidana Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang tidak mendapat keadilan 

hukum serta upaya Australia untuk menyelamatkan kedua warga negaranya tersebut. 

Penonjolan isu tersebut merupakan hasil pengambilan bentuk angle tentang sisi menarik 

dari kasus eksekusi mati duo Bali Nine yang dilakukan oleh masing-masing media untuk 

menarik perhatian khalayak. Hasil pengambilan sudut pandang sebagai sisi menarik 

tersebut menghasilkan pemaknaan yang berbeda dari kedua media. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Mattew Kietan dalam Eriyanto (2002:154), menunjukan bahwa berita 

tidaklah dibentuk dalam ruang hampa, melainkan diproduksi dari ideologi dominan dalam 

suatu wilayah kompetensi tertentu. Dalam hal ini, ideologi yang dimaksud tidaklah selalu 

berkaitan dengan ide-ide besar. Akan tetapi ideologi juga bisa bermakna politik penandaan 

atau pemaknaan. Bagaimana peristiwa dilihat dan dijelaskan dalam kerangka berpikir 

tertentu.  

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa masing-masing media dalam 

mendefinisikan realitas telah menjalankan fungsinya sebagai mekanisme integrasi sosial. 

Media berfungsi menjaga nilai-nilai kelompok dan mengontrol bagaimana nilai-nilai 

kelompok itu dijalankan. Dalam pemberitaannya antaranews.com dan radioaustralia.net.au 

terlihat menjaga nilai-nilai dari pemerintahannya dengan saling mendukung keputusan 

serta tujuan yang ingin dicapai masing-masing pemerintah. Kedua media saling 

mengkonstruksikan kasus eksekusi duo Bali Nine, secara aktif media mendefinisikan 

kasus tersebut sehingga membentuk kenyataan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut 

oleh pemerintah masing-masing media. Maka, dapat dikatakan bahwa pemberitaan oleh 

kedua media lebih pada kecenderungan bentuk dari praktek ideologi pemerintah atau dapat 

dikatakan pencerminan dari ideologi tertentu. 
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D. Pendekatan Komunikasi Politik dan Framing  

Pembingkaian berita mengenai kasus eksekusi mati duo Bali Nine di media 

online antaranews.com dan radioaustralia.net.au memiliki perbedaan kecenderungan 

pemberitaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaan tersebut terjadi karena 

media memiliki peran penting dalam proses pengkonstruksian pesan yakni sebuah nilai 

berita yang akan diterima khalayak. Seperti yang telah dijelaskan Ardial bahwa nilai berita 

tersebut diukur berdasarkan kegunaan berita bagi khalayak atau karena berita tersebut 

sedang menjadi pembicaraan publik. Berita tersebut juga menimbulkan pendapat pro dan 

kontra dalam masyarakat (Ardial, 2010:163-164).  

Berita mengenai eksekusi mati duo Bali Nine menimbulkan pro dan kontra dalam 

masyarakat Indonesia, khususnya di kedua negara Indonesia dan Australia, sehingga 

memiliki nilai berita yang tinggi. Dalam komunikasi politik, media hadir dengan tujuan 

untuk mempengaruhi proses dan kebijakan politik pada lembaga-lembaga politik. Media 

juga menjadi penggerak utama dalam usaha mempengaruhi individu terhadap terpaan 

berita yang diterimanya (Nimmo, 2004: 198-200). Antaranews.com melalui 

pemberitaannya terlihat bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia 

untuk tetap melaksanakan hukuman mati. Berbeda dengan radioaustralia.net.au yang 

bertujuan untuk menolak hukuman mati dan berusaha menyelamatkan kedua warga 

negaranya dari hukuman mati. Hal ini dikarenakan kedua media merupakan institusi 

politik yang berada dibawah naungan masing-masing pemerintah Indonesia dan Australia, 

sehingga sejarah pertumbuhan media yang sejalan dengan pertumbuhan negaranya 

mempengaruhi ideologi media dalam setiap pemberitaan.  

Dalam hal ini masing-masing media menawarkan sebuah peristiwa politik antar 

kedua negara sesuai dengan pandangan masing-masing media serta kebijakan redaksional 

dalam menentukan penampilan isi peristiwa politik yang diberitakan. Media tidak hanya 

menjadi sarana komunikasi, akan tetapi sekaligus sebagai ruang publik untuk kegiatan 

politik. Media memiliki peranan yang strategis dalam komunikasi politik, baik dalam 

membentuk opini publik atau mempengaruhi sebuah kebijakan publik. Sebuah peristiwa 

politik dapat menimbulkan opini yang berbeda-beda tergantung dari cara masing-masing 

media melaksanakan ketiga proses pembentukan opini tersebut. Diantaranya penyampaian 
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pesan menggunakan simbol-simbol, pembingkaian pesan, dan melakukan fungsi agenda 

media (Hamad, 2004:7).  

Dalam membentuk opini publik tersebut, antaranews.com menggunakan Presiden 

Indonesia Joko Widodo sebagai simbol politik. Joko Widodo sebagai presiden Indonesia 

memiliki power dan pengaruh di negara Indonesia dalam kasus eksekusi duo Bali Nine ini. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, antaranews.com membingkai berita dengan 

banyak mengangkat bahwa presiden Indonesia tidak akan mengampuni para pengedar 

narkoba yang harus dihukum mati. Fungsi agenda media pada pemberitaan 

antaranews.com, peneliti melihat dalam pemberitaannya mengarah pada isu ketegasan 

hukuman mati dalam memerangi narkoba oleh pemerintah Indonesia. Narkoba 

digambarkan sebagai zat yang telah membunuh 40 hingga 50 nyawa manusia setiap 

harinya dan sehingga mampu merusak generasi bangsa. Dari ketiga poin tersebut, terlihat 

antaranews.com ingin membentuk opini publik tentang bahaya narkoba yang luar biasa 

sehingga para pengedar narkoba pantas untuk dihukum mati.  

Berbeda dengan antaranews.com, media online radioaustralia.net.au untuk 

membentuk opini publik selain menggunakan nama Presiden Indonesia sebagai simbol 

politik juga selalu mengaitkan nama Menlu Australia Julie Bishop. Kedua nama tersebut 

memiliki pengaruh besar di masing-masing negara Indonesia dan Australia. Dalam 

pemberitaannya presiden Indonesia digambarkan sebagai pemimpin yang tidak memiliki 

rasa belas kasihan terhadap orang yang telah bertaubat. Di sisi lain, Menlu Australia 

digambarkan sebagai Menlu yang tidak akan pantang menyerah demi membela dan 

menyelamatkan kedua warga negaranya dari hukuman mati. Dalam pemberitaan ini, 

peneliti melihat agenda media yang dibangun ialah isu upaya Australia dalam 

menggagalkan hukuman mati. Hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran HAM dan 

tidak akan menyelesaika masalah narkoba. Dari penjelasan tersebut terlihat 

radioaustralia.net.au ingin membentuk opini publik agar tidak menyetujui hukuman mati 

yang dilakukan pemerintah Indonesia.  

Seperti yang dijelaskan Kitley dkk bahwa dalam ranah politik pers bisa menjadi 

alat yang paling ampuh untuk menyerang lawan. Dapat diartikan bahwa pers liberal 

Australia merupakan suatu kebebasan yang dipakai untuk menyerang pribadi atau 

golongan yang tidak disenangi. Pers ada kalanya secara keji menyerang kepala negara-
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negara lainnya (Kitley, Chauvel dan Reeve, 1989: 297). Hal itu terbukti dimana 

radioasutralia yang merupakan pers milik pemerintah Australia, dalam pemberitaannya 

terlihat menyerang presiden Indonesia Joko Widodo. Keputusan penolakan grasi oleh 

Presiden digambarkan sebagai keputusan yang tidak adil dan dianggap tidak memberikan 

pertimbangan saat memproses permohonan grasi tersebut.  

Beberapa penjelasan diatas mengenai perbedaan opini publik yang dibangun 

masing-masing media sebagai bentuk komunikasi politik. Menurut Nita Andriani, media 

massa lahir dari rahim politik nasional, sehingga wajar jika representasi media massa 

terkait dengan keberadaan negara tempat lahirnya media massa tersebut. Dalam dunia 

internasional bahwa media massa merupakan representasi negara yang memperjuangkan 

kepentingan nasional negara tersebut (Andrianti, Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi, No.1, 

Juni 2015:48). Hal ini dapat dibenarkan, dimana kedua media milik pemerintah Indonesia 

dan Australia dalam pemberitaannya terlihat ikut mendukung dan memperjuangkan 

kepentingan pemerintahannya. Maka dalam hubungan diplomatik atau berita yang 

menyangkut kedua negara wajar jika media massa memberikan dukungan maupun kritik 

terhadap penilaian sebuah hukum. Penilaian tersebut bisa berupa apakah hukuman mati 

yang ditetapkan pemerintah Indonesia itu bermanfaat atau merugikan negara lain.  

Media juga memiliki peran penting sebagai alat penunjang sistem kerja 

pemerintah. Hal tersebut menjadikan pemberitaan kasus Bali Nine yang menyangkut 

konflik kedua negara ini menjadi sorotan media khususnya di situs online antaranews.com 

dan radioaustralia.net.au. Situasi ini mampu menempatkan pemberitaan kasus Bali Nine 

semakin menjadi perhatian publik. Maka dari itu media dengan mudah mampu melibatkan 

dan menggiring opini publik yang telah dibentuk masing-masing media untuk masuk 

kedalam benak khalayak. Setelah itu opini yang telah terbentuk oleh media bertujuan 

untuk mendapatkan dukungan khalayak serta diharapkan mampu mempengaruhi kebijakan 

pemerintah.  

Sistem pers di masing-masing negara antara Indonesia dan Australia juga 

mempengaruhi pembentukan sebuah pemberitaan. Antaranews.com yang berada dibawah 

naungan pemerintah Indonesia berlaku sistem pers Nasional, pers Pancasila, pers 

Perjuangan. Pers Indonesia memiliki tugas dan kewajiban yakni salah satunya 

memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung 
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jawab. Sistem pers tanggung jawab sosial mengenal pertanggungjawaban etis yang harus 

dipatuhi oleh setiap media dan wartawan pada khalayak termasuk pemerintah (Handoko 

dan Sumarno, e-Journal Pendidikan Sejarah, No.1, Maret 2014:4). Dalam pembingkaian 

antaranews.com, saat ini Indonesia sedang berada dalam status darurat narkoba yang 

sangat membahayakan masyarakat. Pemerintah Indonesia dalam kasus Bali Nine ini 

memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia khususnya generasi 

bangsa dari bahaya narkoba. Maka antaranews.com sebagai pers Nasional milik 

pemerintah Indonesia dalam fungsinya memiliki tanggungjawab untuk melindungi 

masyarakat dengan mendukung berbagai keputusan pemerintah Indonesia terkait 

pelaksanaan hukuman mati.  

Australia dengan menganut sistem politik demokrasi liberal menjadikan 

medianya sebagai pers liberal. Pers liberal memiliki tugas untuk mengontrol jalannya 

pemerintahan. Dalam sebuah sistem politik liberal, pers berperan untuk ikut mendidik 

masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan (Handoko dan Sumarno, e-Journal 

Pendidikan Sejarah, No.1, Maret 2014: 22). Media online radioaustralia.net.au sebagai 

sarana yang menjebatani kepentingan pemerintah Australia ikut berperan sebagai 

pengawas kinerja pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dimana hak 

hidup kedua terpidana mati dalam kasus Bali Nine merupakan kepentingan rakyat yang 

harus diperjuangkan oleh pemerintah Australia. Hal ini menjadikan peran 

radioaustralia.net.au begitu penting sebagai alat penunjang kepentingan pemerintah 

Australia dalam upaya menyelamatkan hak hidup atas kedua warga negaranya yang akan 

dieksekusi mati oleh pemerintah Indonesia.  

Komunikasi politik yang ingin dicapai oleh masing-masing pemerintah Indonesia 

dan Australia melalui situs online antaranews.com dan radioaustralia.net.au jelas untuk 

melindungi kepentingan dan kedaulatan negara. Kepentingan dan kedaulaatan tersebut 

yakni dengan melegitimasikan kinerja pemerintah yang merupakan salah satu kepentingan 

pemerintah yang ingin dicapai. Keadaan seperti itu salah satunya dilakukan untuk 

mempertahankan eksistensi pemerintahan pada masa itu. Pemerintahan Australia berusaha 

memperjuangkan kedaulatan hukum dalam negeri dengan menolak hukuman mati oleh 

pemerintah Indonesia yang merupakan wujud atas upaya pemerintah Australia dalam 
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menjaga kedaulatan hukum di Australia. Di lain pihak, pemerintahan Indonesia juga tak 

kalah memperjuangkan kedaulatan hukum Indonesia dengan tetap melaksanakan hukuman 

mati bagi para pengedar narkoba yang dinilai dapat merusak generasi bangsa.  

 

 



93 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap media online antaranews.com dan 

radioaustralia.net.au mengenai kasus duo Bali Nine dengan fokus pemberitaan tentang 

eksekusi mati duo Bali Nine pada periode bulan Maret-April-Mei 2015. Maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Antaranews.com membingkai berita kasus duo Bali Nine sebagai berikut: 

Antaranews.com membingkai berita kasus duo Bali Nine dengan fokus 

pemberitaan tentang eksekusi mati duo Bali Nine sebagai bentuk ketegasan hukuman 

mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Antaranews.com lebih menonjolkan 

pihak-pihak dari Indonesia yang mendukung hukuman mati bagi pengedar narkoba. 

Narkoba digambarkan sebagai zat berbahaya yang dapat membunuh nyawa manusia 

dan merusak generasi bangsa. Antaranews.com lebih menonjolkan nilai positif dengan 

melakukan upaya penyadaran akan bahaya narkoba. Hukuman mati bagi para pengedar 

narkoba digambarkan sebagai hukuman yang paling tepat dan sesuai dengan aturan 

hukum di Indonesia.  

Antaranews.com lebih memfokuskan hukuman mati bagi para pengedar 

narkoba dan bahaya narkoba yang diberitakan cukup detail. Upaya Australia demi 

menyelamatkan kedua warga negaranya dengan menawarkan pertukaran tahanan 

digambarkan sebagai bentuk upaya politik yang dinilai membodohi pemerintah 

Indonesia. Selain itu, upaya Australia untuk menggagalkan hukuman mati bagi kedua 

warga negaranya digambarkan sebagai tindakan Australia yang tidak menghormati 

kedaulatan hukum Indonesia. 

Dalam penyelesaian konflik ini, antaranews.com lebih mengarah pada 

hukuman mati bagi para pengedar narkoba yang merupakan ketegasan pemerintah 

Indonesia dalam hukuman kasus narkoba. Siapapun yang terbukti bersalah telah 

mengedarkan narkoba di Indonesia, harus dihukum mati. Keputusan pemerintah 

tersebut tidak dapat diintervensi oleh siapapun atau negara manapun. Negara lain 

ataupun pihak lain harus memahami dan menghormati keputusan pemerintah 
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Indonesia. Dengan isu tersebut, publik/khalayak melalui pemberitaannya diarahkan 

oleh antaranews.com agar mendukung pemerintah Indonesia untuk menghukum mati 

para pengedar narkoba.  

 

2. Radioaustralia.net.au membingkai berita kasus duo Bali Nine sebagai berikut: 

Radioaustralia.net.au membingkai berita kasus duo Bali Nine dengan fokus 

pemberitaan tentang eksekusi mati duo Bali Nine terlihat berusaha menolak keputusan 

presiden Indonesia untuk menghukum mati pengedar narkoba. Radioaustralia.net.au 

menonjolkan isu mengenai hak hidup atas kedua warga negaranya agar tidak dihukum 

mati. Ketegasan hukuman mati oleh pemerintah Indonesia dalam kasus narkoba 

digambarkan sebagai bentuk hukuman yang tidak adil dan melanggar HAM. Hukuman 

mati bagi pengedar narkoba dianggap tidak akan menyelesaikan masalah peredaran 

narkoba. Hukuman eksekusi mati lebih ditonjolkan sebagai hukuman yang kejam dan 

tindakan yang tidak perlu dilakukan. 

Dalam menggambarkan kasus ini, radioaustralia.net.au juga lebih 

menonjolkan upaya Australia untuk menggagalkan hukuman mati yang telah 

diputuskan oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut digambarkan sebagai upaya untuk 

menuntut keadilan bagi kedua warga negaranya. Kedua terpidana mati asal Australia 

digambarkan pantas untuk mendapatkan pengampunan atas hukuman mati. Pemilihan 

narasumber yang digunakan radioaustralia.net.au lebih banyak dari pihak-pihak 

Australia yang menentang hukuman mati. Radioaustralia.net.au tidak banyak 

mengambil berita dari sudut pandang pihak Indonesia, namun pemberitaannya tetap 

terkesan kontroversial antara kedua belah pihak.  

Radioaustralia.net.au dalam setiap pemberitaannya secara lebih detail 

mengangkat bagaimana upaya Australia agar hukuman mati bagi kedua warga 

negaranya batal dilaksanakan. Dalam pemberitaannya mengenai kasus ini, 

radioaustralia.net.au mengarahkan publik/khalayak untuk menolak hukuman mati bagi 

para pengedar narkoba. Selain itu, untuk mempengaruhi keputusan pemerintah 

Indonesia agar hukuman mati batal dilaksanakan. Hukuman mati bagi para pengedar 

narkoba khususnya kedua terpidana asal Australia hanya akan mempengaruhi 

hubungan kedua negara yakni Indonesia dan Australia.  
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3. Kesimpulan Teoritik 

Sebuah media memiliki cara pandang yang berbeda untuk mewakili 

kepentingan negaranya masing-masing. Perbedaan bingkai pemberitaan kasus Bali 

Nine disebabkan oleh beberapa perbedaan yang melatarbelakangi kedua media. 

Perbedaan pandangan mengenai hukuman mati yang melanggar HAM, dimana 

Australia merupakan sebuah negara yang telah menghapuskan hukuman mati bagi para 

pengedar narkoba. Hal itu telah tercantum dalam Undang-Undang Pengahapusan 

Hukuman Mati Australia atau The Death Penalty Abolition Act tahun 1973. Berbeda 

dengan Indonesia merupakan negara yang secara kewenangan yudikatif dan 

diberdayakan oleh undang-undang memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman mati 

bagi para pengedar narkoba. Hukuman mati bagi para pelaku kejahatan merupakan 

bentuk penerapan dari pembatasan HAM. Dimana hak hidup mereka dibatasi oleh 

undang-undang, karena dalam melakukan kejahatan tersebut mereka telah dianggap 

melanggar hak hidup orang lain.  

Cara memandang sebuah peristiwa yang berbeda tersebut menyebabkan 

hubungan kedua negara berfluktuasi naik turun menjadi tak menentu. Menyadari akan 

hal ini, kedua negara terlihat selalu menciptakan pandangan pemahaman masing-

masing untuk menyupayakan terciptanya tujuan pemerintahan dengan tetap menjaga 

hubungan yang stabil dan dinamis. Dalam konteks ini, pers atau media memiliki posisi 

yang sangat strategis untuk menjadi sarana mencapai tujuan dari masing-masing 

negara tersebut. Maka, wajar jika pemberitaan mengenai peristiwa ini dibingkai 

bertolak belakang antara kedua media yang berada dibawah naungan masing-masning 

pemerintah Indonesia dan Australia. 

Selain itu, perbedaan sistem pers antara kedua media juga melatarbelakangi 

pemberitaan kasus Bali Nine. Antaranews.com sebagai pers Nasional milik pemerintah 

Indonesia yang menganut sistem tanggungjawab sosial dalam fungsinya memiliki 

tanggungjawab untuk melindungi masyarakat dengan mendukung berbagai keputusan 

pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan hukuman mati. Sedangkan situs online 

radioaustralia.net.au sebagai pers liberal memiliki peran begitu penting sebagai alat 

penunjang kepentingan pemerintah Australia dalam upaya menyelamatkan hak hidup 

atas kedua warga negaranya yang akan dieksekusi mati oleh pemerintah Indonesia.  
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B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, tentu terdapat beberapa keterbatasan dari berbagai aspek. 

Peneliti berharap berbagai keterbatasan dalam penelitian ini dapat disempurnakan oleh 

peneliti-peneliti selanjutnya. Keterbatasan tersebut diantaranya adalah: 

1. Keterbatasan objek penelitian. Peneliti hanya meneliti berita kasus duo Bali Nine pada 

media online milik pemerintah Indonesia dan Australia yakni antaranews.com dan 

radioaustralia.net.au. Media yang dipilih peneliti dari sisi Australia berbahasa 

Indonesia, sedangkan masih ada media Australia berbahasa Inggris yakni abcnews.au 

yang memberitakan kasus tersebut.  

2. Jumlah dan topik dengan tema yang sama di kedua media, antaranews.com dan 

radioaustralia.net.au yang sedikit berbeda.  

 

C. Saran  

Beberapa saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi media dan wartawan, dalam menyajikan berita disarankan untuk menyajikan 

berita yang berimbang dengan menggunakan narasumber dari dua arah dan secara 

objektif mampu memberikan informasi dengan detail sesuai fakta.  

2. Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk 

mencari informasi seputar media online pemerintah dalam mengkonstruksikan 

pemberitaan sebuah kasus yang menyangkut kedua negara tersebut. 

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian isu lain seputar 

narkoba atau hubungan Indonesia-Australia.  
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